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RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar Belakang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan
untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini ditargetkan
untuk sekolah dan pesantren, anak balita, serta ibu hamil, dengan total target penerima manfaat
mencapai lebih dari 80 juta penerima manfaat pada tahun 2025. Walau berpotensi memberikan
dampak baik untuk kesehatan, di sisi lain, program MBG berpotensi menghasilkan dampak
lingkungan, seperti:

1.! peningkatan susut pangan dalam persiapan bahan makanan,

2! peningkatan penggunaan sumber daya (energi, air, dan material) dan emisi gas rumah kaca
(GRK),

3. peningkatan sisa pangan dari aktivitas distribusi makanan, proses penyiapan/memasak
dan konsumsi, dan

4! peningkatan sampah kemasan makanan berupa plastik, karton susu, dll.

Saat ini, Indonesia telah memiliki Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan serta Rencana
Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045, yang keduanya menekankan pada pengurangan susut
dan sisa pangan (SSP) serta penerapan konsep ekonomi sirkular dalam sektor pangan. Untuk
memastikan program MBG sejalan dengan prinsip pengurangan SSP serta ekonomi sirkular
tersebut, Studi Integrasi Konsep Ekonomi Sirkular untuk Pengelolaan Sisa Pangan pada Program
Makan Bergizi Gratis ini dilakukan.

Keluaran studi ini terdiri dari:

el estimasi timbulan sisa pangan MBG tahun 2025-2029,

! penyebab dan pendorong terjadinya sisa pangan MBG,

el tantangan yang dihadapi dalam pengurangan dan penanganan sisa pangan MBG,

el potensi dampak lingkungan (emisi gas rumah kaca), dampak kehilangan ekonomi, dan
dampak sosial (kehilangan gizi) dari timbulan sisa pangan MBG,

el pembelajaran pengelolaan sisa pangan dari program makan siang sekolah di beberapa
negara,

el strategi pengurangan dan penanganan sisa pangan MBG.

Metode yang digunakan dalam studi ini meliputi studi literatur dan pengumpulan data sekunder
terkait program MBG, benchmarking terhadap pengelolaan sisa pangan di dapur profesional di
Indonesia, benchmarking pengelolaan sisa pangan dari program makan siang sekolah negara lain,
pengukuran sisa pangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekolah yang telah
mendapat program MBG, wawancara mendalam ke berbagai pemangku kepentingan, kuesioner
kepada siswa penerima MBG, dan diseminasi untuk memvalidasi hasil studi dan mempertajam
rumusan strategi pengelolaan sisa pangan MBG.



Dalam analisisnya, studi ini memodelkan 2 skenario, yaitu Skenario 1 berdasarkan data target
penerima manfaat (PM) pada Oktober 2024 dan Skenario 2 berdasarkan data target PM pada Juli
2025. Data jumlah PM untuk kedua skenario terlampir pada Tabel A berikut:

Tabel A. Data Perbedaan Jumlah Target Penerima Manfaat Skenario 1 dan Skenario 2

Jumlah Penerima Manfaat Skenario 1 Jumlah Penerima Manfaat Skenario 2

No Tahun Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

(Jan - Mar) (Apr - Jun) (Jul - Sept) (Okt-Des)  (Jan - Mar) (Apr - Jun) (Jul - Sept) (Okt - Des)
1 2025 2.188.025 5.500.000 8.811.975 15.420.000 2.188.025 5.500.000 42.000.000 | 82.900.000
2 2026 18.340.205 | 27.962.968 | 27.180.729 | 36.000.000 82.900.000
3 2027 38554.115 | 42.420.233 | 46.286.352 | 54.000.000 82.900.000
4 2028 56.554.115 | 60.420.233 | 64.286.352 | 72.000.000 82.900.000
5 2029 74539.925 | 78.384.565 | 82.229.206 | 89.900.000 82.900.000

Pada kedua skenario, untuk setiap tahunnya jumlah PM diasumsikan naik secara bertahap per
kuartal, dan mencapai target tahunan pada awal kuartal 4 pada tahun tersebut.

Timbulan Sisa Pangan MBG

Sisa pangan dalam program MBG dihasilkan dari beberapa kegiatan, yaitu sebagaimana
digambarkan pada Gambar A berikut.

SPPG Kegiatan SPPG yang terdiri dari persiapan
memasak, pemorsian, dan non-dapur

Sekolah Sisa konsumsi dari tray makanan dari

penerima manfaat

Tidak dikonsumsi Dimanfaatkan

siswa karena P T
Non-dapur
i1 “RL.
—_— o 3 Konsumsi di
3 Saay  Sekolah

Dibuang di
sekolah

Dibiarkan

di tray
Pengambilan
tray

Pencucian

—— Makanan MBG ~———— Sisa pangan

Gambar A. Potensi Sumber Timbulan Sisa Pangan dalam Program MBG

Total timbulan sisa pangan MBG pada 2025-2029 di Indonesia yang terdiri dari sisa pangan di SPPG
dan sisa pangan dari konsumsi PM sebagaimana digambarkan dalam Gambar B yaitu sebesar:

el Skenario 1: 187.367 - 1.906.845 ton/tahun
el Skenario 2: 778.310 - 1.946.537 ton/tahun



Timbulan Sisa Pangan (tontahun)

Sumber sisa pangan terbanyak yaitu dari sisa konsumsi PM sebesar 141.151 — 1.437.391 ton/tahun
untuk Skenario 1 dan sebesar 586.306 — 1.466.339 ton/tahun untuk Skenario 2. Sementara, sumber
SPPG menghasilkan 46.216 - 469.454 ton/tahun pada Skenario 1 atau 192.004 - 480.198 ton/tahun
pada Skenario 2.

@ PM W SPPG

W PM W SPPG 1.466.339 1.466.339 1.466.339 1.466.339
2.000.000 1.437.391 2.000.000

1.119.922

1.500.000 1.500.000

801.537

1.000.000

Timbulan Sisa Pangan (tontahun)

1.000.000 586.306
482.923
4697454

500.000 - P 365803 500.000

141151 7’58128 -

46.216

0
2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029

Gambar B. Total Timbulan Sisa Pangan MBG dari Berbagai Sumber pada (a) Skenario 1 dan (b) Skenario 2

Jika melihat per sumber sisa pangan, di SPPG, sisa pangan dihasilkan paling banyak di tahap
persiapan (Gambar C), yaitu sekitar 71,3% dari keseluruhan sampah yang ada di SPPG. Hal ini
dikarenakan pada proses persiapan dilakukan kegiatan berikut (1) pengupasan dan pemotongan
bahan makanan (2) proses penyortiran bahan makanan reject (3) pemilihan bahan pangan dengan
kualitas yang kurang baik setelah disimpan di SPPG.

Non-dapur
1,3%
Pemorsian

Memasak

Persiapan

Gambar C. Kontribusi Sumber Timbulan Sisa Pangan pada Kegiatan-kegiatan di SPPG

Sementara itu, sumber PM terdiri dari sekolah dan sumber lainnya. Di sekolah, berdasarkan
Gambar D dari 4 jenjang sekolah yang ada, jenjang dengan timbulan sisa pangan tertinggi yaitu
jenjang SMP (35,6%), dengan total timbulan 49.916 - 508.314 ton/tahun untuk Skenario 1 dan
207.339 - 518.551 ton/tahun untuk Skenario 2. Jenis sisa pangan yang paling banyak ditemukan di
semua jenjang yaitu buah-buahan, kecuali untuk jenjang TK, di mana karbohidrat menjadi jenis
sisa pangan terbanyak. Diestimasikan sebagian besar sisa pangan yang terbuang merupakan
bagian edible (dapat dimakan). Untuk PM dari sumber lainnya, berdasarkan Gambar E
diestimasikan balita sebagai penghasil sisa pangan tertinggi (57,9%), yaitu 563 - 5.729 ton/tahun
untuk Skenario 1 dan 2.337- 5.845 ton/tahun untuk Skenario 2.
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TK/PAUD/sed...
10,5%

SMA/SMK/MA...
19,8%

SD/sederajat

SMP/MTS/sed...

Gambar D. Proporsi Timbulan Sisa Pangan pada Penerima Manfaat di Sekolah

3,3%
Seminari

Gambar E. Proporsi Timbulan Sisa Pangan pada Penerima Manfaat Lainnya

Dampak Lingkungan Sisa Pangan MBG:

Emisi Gas Rumah Kaca

Perhitungan dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari timbulan sisa pangan MBG
diestimasikan dikelola dengan 4 skema pengelolaan sampah organik yang umumnya digunakan
di Indonesia, yaitu: Unmanaged Landfill, Composting, Black Soldier Flies (BSF) Treatment,
Feedstock. Timbulan sisa pangan yang dihitung untuk analisis emisi GRK hanya berasal dari sisa
konsumsi PM. Perhitungan emisi GRK untuk timbulan sisa pangan MBG yang berakhir di
Unmanaged Landfill dan Composting System dilakukan dengan menggunakan GHG Calculator for
Solid Waste yang dibuat oleh Institute for Global Environmental Strategies (IGES) Japan
berdasarkan 2006 IPCC Guideline Vol. 5 (Waste). Sementara itu, perhitungan emisi GRK untuk
timbulan sisa pangan MBG yang berakhir menggunakan BSF Treatment dan Feedstock dilakukan
berdasarkan studi oleh Ermolaev, E, dkk. (2019).
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Skenario 1

Tabel B. Estimasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Timbulan Sisa Pangan Program MBG 2025 - 2029 (Skenario 1)

Total
penerima
manfaat
(kapita)

Net GRK MBG per
tahun (Mton CO2-
eg/tahun)

Estimasi Emisi GRK
Nasional (BAU)

(MTon COz-
eq/tahun)

Kontribusi
GRK MBG

pada

Nasional

Estimasi Emisi
Sampah (BAU)
(MTon COs-
eq/tahun)

Kontribusi
GRK MBG

pada Emisi
Sampah
NESIE

2025 15,420,000 0,03 2.369,12 0,001% 218,57 0,012%
2026 36.000.000 0,09 246159 0,004% 232,24 0,038%
2027 54.000.000 0,15 2.557,67 0,006% 246,76 0,059%
2028 72.000.000 0,20 2.657,50 0,008% 262,19 0,078%
2029 89.900.000 0,26 2.761,23 0,010% 278,58 0,094%

Total emisi GRK yang dihasilkan oleh timbulan sisa pangan program MBG dalam 5 tahun (2025-
2029) diestimasikan berjumlah 0,73 Mton CO2-ek, dimana berkontribusi sebesar 0,006% terhadap
emisi GRK nasional 5 tahun atau 0,059% terhadap emisi GRK nasional tahun dari sektor sampah.

Skenario 2

Tabel C. Estimasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Timbulan Sisa Pangan Program MBG 2025 - 2029 (Skenario 2)

Estimasi Kontribusi
TOt?l Net GRK MBG per Estlm’?13| Emisi GRK | Kontribusi Emisi GRK MBG
penerima Nasional (BAU) GRK MBG Sampah .
tahun (Mton CO»- pada Emisi
manfaat (MTon CO»- pada (BAU) (MTon
. eg/tahun) . Sampah
(kapita) eg/tahun) Nasional COe- .
Nasional
eqg/tahun)
2025 15.420.000 011 2.369,12 0,005% 0,049% 0,049%
2026 36.000.000 0,27 246159 0,011% 0,115% 0,115%
2027 54.000.000 0,27 2.557,67 0,010% 0,109% 0,109%
2028 72.000.000 0,27 2.657,50 0,010% 0,102% 0,102%
2029 89.900.000 0,27 2.761,23 0,010% 0,096% 0,096%

Total emisi GRK yang dihasilkan oleh timbulan sisa pangan program MBG dalam 5 tahun (2025-
2029) diestimasikan berjumlah 1,18 Mton CO2-ek, di mana berkontribusi sebesar 0,0092% terhadap
emisi GRK nasional 5 tahun atau 0,095% terhadap emisi GRK nasional dari sektor sampah.
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Dampak Ekonomi Sisa Pangan MBG:

Potensi Kehilangan Ekonomi

Analisis kehilangan ekonomi dari sisa pangan Program MBG dilakukan dengan memanfaatkan
data gramasi menu dari SPPG serta alokasi anggaran penyediaan makanan dari Bappenas dan
Kemenkopangan. Timbulan sisa pangan yang digunakan dalam perhitungan ini berasal dari sisa
pangan dari tray penerima manfaat pada tiap jenjang di sekolah dan lainnya (tidak termasuk
SPPG). Perhitungan dilakukan dengan dua pendekatan skenario, yaitu Skenario 1 yang
menggunakan data sekunder anggaran penyediaan makanan secara langsung, dan Skenario 2
yang menghitung anggaran melalui proyeksi harga per porsi berdasarkan inflasi.

Skenario 1

Tabel D. Estimasi Kehilangan Ekonomi dari Sisa Pangan MBG Tahun 2025 — 2029 (Skenario 1)

Persentase Kehilangan

Kehilangan Ekonomi Anggaran Penyediaan Makanan

Ekonomi
2025 Rp4.567.511.442.258 Rp53.800.000.000.000 8,49%
2026 Rp15.843.076.744.243 Rp95.000.000.000.000 16,68%
2027 Rp28.264.723.290.600 Rp153.000.000.000.000 18,47%
2028 Rp40.653.506.905.835 Rp210.000.000.000.000 19,36%
2029 Rp53.330.250.646.349 Rp268.000.000.000.000 19,90%

Rp142.659.069.029.285 Rp779.800.000.000.000 18,29%

Skenario 2

Tabel E. Estimasi Kehilangan Ekonomi dari Sisa Pangan MBG Tahun 2025 — 2029 (Skenario 2)

Persentase Kehilangan

Kehilangan Ekonomi Anggaran Penyediaan Makanan Ekonomi
2025 Rp18.972.347.158.328 Rp86.182.216.250.000 22,01%
2026 Rp47.614.684.559.987 Rp221.488.904.000.000 21,50%
2027 Rp50.104.816.319.917 Rp227.601.997.750.400 22,01%
2028 Rp51.487.709.250.347 Rp233.883.812.888.311 22,01%
2029 Rp52.908.770.025.656 Rp240.339.006.124.028 22,01%

221.088.327.314.235 1.009.495.937.012.740 21,90%

Pada Skenario 1, dampak kehilangan ekonomi dari timbulan sisa pangan MBG mencapai Rp 142,7
T, yaitu 18,29% dari proyeksi kebutuhan total anggaran penyediaan makanan selama 5 tahun (2025
- 2029). Sementara pada Skenario 2, dampak kehilangan ekonomi mencapai Rp 221,1 T, yaitu
21,91% dari proyeksi kebutuhan total anggaran penyediaan makanan selama 5 tahun (2025 —
2029).
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Dampak Sosial Sisa Pangan MBG:

Kehilangan Kandungan Zat Gizi

Estimasi kehilangan gizi dihitung berdasarkan hasil timbulan sisa pangan per kapita per hari di
sekolah, yang kemudian dikonversikan menjadi nilai energi (kilokalori) dan protein (gram). Data
ini diperoleh dari hasil sampling menu makanan SPPG di mana satu porsi menu terdiri dari sumber
karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, dan buah serta berkonsultasi dengan Ahli Gizi
terkait dengan konversi yang dilakukan.

Secara kumulatif selama 5 tahun, dalam Skenario 1, total kehilangan energi diperkirakan
mencapai 1,3 triliun kkal dan kehilangan protein mencapai lebih dari 53 ribu ton. Kehilangan
kumulatif tersebut jika dapat dicegah maka 1,8 juta orang dapat memanfaatkan energinya dan 2,5
juta orang dapat memperoleh manfaat dari proteinnya. Sementara itu, dalam Skenario 2, secara
kumulatif selama 5 tahun, total kehilangan energi diperkirakan mencapai 2,2 triliun kkal dan
kehilangan protein mencapai lebih dari 86 ribu ton. Kehilangan kumulatif tersebut jika dapat
dicegah maka 2,9 juta orang dapat memanfaatkan energinya dan 4,1 juta orang dapat
memperoleh manfaat dari proteinnya.

Skenario 1

Tabel F. Estimasi Total Kehilangan Energi dan Jumlah Orang yang Dapat Memanfaatkan Energi yang Hilang dari
Sisa Pangan MBG Tahun 2025 — 2029 (Skenario 1)

Total Kehilangan Jumlah orang yang
Kalori dari Sisa dapat memanfaatkan

Jumlah orang yang

Total Kehil
otal Kehilangan dapat memanfaatkan

Protein dari Sisa Pangan

sy g oy POCCTER
2025 48.018.668.241 62.647 1.881.816.882 90.450
2026 163.632.157.978 213.480 6.410.266.069 308.112
2027 272.678.491.138 355.745 10.686.072.869 513.630
2028 380.991.276.644 497.053 14.930.772.603 717.653
2029 488.992.657.038 637.955 19.163.268.595 921.090

1.354.313.251.039 1.766.880 53.072.197.018 2.550.935

Skenario 2

Tabel G. Estimasi Total Kehilangan Energi dan Jumlah Orang yang Dapat Memanfaatkan Energi yang Hilang dari
Sisa Pangan MBG Tahun 2025 — 2029 (Skenario 2)

Total Kehilangan Jumlah orang yang
Kalori dari Sisa dapat memanfaatkan
Pangan kalori yang hilang per

Jumlah orang yang
dapat memanfaatkan
protein yang hilang

Total Kehilangan
Protein dari Sisa Pangan

(kkal/tahun) tahun (gr/tahun) per tahun
2025 199.458.032.118 260.219 7.816.616.033 375.709
2026 498.840.551.025 650.803 19.549.200.438 939.640
2027 498.840.551.025 650.803 19.549.200.438 939.640
2028 498.840.551.025 650.803 19.549.200.438 939.640
2029 498.840.551.025 650.803 19.549.200.438 939.640

2.194.820.236.219 2.863.431 86.013.417.786 4.134.267
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Penyebab dan Pendorong Sisa Pangan MBG

Penyebab dan pendorong sisa pangan MBG dibedakan menjadi dua sumber, yaitu SPPG dan
Sekolah. Penyebab sisa pangan di SPPG berasal dari hal yang secara langsung memengaruhi
timbulnya sisa pangan, mulai dari tahap persiapan, memasak, dan pemorsian, sedangkan
pendorong sisa pangan di SPPG mencakup hal-hal yang secara tidak langsung memengaruhi
timbulan sisa pangan dalam seluruh kegiatan operasional SPPG. Penyebab sisa pangan di Sekolah
berasal dari hal yang secara langsung menyebabkan sisa konsumsi siswa sekolah, sementara
pendorong sisa pangan di sekolah meliputi hal yang secara tidak langsung menyebabkan siswa
tidak menghabiskan makanan MBG.

Tabel H. Penyebab dan Pendorong Sisa Pngan MBG di SPPG dan Sekolah

Lokasi Penyebab Pendorong
SPPG ! Kualitas bahan pangan kurang baik ! Tidak ada Standard Operational Procedure
sehingga tidak dapat dimasak (SOP) tertulis mengenai spesifikasi bahan
pangan
! Kualitas ruang/tempat
penyimpanan kurang baik ! Tidak ada tim khusus quality control untuk
memeriksa bahan pangan yang masuk
! Keterbatasan kemampuan SDM
dalam food handling ! Keterbatasan pendanaan dalam pengadaan,
penggantian, dan maintenance fasilitas
! Sirkulasi udara, temperatur, dan dapur
kelembapan ruangan dapur yang
belum optimal
Sekolah el Kualitas makanan yang disajikan ol

kurang baik

Adanya perbedaan preferensi
makanan tertentu

Pemorsian untuk tiap jenjang
sekolah masih kurang tepat

Pewadahan  makanan  kurang
optimal

Edukasi makan bergizi gratis masih belum

komprehensif

Pendataan siswa yang memiliki alergi

kurang lengkap

Kurang rasa memiliki dan rasa "sayang"

terhadap makanan

Kurangnya koordinasi untuk memastikan

distribusi sesuai porsi

Belum ada sistem pendataan sisa pangan

yang terintegrasi
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Strategi Pengurangan dan Penanganan

Sisa Pangan MBG

Strategi pengurangan dan penanganan sisa pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
dirumuskan berdasarkan penyebab dan pendorong timbulnya sisa pangan MBG, kondisi lapangan
Program MBG, pembelajaran dari negara lain, kajian sisa pangan yang telah dilakukan
sebelumnya, hasil diskusi dengan pemangku kepentingan, dan penerapan konsep ekonomi
sirkular. Terdapat 5 kelompok strategi pengurangan dan penanganan sisa pangan program MBG,
yaitu sebagai berikut.

Strategi Pengembangan dan
Penerapan Kebijakan dan
Standar

Fokus kepada kebijakan dan standar yang mendukung operasional SPPG yang lebih baik
untuk mencegah sisa pangan.

Pelatihan pegawai SPPG, R&D menu, sosialisasi panduan pengelolaan sisa pangan,
program edukasi dan kurikulum terintegrasi yang mendorong pencegahan dan
penanganan sisa pangan.

Strategi Edukasi dan
Peningkatan Kapasitas

Penganggaran dana untuk (i) pemeliharaan infrastruktur SPPG, (ii) sertifikasi dapur dan
Strategi Optimalisasi penjamah makanan, (i) penyelamatan sisa pangan layak konsumsi, (iv) pengolahan sisa
Pendanaan B pangan dan sampah lainnya, (v) pemberian insentif penghargaan tahunan untuk pihak
yang mengurangi dan menangani sisa pangan program MBG.

Fokus pada pembenahan fasilitas SPPG untuk mengoptimalkan pencegahan sisa pangan,
menyiapkan sistem prasmanan untuk dapat lebih bisa mencegah sisa pangan MBG,
melakukan pendataan sisa pangan serta menerapkan penanganan sisa pangan MBG
dengan konsep ekonomi sirkular.

Strategi Penyediaan dan
Pengembangan Teknologi &
Infrastruktur Penunjang

Penyelamatan sisa pangan layak konsumsi, pemetaan aktor yang dapat mendukung
penyelamatan dan pengolahan sisa pangan, dan mengadakan forum rutin yang dapat
mendukung kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sisa pangan.

Strategi Peningkatan
Koordinasi dan Kerjasama

Gambar G. Kelompok Strategi Pengurangan dan Penanganan Sisa Pangan Program MBG

Untuk strategi 4, terdapat penggambaran model ekonomi sirkular yang dapat diterapkan untuk
penanganan sisa pangan MBG, khususnya yang sudah tidak layak konsumsi manusia, sebagaimana
digambarkan dalam Gambar H berikut.
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Gambar H. Potensi Skema Sirkularitas Sisa Pangan Program MBG
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1.1 Urgensi Susut dan Sisa Pangan di Indonesia

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk
mencegah stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program tersebut ditargetkan
untuk sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil yang mencapai
lebih dari 80 juta penerima manfaat pada tahun 2025. Walau berpotensi memberikan dampak baik
bagi Kesehatan, di sisi lain, Program MBG dapat berpotensi menghasilkan dampak lingkungan,
seperti:

1.! peningkatan susut pangan dalam persiapan bahan makanan,

2! peningkatan penggunaan sumber daya (energi, air, dan material) dan emisi GRK,

3! peningkatan sampah sisa pangan dari aktivitas distribusi makanan, proses
penyiapan/memasak dan konsumsi, dan

4! peningkatan sampah kemasan makanan berupa plastik, karton susu, dll.

Untuk menghindari hal tersebut, konsep ekonomi sirkular perlu diadopsi dalam praktik program
MBG. Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan
pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama
mungkin, sehingga meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh
pendekatan ekonomi linear. Ekonomi sirkular bukan hanya berupa pengelolaan sampah yang
lebih baik melalui praktik daur ulang, namun juga efisiensi sumber daya yang mencakup
serangkaian intervensi di seluruh rantai pasok. Efisiensi sumber daya yang lebih tinggi dapat
diupayakan melalui prinsip 9R yang berprinsip mengurangi konsumsi sumber daya,
memperpanjang masa guna sumber daya, dan mendaur ulang by-products.

Mempertimbangkan kebutuhan penyelarasan program MBG dengan konsep ekonomi sirkular
tersebut, dilaksanakanlah Studi Integrasi Konsep Ekonomi Sirkular untuk Pengelolaan Sisa Pangan
pada Program Makan Bergizi Gratis MBG). Studi ini bertujuan mengidentifikasi potensi timbulan
dan dampak terkait sisa pangan dari program MBG serta memberikan rekomendasi pengurangan
dan penanganan dari dampak tersebut berdasarkan konsep ekonomi sirkular.

1.2 Kebijakan dan Target Susut dan Sisa Pangan di Indonesia

Dalam dokumen Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Bappenas dan GAIN, kebijakan
pengelolaan susut dan sisa pangan (SSP) saat ini mengadopsi pendekatan holistik turunan dari
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. RPJPN 2025-2045 juga
mencakup rencana pengurangan susut dan sisa pangan di Indonesia. Target pengurangan SSP
adalah sebesar 75% sesuai dengan Peta Jalan Pengelolaan SPP serta Peta Jalan dan Rencana AKksi
Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045.

Saat ini, Indonesia telah memiliki Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan serta Rencana
Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045, yang keduanya menekankan pada pengurangan susut
dan sisa pangan (SSP) serta penerapan konsep ekonomi sirkular dalam sektor pangan. Berdasarkan
peta jalan tersebut, target pengurangan SSP adalah sebesar 75% pada tahun 2045.

Untuk mencapai target ini, pengelolaan SSP sebesar 75% pada tahun 2045, terdapat sejumlah
target kebijakan sebagai berikut:

<! pengelolaan SSP di setiap tahap rantai pasok pangan, dari produksi, pasca panen, pengolahan,
distribusi, pemasaran, hingga konsumsi,
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! penguatan infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi fasilitas penyimpanan
dan teknologi pengolahan pangan,

<! peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku konsumen melalui edukasi masyarakat.

! pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan SSP, dan

! kolaborasi antar sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi
internasional.

Target-target tersebut didasarkan kepada aspek pendekatan yang komprehensif dan
berkelanjutan, seperti inovasi dan teknologi, kebijakan dan regulasi yang mendukung, pendekatan
berbasis data dan pemantauan, keberlanjutan lingkungan dan ekonomi sirkular, peningkatan
kapasitas dan edukasi, partisipasi dan kolaborasi multi-sektoral, serta pendekatan sistemik dan
terintegrasi. Penyelarasan program MBG dengan konsep ekonomi sirkular melalui studi ini juga
merupakan upaya untuk mendukung ketercapaian target-target tersebut.

1.3 Ruang Lingkup
1.3.1 Keluaran Studi

Tujuan studi ini utamanya mengidentifikasi potensi timbulan dan dampak terkait sisa pangan dari
program MBG serta memberikan rekomendasi pengurangan dan penanganan dari dampak
tersebut berdasarkan konsep ekonomi sirkular. Lingkup studi ini terdiri dari:

! identifikasi potensi timbulan sisa pangan dari program MBG,

! identifikasi potensi dampak sisa pangan dari program MBG, mencakup:
a.! dampak lingkungan (emisi Gas Rumah Kaca/GRK);
b.! dampak kehilangan ekonomi;
c.! dampak sosial (kehilangan gizi),

el penyebab dan pendorong terjadinya sisa pangan dari program MBG serta tantangan
pencegahan dan penanganannya, dan

<! rekomendasi strategi pengurangan dan penanganan sisa pangan dari program MBG yang
memperhatikan sirkularitas material.

1.3.2 Definisi Susut dan Sisa Pangan

Terdapat beberapa referensi terkait definisi susut dan sisa pangan. Berdasarkan FAO (2011),
definisi susut dan sisa pangan yaitu sebagai berikut:

el Susut pangan (food loss): penurunan kuantitas atau kualitas pangan akibat keputusan dan
tindakan pemasok pangan dalam rantai makanan, kecuali ritel, penyedia layanan
makanan, dan konsumen

! Sisa pangan (food waste): penurunan kuantitas atau kualitas makanan yang diakibatkan
oleh keputusan dan tindakan pengecer, penyedia layanan makanan, dan konsumen.

Sementara itu, berdasarkan Peta Jalan Pengelolaan Susut Dan Sisa Pangan Dalam Mendukung
Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045, Bappenas dan Global Alliance for
Improved Nutrition (GAIN) menjelaskan definisi susut dan sisa pangan yaitu sebagai berikut:
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Susut pangan: penurunan kuantitas dan kualitas pangan yang terjadi pada proses
menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas
kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Sisa pangan: pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang berpotensi terbuang
menjadi sisa pangan pada tahap distribusi dan konsumsi.

Dalam konteks studi ini, yang menjadi lingkup kajian hanyalah sisa pangan. Definisi sisa pangan
yang diukur dalam kajian ini yaitu sebagai berikut:

Sisa pangan dari operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG):

-l bahan pangan dari kegiatan operasional dapur SPPG yang terbuang karena kualitas
buruk, maupun karena tidak dapat dimanfaatkan dalam proses persiapan makanan,
dan/atau

-l pangan dari kegiatan operasional non-dapur SPPG yang terbuang karena tidak
dihabiskan ataupun tidak dapat dimakan oleh karyawan SPPG.

Sisa pangan dari penerima manfaat (sekolah dan lainnya):

-l pangan layak konsumsi yang terbuang karena tidak dihabiskan siswa, dan/atau

-l pangan yang secara kualitas kurang baik sehingga terbuang karena tidak dapat
dikonsumsi oleh siswa.

Selain itu, studi ini juga mengukur sisa pangan dalam dua kategori, yaitu edible dan inedible,
dengan definisi sebagai berikut;

Edible : bagian yang secara fisik umumnya merupakan bagian yang dapat dimakan dan
diketahui sebelum tercampur menjadi sisa pangan bagian tersebut secara kualitas aman
untuk dimakan (contoh: daging buah pisang utuh yang tidak busuk)

Inedible: bagian yang secara fisik umumnya tidak dapat dimakan, dan diketahui sebelum
tercampur menjadi sisa pangan bagian tersebut secara kualitas sudah tidak aman untuk
dimakan (contoh: daging buah pisang utuh yang sudah busuk)

1.3.3 Lokasi Pengumpulan Data

Dalam studi ini, pengumpulan data primer dari lapangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu Kabupaten
Cilacap, Jawa Tengah, dan Kota Bogor, Jawa Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada kesiapan
daerah dalam pelaksanaan program MBG serta keterwakilan profil wilayah kota dan kabupaten
dalam studi ini.

14

Metodologi

Gambaran umum kerangka kerja dan metodologi pelaksanaan studi ini beserta keluaran terkait
dirangkum dalam Gambar 1.1 berikut.
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Gambar 1.1 Rencana Kerja dan Keluaran Studi

Studi dimulai dengan melakukan desk study seperti benchmarking upaya pengelolaan sisa pangan
dari program makan siang di sekolah di beberapa negara lain dan praktik baik yang dilakukan
dapur profesional di Indonesia. Identifikasi lokasi studi dan target narasumber juga dilakukan
untuk merumuskan instrumen pengambilan data yang dibutuhkan. Data awal dan referensi studi
sebelumnya dari pemangku kepentingan juga dikumpulkan pada tahap ini sebagai dasar analisis
ke depannya. Terdapat observasi awal yang dilakukan ke lapangan secara langsung untuk
mendapat gambaran kegiatan MBG dan memperkaya instrumen pengumpulan data. Keluaran dari
langkah pertama studi berupa pembelajaran dari negara lain serta dapur profesional, instrumen
pengumpulan data, dan data awal penunjang analisis.

Pada tahap berikutnya, pengumpulan data lapangan dilakukan di lokasi-lokasi studi selama kurun
waktu tertentu, yang terdiri dari sampling sisa pangan, wawancara, dan kuesioner. Untuk
memperkaya pemahaman dan analisis, wawancara mendalam dilakukan bersama dengan para
pemangku kepentingan terkait program MBG dan pengelolaan sampah di Indonesia. Adapun
keluaran dari langkah ini, yaitu 1) timbulan sisa pangan; 2) penyebab dan pendorong terjadinya
sisa pangan; 3) gap dan tantangan yang dihadapi untuk melakukan pengelolaan sisa pangan MBG.

Perhitungan dampak dapat dilakukan dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari lapangan,
data awal, referensi, dan wawancara mendalam. Dampak yang dianalisis mencakup dampak GRK,
dampak kehilangan ekonomi, dan dampak kehilangan gizi. Hasil analisis kemudian divalidasi oleh
para pemangku kepentingan melalui kegiatan diseminasi agar perumusan strategi dan action plan
lebih strategis, layak diterapkan pada program MBG, dan mendukung Rencana Aksi Nasional
Ekonomi Sirkular.
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14.1 Studi Literatur dan Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari publikasi ilmiah (jurnal dan laporan), dokumen
kementerian/lembaga, serta dokumen relevan lainnya yang dihimpun selama proses pengambilan
sampel dan wawancara. Studi literatur berfokus pada topik susut dan sisa pangan pada tingkat
nasional dan internasional. Data sekunder tersebut digunakan untuk menghitung timbulan sisa
pangan serta menilai dampaknya terhadap emisi gas rumah kaca (GRK), kerugian ekonomi, dan
kehilangan zat gizi. Sumber data berasal dari berbagai institusi pemerintah dan non-pemerintah.
Studi literatur yang digunakan dalam kajian ini adalah Kajian Food Loss and Waste di Indonesia,
Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

Salah satu data sekunder yang menjadi acuan utama dalam studi ini yaitu data target jumlah
penerima manfaat, sebagaimana dalam Tabel 1.1 berikut. Terdapat dua data yang berbeda untuk
jumlah penerima manfaat, di mana data pertama diterima pada Oktober 2024 dari Staf Ahli Bidang
Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas dan data kedua diterima
pada Juli 2025 dari Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pangan di akhir studi. Data
tersebut kemudian digunakan dalam 2 skenario untuk menghitung timbulan sisa pangan beserta
dampaknya. Sementara, data jumlah SPPG yang diperoleh hanya data pada Oktober 2024 dari dari
Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas,
sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1.2. Maka, untuk analisis skenario kedua, jumlah SPPG
dihitung berdasarkan jumlah target penerima manfaat yang ada.

Tabel 1.1 Target Jumlah Penerima Manfaat Program MBG

Target Jumlah Penerima Manfaat Program MBG

Data Oktober 2024* Data Juli 20252
2025 15.420.000 82.900.000
2026 36.000.000 82.900.000
2027 54.000.000 82.900.000
2028 72.000.000 82.900.000
2029 89.900.000 82.900.000

1 Sumber: Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas

2Sumber: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pangan, per Juli 2025

Tabel 1.2 Target Jumlah SPPG

Tahun ‘ Target Jumlah SPPG*
2025 5.000
2026 12.000
2027 18.000
2028 24.000
2029 30.000

1 Sumber: Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, per Oktober
2024
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Data sekunder untuk penghitungan dampak MBG (baseline dan proyeksi):

1! Dampak lingkungan (GRK): Faktor emisi merujuk IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories Vol. 5 (Waste) dan dikaitkan dengan kontribusinya terhadap potensi GRK nasional
(seluruh sektor dan sektor limbah) sesuai Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC)
Republic of Indonesia.

2.! Dampak sosial (kehilangan nutrisi): Data gramasi porsi dan kandungan gizi per jenjang sekolah
dari SPPG BGN Cilacap; nilai energi dan protein per gram per menu mengacu pada Daftar
Satuan Penukar Makanan dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Asosiasi Dietisien
Indonesia (ASDI).

3.! Dampak ekonomi: Data gramasi porsi dan gizi per jenjang dari SPPG BGN Cilacap serta Data
Proporsional Anggaran dari Staff Ahli Kementerian PPN / Bappenas (2025) untuk memperoleh
harga per gram per jenjang penerima manfaat. Proyeksi 2027-2029 menggunakan Nota
Keuangan dan RAPBN 2026 sebagai basis serta anggaran penyediaan makanan per porsi yang
mengalamai kenaikan akibat pengaruh nilai inflasi dari rata-rata nilai inflasi 5 tahun terakhir
Bank Indonesia.

1.4.2 Pengumpulan Data Primer
1421 Observasi Awal

Observasi awal dilakukan dengan mengunjungi lokasi program MBG. Tujuan observasi awal yaitu
untuk mengidentifikasi proses operasional kegiatan program MBG dan pengelolaan sisa pangan
yang telah berjalan.

Kunjungan observasi dilaksanakan pada Selasa, 14 Januari 2025 dengan lokasi berada di
Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, di mana program MBG telah dilaksanakan sejak tanggal
6 Januari 2025. Kunjungan dilakukan ke SPPG BGN Cilapcap dan perwakilan sekolah sebagai
penerima manfaat, yaitu SD Negeri Sidakaya 01, 02, 13 dan SMP Negeri 8 Cilacap.

Dalam kunjungan observasi awal ke SPPG, diperoleh informasi awal mengenai proses operasional
SPPG serta dilakukan observasi proses penerimaan makanan dan proses konsumsi oleh siswa
sekolah. Selain itu, diskusi awal mengenai potensi sisa pangan dan metode pengelolaannya saat
ini juga dilakukan dengan penanggung jawab setempat.

1.4.2.2 Pengukuran Timbulan Sisa Pangan

Pengukuran timbulan sisa pangan dilakukan di Kota Bogor dan Kabupaten Cilacap selama 3- 4 hari
dengan penimbangan langsung menggunakan metode dari FLW Protocol dan SNI 3964:2025.
Sumber sampah yang diukur yaitu sebagai berikut:

1) Timbulan sisa pangan dan non-pangan dari operasional SPPG

Pengukuran timbulan dari operasional SPPG mengkategorikan sumber sampah sesuai tahapan
operasional untuk memahami titik kritis timbulan sisa pangan. Tahapan operasional tersebut yaitu
1) Persiapan 2) Memasak 3) Pemorsian 4) Non-dapur (ruang kantor Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan,
ruang tamu). Seluruh sampah yang dihasilkan oleh SPPG setiap harinya dalam 4 tahap tersebut
ditimbang dan dipilah dalam proses pengukuran.

Komposisi yang diukur dalam pemilahan timbulan di SPPG terdiri dari:

a)! Sisa pangan :edible parts dan inedible parts
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b)! Non-pangan :kayu, kertas/karton/UBC, plastik, logam, tekstil, karet, kaca, lainnya

Material non-pangan juga diukur dalam studi ini untuk dapat mengidentifikasi kuantitas by-
product dari proses produksi makanan di SPPG.

2) Timbulan sisa pangan dari tray makanan program MBG

Pengukuran timbulan sisa pangan dari tray program MBG dilakukan di SPPG yaitu dengan
mengambil sampel tray sebelum tray diproses di tahap pencucian. Jumlah sampel yang diambil
ditentukan dengan rumus slovin dengan error 5% untuk populasi siswa di setiap jenjang sekolah.
Detail jumlah sampel yang diambil untuk pengukuran timbulan digambarkan dalam Tabel 1.3
berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Sampel Pengukuran Sisa Pangan dari Tray

Kota Bogor Kabupaten Cilacap
Jenjang Sekolah
Populasi Jumlah sampel Populasi Jumlah sampel
TK/PAUD/sederajat 241 28 102 14
SD/sederajat 341 40 499 68
SMP/MTS/sederajat 931 110 804 109
SMA/SMK/MA/sederajat 1485 175 1133 154
Total 2998 353 2538 346

Dalam pengukuran ini, dilakukan instruksi ke sekolah untuk menghimbau siswa agar tidak
membuang sisa pangan di tray di sekolah, melainkan disimpan di tray untuk dibawa kembali ke
SPPG.

Komposisi timbulan yang diukur dalam kategori ini yaitu sebagai berikut:

a)! Sisa pangan :karbohidrat, protein, sayur, buah (untuk setiap kategori, diukur edible
parts dan inedible parts)
b)! Non-pangan :kemasan susu, lainnya

Sisa cairan seperti susu tidak dihitung dalam pengukuran ini. Saat pengukuran timbulan studi ini,
susu hanya diberikan dalam 1 hari pengukuran di 1 lokasi, dan sampah kemasan susu tidak
ditemukan di tray yang kembali ke SPPG. Sampah non-pangan lainnya yang ditemukan di dalam
tray pun sangat minim. Mempertimbangkan hal ini, walau secara perencanaan sampah non-
pangan dari tray diukur, namun hasil pengukuran tidak signifikan dan kurang representatif untuk
dianalisis lebih lanjut, sehingga analisis timbulan sampah tidak akan menyajikan informasi hasil
sampah non-pangan dari tray.

1.4.2.3 Kuesioner

Tujuan penyebaran kuesioner dalam studi ini adalah untuk:

1)! mengidentifikasi pengalaman siswa terkait program MBG;

2)! mengidentifikasi kebiasaan dan preferensi makan siswa;

3)! mengidentifikasi tingkat kesadaran siswa terkait pencegahan/pengurangan sisa pangan;
4)! mengidentifikasi pengetahuan siswa terkait penanganan sisa pangan.
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Kuesioner diisi secara manual oleh siswa SD, SMP, SMA penerima manfaat program MBG di Kota
Bogor dan Kabupaten Cilacap. Siswa TK/PAUD mengisi kuesioner ini dengan pendekatan
wawancara menggunakan kerangka kuesioner. Penyebaran pertanyaan kuesioner ditujukan
kepada 599 responden, 264 di Bogor dan 335 di Cilacap. Cakupan populasi dan sampel kuesioner
adalah 4 sekolah dengan jenjang berbeda yang direkomendasikan oleh SPPG untuk setiap wilayah
studi. Kegiatan penyebaran kuesioner dilakukan pada rentang waktu 24 Februari 2025 - 26 Februari
2025. Hal ini karena keterbatasan waktu sebelum siswa libur Ramadhan, sehingga tidak
memungkinkan untuk menyebarkan kuesioner di seluruh sekolah penerima manfaat dari masing-
masing SPPG. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin dengan error 5% yang
dihitung dari total populasi kemudian diproporsikan terhadap jumlah siswa di masing-masing
jenjang. Untuk siswa TK, pendekatan yang dilakukan adalah wawancara, mengingat keterbatasan
kemampuan siswa usia belia untuk mengisi kuesioner. Rincian jumlah sampel kuesioner studi ini
dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 Jumlah Sampel Kuesioner

Kota Bogor Kabupaten Cilacap
Jenjang Sekolah
Nama Sekolah Ju_mlah Jumlah Nama Sekolah Ju_mlah Jumlah
Siswa  sampel Siswa sampel
TK/PAUD/sederajat TKPGRI 50 17 TK Kartika 102 16
Munggarana
SD/sederajat SDN Ked‘i”g Badak | 51 116 SDN S(')Ollakaya 166 27
SMP/MTS/sederajat SMP Siliwangi 347 118 SMPN 8 Cilacap 758 122
. - . SMK Dr.
SMA/SMK/MA/sederajat SMA Siliwangi 38 13 1054 170
Soetomo

Total 776 264 ‘ 2080 335

1.4.2.4 Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan kepada berbagai pemangku kepentingan yang dibagi menjadi
beberapa kelompok, dengan tujuan masing-masing kelompok yaitu sebagai berikut:

el Kelompok1l :memahamidesain program MBG dan perencanaan pengurangan dan
penanganan sisa pangannya,

el Kelompok?2 :memahami pelaksanaan program MBG di lapangan, berikut dengan
penyebab sisa pangan dari program MBG, serta upaya pengelolaan sisa
pangan yang telah dilakukan,

el Kelompok3 :memahami praktik baik dari berbagai pihak dalam pelaksanaan program
maupun bisnis sejenis yang dapat mengurangi dan menangani sisa
pangan, dan

el Kelompok4 :memahami upaya berbagai pihak dalam melakukan inovasi penanganan
sisa pangan untuk menghindari pembuangan ke TPA.

Narasumber dari setiap kelompok wawancara yaitu sebagaimana dalam Tabel 1.5 berikut.
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Tabel 1.5 Daftar Narasumber Wawancara

Kelompok Narasumber

Kelompok 1 1. Badan Gizi Nasional

2! Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas

3. Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kementerian
Lingkungan Hidup

4! Direktorat Penanganan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup

5. Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup

6.! Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional

Kelompok 2 1.!' Kepala SPPG Kabupaten Cilacap

2.1 Kepala SPPG Kota Bogor

3.1 Ahli Gizi SPPG Kabupaten Cilacap

4! Ahli Gizi SPPG Kota Bogor

5.1 Penanggung jawab program MBG di 3 sekolah di Kabupaten Cilacap
6.! Penanggung jawab program MBG di 3 sekolah di Kota Bogor

7.! DLH Kabupaten Cilacap

8.! DLH Kota Bogor

9.!' Kodim 0606 Kota Bogor

10.! Kodim 0703 Kabupaten Cilacap

11.! Mitra off-taker sisa pangan SPPG dan sekolah di Kabupaten Cilacap
12! Mitra off-taker sisa pangan dan sekolah di SPPG Kota Bogor

Kelompok 3 1.! PT Reska Multi Usaha (KAI)

2.! PT Aerofood Indonesia

3. Persatuan Perusahaan Jasaboga Indonesia (PPJI)

4.! Kedutaan Besar Finland

5. Kedutaan Besar Denmark

6.! Food and Agricultural Organization

7.1 Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

8.! Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD)

Kelompok 4 1.! Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, Badan Riset dan Inovasi Nasional

2.! Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Badan Riset dan Inovasi Nasional

3.1 Kelompok Riset Pengelolaan Sampah Berbasis Termal, Badan Riset dan Inovasi Nasional

4.1 Kelompok Riset Teknologi Pengolahan Sampah Berbasis Biologi, Badan Riset dan Inovasi
Nasional

5.1 Pengelola SMP Kreativa Bogor sebagai Sekolah Adiwiyata

6.! Pengelola SMA Negeri 2 Malang sebagai Sekolah Adiwiyata

7.I' Asosiasi BSF Indonesia

8.1 Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI)

9. Instansi Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Bandung

10.!Magalarva

11.!Bank Sampah Induk Bersinar

12.1De Heus Indonesia

13.IPeternak Unggas

1.4.3 Metode Analisis Timbulan Sisa Pangan dan Sampah No#Pangan Program
MBG

Dalam studi ini, timbulan sisa pangan dan sampah non-pangan dari data lapangan di dua wilayah
studi dihitung lebih lanjut agar dapat mengestimasi timbulan total di skala nasional. Data timbulan
dari SPPG yang dihitung di skala nasional terdiri dari sisa pangan dan sampah non-pangan,
sementara data timbulan dari sisa pangan tray program MBG yang dihitung di skala nasional hanya
timbulan sisa pangan. Untuk memperoleh gambaran nasional terkait timbulan sisa pangan dari
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program MBG, dilakukan proses scale-up data lapangan melalui tiga tahapan utama: identifikasi
data awal, penentuan laju timbulan, dan estimasi total timbulan sisa pangan, sebagaimana
digambarkan dalam Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2 Diagram Alur Analisis Timbulan Sisa Pangan dan Sampah Non-Pangan ke Skala Nasional

Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), identifikasi awal mencakup data jumlah
penerima manfaat MBG dan total unit SPPG di Indonesia untuk periode 2025-2029 berdasarkan
proyeksi, dengan asumsi jumlah tenaga kerja sebanyak 50 orang per SPPG. Penentuan laju
timbulan dilakukan dengan mengelompokkan berdasarkan jenis wilayah (kota/kabupaten), serta
menghitung laju timbulan sisa pangan dan non-makanan (dalam gram/kapita/hari) pada tiap
tahapan operasional: persiapan, memasak, pemorsian, dan aktivitas non-dapur. Estimasi total
timbulan dihasilkan dengan menjumlahkan kontribusi dari penerima manfaat (dikalikan dengan
laju timbulan dapur) dan tenaga kerja (dikalikan dengan laju timbulan non-dapur).

Untuk sekolah, identifikasi awal mencakup jumlah penerima manfaat MBG berdasarkan jenjang
pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SLB, dan Pondok Pesantren), serta kategori non-sekolah seperti
balita, ibu hamil, ibu menyusui, peserta PKBM, dan seminar. Proporsi penerima manfaat dihitung
menurut persebaran wilayah kota/kabupaten secara nasional. Laju timbulan dihitung dalam
satuan gram/kapita/hari untuk masing-masing jenjang, kemudian digunakan untuk mengestimasi
total timbulan sisa pangan dengan mengalikan jumlah penerima manfaat per jenjang dengan laju
timbulannya. Estimasi timbulan dari kelompok non-sekolah dihitung berdasarkan proporsi yang
setara. Total timbulan sisa pangan MBG secara nasional diperoleh dari penjumlahan segmen
sekolah dan non-sekolah.

Sebagai catatan, proyeksi laju timbulan diasumsikan tetap selama periode lima tahun ke depan,
sedangkan jumlah penerima manfaat dapat berubah. Komposisi jenis makanan dan bagian
makanannya disesuaikan dengan distribusi wilayah berdasarkan pendekatan proporsi
kabupaten/kota tempat layanan diberikan.

Untuk memulai analisis identifikasi data awal, dilakukan terlebih dahulu proyeksi jumlah
penerima manfaat dan proyeksi jumlah SPPG berdasarkan data sekunder yang diperoleh
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sebagaimana tertera pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2. Karena terdapat dua data, maka ada dua
skenario yang dikembangkan, dengan Skenario 1 menggunakan data Oktober 2024 dan Skenario
2 menggunakan data Juli 2025. Proyeksi jumlah penerima manfaat dan SPPG dalam dua skenario
tersebut diestimasikan naik secara bertahap per kuartal, dengan target tahunan tercapai pada
awal kuartal 4 tahun tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Skenario 2 tahun 2026-2029,
karena jumlah total penerima manfaat dan SPPG yang ditargetkan untuk tahun tersebut
asumsinya telah tercapai pada kuartal 4 tahun 2025. Dalam penerapan persentase per kuartal,
angka pada Q1-Q4 bersifat kumulatif terhadap target tahunan (Q4 = 100%). Untuk kedua skenario,
Q1 dan Q2 identik karena diambil langsung dari riwayat ketercapaian aktual berdasarkan Laporan
Bappenas 2025. Perbedaan persentase Q3 terjadi karena pada Skenario 1, Q3 dihitung sebagai
kelanjutan tren kenaikan jumlah penerima manfaat dari Q1 ke Q2. Sedangkan Q3 pada Skenario
2 mengikuti target program. Detail estimasi proyeksi penerima manfaat untuk kedua skenario
tersebut ditampilkan dalam Tabel 1.6 dan Tabel 1.7.

Tabel 1.6 Proyeksi Jumlah Penerima Manfaat MBG - Skenario 1

Total Jumlah Q1 (0) (0X] Q4

Penerima (14.19%) (35.67%) (57.15%) (100%)

Manfaat! (Jan — Mar) (Apr —Jun) (Jul - Sept) (Okt — Des)
2025 15.420.000 2.188.025 5.500.000 8.811.975 15.420.000
2026 36.000.000 18.340.205 27.962.968 27.180.729 36.000.000
2027 54.000.000 38.554.115 42.420.233 46.286.352 54.000.000
2028 72.000.000 56.554.115 60.420.233 64.286.352 72.000.000
2029 89.900.000 74.539.925 78.384.565 82.229.206 89.900.000

1 Sumber: Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Tabel 1.7 Proyeksi Jumlah Penerima Manfaat MBG - Skenario 2

Total Jumlah 01 Q2 Q3 Q4

Penerima

Manfaat! (Jan — Mar) (Apr —Jun) (Jul - Sept) (Okt — Des)
2025 82.900.000 2.188.025 5.500.000 42.000.000 82.900.000
2026 82.900.000 82.900.000
2027 82.900.000 82.900.000
2028 82.900.000 82.900.000
2029 82.900.000 82.900.000

1 Sumber: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2025

Dalam kedua skenario, proporsi distribusi penerima manfaat antar kategori tetap mengacu pada
data jumlah penerima manfaat yang terlayani pada Maret 2025 dari BGN (2025). Dalam
perhitungan ini, proporsi ini diasumsikan tidak mengalami perubahan sepanjang periode
perhitungan. Proporsi tersebut yaitu sebagaimana dalam Tabel 1.8 berikut.
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Tabel 1.8 Proporsi per Kategori Penerima Manfaat Program MBG

Jenis Kategori Proporsi
TK/PAUD/sederajat 541%
SD/sederajat 44,38%
Sekolah -
SMP/MTS/sederajat 28,55%
SMA/SMK/MA/sederajat 20,98%
Balita 0,40%
Bumil 0,11%
Lainnya Busui 0,13%
Seminari 0,02%
PKBM 0,02%

Dengan proporsi yang bersifat tetap, maka variasi timbulan sisa pangan pada tiap kategori
penerima manfaat sepenuhnya dipengaruhi oleh total jumlah penerima manfaat sesuai skenario
yang digunakan. Hal ini memastikan konsistensi dalam perhitungan dan memudahkan analisis
komparatif antar skenario.

Selain jumlah penerima manfaat, data jumlah SPPG juga dimanfaatkan dalam analisis timbulan
sisa pangan dan sampah non-pangan. Untuk Skenario 1, data jumlah SPPG 2025-2029
menggunakan data tahun 2024 dari Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan,
Kementerian PPN/Bappenas, sebagaimana dalam Tabel 1.2. Data ini kemudian pencapaiannya
diasumsikan tercapai bertahap per kuartal, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 1.9 berikut.

Tabel 1.9 Proyeksi Jumlah SPPG per Kuartal per Tahun untuk Skenario 1

Total Jumian (14%%) (35%27%) (57%%%) (18(1@)

(Jan — Mar) (Apr —Jun) (Jul - Sept) (Okt — Des)
2025 5.000 709 1.783 2.857 5.000
2026 12.000 1.703 4.280 6.858 12.000
2027 18.000 2554 6.420 10.286 18.000
2028 24.000 3.405 8.560 13.715 24.000
2029 30.000 4.257 10.700 17.144 30.000

1 Sumber: Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Sementara, karena keterbatasan data sekunder, Skenario 2 diproyeksikan dengan pendekatan
rasio penerima manfaat. Berdasarkan kebijakan teknis, satu SPPG dirancang untuk melayani
sekitar 3.000 penerima manfaat. Dengan demikian, jumlah SPPG dihitung dari total target
penerima manfaat per tahun dibagi 3.000 penerima manfaat per SPPG. Detail proyeksi jumlah
SPPG untuk Skenario 2 ditampilkan pada Tabel 1.10. Dalam skenario ini, dengan total penerima
manfaat 82,9 juta orang sejak 2025 hingga 2029, maka jumlah SPPG yang dibutuhkan adalah
sekitar 27.633 unit setiap tahun. Khusus pada 2025, jumlah SPPG diasumsikan naik secara bertahap
sesuai dengan kenaikan jumlah penerima manfaat per kuartal.
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Tabel 1.10 Jumlah Proyeksi Kebutuhan SPPG untuk Skenario 2

2025
Kategori Q1 Q2 Q3 Q4 2027 2028
(Jan-Mar)  (Apr - Jun) (Jul - Sep) (Okt - Des)
:Ae;nigg‘ta 2188025 | 5500000 | 42000000 | 82900000 | 82.900.000 | 82.900.000 | 82.900.000 | 82.900.000
Total SPPG 729 1833 14.000 27.633 27633 27633 27633 27633

1.44 Metode Analisis Dampak Sisa Pangan Program MBG

Karena keterbatasan informasi, analisis dampak dalam studi ini dilakukan hanya untuk sisa pangan
dari tray program MBG, tidak termasuk sisa pangan dari operasional SPPG maupun sampah non-
pangan. Detail analisis untuk dampak lingkungan, dampak ekonomi, dan dampak sosial yaitu
sebagai berikut.

1.4.41 Dampak Lingkungan

Perhitungan potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari timbulan sisa pangan pada program MBG
dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai skema pengelolaan sampah organik yang lazim
digunakan di Indonesia. Skema yang digunakan meliputi (1) unmanaged landfill/lahan urug, (2)
composting/pengomposan, (3) Black Soldier Flies (BSF) treatment/pengolahan BSF, dan (4)
feedstock/pakan.

Metodologi perhitungan ini bertujuan untuk menilai besarnya potensi emisi GRK dari timbulan sisa
pangan serta kontribusinya terhadap total emisi nasional. Perhitungan dilakukan per kapita per
hari bagi penerima manfaat, agar dapat dibandingkan secara setara antar skema pengolahan yang
dikaji.

Perhitungan potensi GRK apabila timbulan sisa pangan MBG berakhir di lahan urug mengacu pada
GHG Calculator for Solid Waste yang dikembangkan oleh Institute for Global Environmental
Strategies (IGES), Japan, dengan dasar metodologi dari 2006 IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories, Volume 5 (Waste). Pedoman ini menyediakan faktor emisi default dan
kerangka perhitungan standar sebagaimana dalam Tabel 1.11 berikut:

Tabel 1.11 Faktor Emisi dan Kerangka Standar Perhitungan

Faktor Perhitungan Emisi Nilali Keterangan
Degradable Organic Carbon (DOC) 0,15 Nilai DOC komposisi sampah organik
Fraction of DOC decomposting under
Anaerobic condition (DOC) 0,5 IPCC recommended default value
. Nilai konstanta timbul t tuk h
Methane generation rate constant (k) 04 al konstanta fimbuian metana untuk sampa

organik di wilayah moist and wet tropical

Fraction to CH4 (F) 05 IPCC recommended default value
R . Kondisi lah tidak ad ist
Methane Oxidation on Landfill cover (OX) 0 ondist - fahan urug - tida ada - sistem
penangkapan metan
Methane Correction Factor for the 04 Kategori lahan urug di Indonesia rata-rata

landfill/open dumpsite (MCF) unmanaged-shallow
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Faktor Perhitungan Emisi Keterangan

Converstion of CH4 to CO:z eq 21 kg of CO:2 eq/kg of CH4

Sumber: IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 5 (Waste), 2006

Perhitungan nilai emisi GRK pada opsi pengolahan pengomposan juga mengacu pada default
values yang direkomendasikan oleh 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories. Menurut pedoman tersebut, emisi langsung yang dihasilkan dari proses pengomposan
berasal dari pelepasan metana (CH!) dan dinitrogen oksida (N"O) dengan faktor emisi rata-rata
sebesar 4 g CH!/kg sampah organik (berat basah) dan 0,3 g N"O/kg sampah organik (berat basah).
Apabila dikonversikan ke dalam satuan ton sampah organik, nilai tersebut setara dengan sekitar 4
kg CH!/ton dan 0,3 kg N"O/ton. Dengan menggunakan nilai Global Warming Potential (GWP) yang
berlaku, emisi ini dikonversi menjadi sekitar 177 kg CO"-eg/ton sampah organik. Angka tersebut
merepresentasikan emisi GRK dari kegiatan pengomposan.

Di sisi lain, kegiatan pengomposan memberikan manfaat lingkungan berupa pengurangan emisi
GRK (indirect GHG savings) yang bersumber dari substitusi pupuk kimia. Hasil kompos yang
dihasilkan dari pengolahan 1 ton sampah organik dapat menggantikan penggunaan pupuk kimia
sintetis yang intensif energi, dengan potensi penghindaran emisi rata-rata sebesar 2.130 kg
CO"/ton kompos, ditambah kontribusi kecil dari penghindaran CH! dan N"O. Dengan
memperhitungkan rendemen produksi kompos dari 1 ton sampah organik, total penghindaran
emisi dapat mencapai sekitar 2.571 kg CO"-eqg/ton sampah organik.

Berdasarkan kedua komponen tersebut, nilai emisi GRK dari pengomposan diperoleh dengan
mengurangkan emisi langsung dari potensi penghindaran emisi. Hasil akhirnya menunjukkan nilai
negatif sebesar —2.394 kg CO"-eg/ton sampah organik, yang berarti bahwa pengolahan sisa pangan
melalui pengomposan tidak hanya menghasilkan emisi yang relatif kecil, tetapi juga memberikan
kontribusi signifikan dalam menekan emisi GRK secara keseluruhan.

Perhitungan potensi GRK apabila sisa pangan MBG dikelola melalui pengolahan BSF maupun
dimanfaatkan sebagai feedstock dilakukan berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh
Ermolaev et al. (2019) berjudul Greenhouse gas emissions from small-scale fly larvae composting
with Hermetia illucens yang dipublikasikan dalam Waste Management (Vol. 96). Studi ini, yang
dilaksanakan oleh Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Department of Energy and
Technology, memberikan data kuantitatif mengenai emisi langsung maupun potensi
penghindaran emisi dari pengolahan sisa pangan menggunakan larva BSF. Emisi GRK langsung
sebesar 0,38 kg CO"-eg/ton sampah pangan dari nilai emisi rata-rata dari proses degradasi mikroba
selama siklus BSF dan emisi GRK terhindarkan sebesar 96 kg CO"-eq/ton sampah pangan, dihitung
dari CO" from degradasi sisa pangan yang dapat dihindari karena sampah tidak masuk lahan urug.

Secara umum, langkah perhitungan dampak lingkungan dilakukan melalui tahapan berikut:
a! Input Data
Perhitungan didasarkan pada beberapa variabel utama, yaitu:

! Faktor emisi pada tiap jenis pengelolaan sampah organik (kg CO"-eg/ton sisa pangan), baik
emisi GRK langsung maupun potensi pengurangan GRK secara tidak langsung.

<! Timbulan sisa pangan MBG per kapita (kg/kapita/hari).

el Persentase distribusi pengelolaan sampah yang telahada.

el Jumlah penerima manfaat program per tahun (kapita).
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el Estimasi emisi Business as Usual (BAU) total dan emisi sektor limbah yang merujuk pada
Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia 2025-2030.

b.! Proses Perhitungan
Langkah-langkah perhitungan yang dilakukan meliputi:

1.! Menghitung emisi GRK bersih per ton sampah untuk masing-masing jenis pengelolaan.

2! Menghitung emisi GRK per kapita per hari, dengan mempertimbangkan timbulan sisa
pangan, distribusi jenis pengelolaan, dan faktor emisi masing-masing.

3.!' Menghitung emisi GRK bersih per tahun berdasarkan jumlah penerima manfaat.

4.! Membandingkan kontribusi emisi GRK dari timbulan sisa pangan MBG terhadap estimasi
emisi nasional (BAU) total dan emisi sektor limbah dengan metode interpolasi
eksponensial (CAGR) dari target NDC 2010-2030 pada Tabel 1.12 berikut.

Tabel 1.12 Emisi GRK di Berbagai Sektor

GHG GHG Emission Level 2030 GHG Emission Reduction Annual
Emission Average Average
Sector Level 2010* MTon CQG-eq MTon CG-eq % of Total BaU Growth  Growth
(VTon . BAU 20000

- cMm1 (20100 2012

2030)
Energy* 453,20 | 1.669,00| 1.311,00| 1.223,00| 358,00 | 446,00 | 12,50% | 15,50%| 6,70% | 4,50%
Waste 88,00| 296,00| 256,00| 253,00| 40,00| 4350 | 1,40% | 1,50% | 6,30% | 4,00%
IPPU 36,00 69,60 6300| 6100| 7,00| 9,00 0,30% | 0,30% | 3,40% | 0,10%
Agriculture 110,50 | 119,66 110,00| 108,00| 10,00| 12,00 0,30% | 0,40% | 0,40% | 1,30%
EZ;ZSLZ;”?F(;TS;** 647,00| 714,00 214,00| -1500 | 500,00| 729,00 | 17,40% | 2540% | 0,50% | 2,70%

1.334,00 2.869,00 1.953,00 1.632,00 915,00 1.240,00 31,89% 43,20%

Notes:

CM1 = Counter Measure 1 (unconditional mitigation scenario)
CM2 = Counter Measure 2 (conditional mitigation scenario)
* Including fugitive.
** Including emission from estate and timber plantations.
Sumber: Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia, 2022

c.!' Output Data

Hasil perhitungan menghasilkan beberapa indikator utama, yaitu:
<! Nilai emisi GRK bersih per kapita per hari (kg CO"-eg/kapita/hari).
el Total emisi GRK bersih MBG per tahun (ton CO"-eqg/ton sisa pangan).
el Persentase kontribusi emisi GRK dari timbulan sisa pangan MBG terhadap GRK nasional.

1.4.4.2 Dampak Kehilangan Ekonomi

Tujuan analisis dampak ekonomi adalah menilai nilai ekonomi dari makanan yang terbuang serta
proporsinya terhadap anggaran penyediaan makanan program MBG dalam periode 2025-2029.
Dengan demikian, hasil perhitungan dapat memberikan gambaran besarnya potensi kehilangan
ekonomi yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan implementasi program. Karena
perhitungan ini hanya dilakukan untuk sisa pangan dari tray program MBG, maka unit ekonomi
yang digunakan adalah anggaran penyediaan makanan per porsi, dengan biaya operasional SPPG
dan biaya CAPEX tidak termasuk dalam perhitungan.
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Secara umum, langkah perhitungan dampak ekonomi dilakukan melalui tahapan berikut:

a! InputData

Beberapa variabel utama yang digunakan dalam perhitungan meliputi:

Gramasi per porsi makanan pada tiap kategori penerima manfaat (gram), yang mengacu
pada standar menu yang digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
berdasarkan ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk kategori “lainnya”, gramasi
diestimasi berdasarkan kedekatan usia dengan kelompok penerima manfaat sekolah.

Anggaran penyediaan makanan.
Pada Skenario 1, nilai anggaran penyediaan makanan tersedia dalam data sekunder (lihat
Tabel 1.13). Dengan membagi total anggaran dengan jumlah penerima manfaat, dapat
diperoleh nilai anggaran per porsi (Tabel 1.14)

Tabel 1. 13 Total Anggaran Penyediaan Program MBG

Anggaran
Tahun  Total sasaran ) CAPEX & operasional
Penyediaan makanan makanan Total anggaran

2025 15.420.000 Rp53.800.000.000.000 Rp17.200.000.000.000 Rp71.000.000.000.000

2026 36.000.000 Rp95.000.000.000.000 Rp31.700.000.000.000 Rp126.700.000.000.000

2027 54.000.000 Rp153.000.000.000.000 Rp27.200.000.000.000 Rp180.200.000.000.000

2028 72.000.000 Rp210.000.000.000.000 Rp27.200.000.000.000 Rp237.200.000.000.000

2029 89.900.000 Rp268.000.000.000.000 Rp27.200.000.000.000 Rp295.200.000.000.000
| Total | Rp910.300.000.000.000

Sumber: Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Tabel 1.14 Anggaran Penyediaan Makanan per Porsi (Skenario 1)

Anggaran Penyediaan

Penerima Manfaat

Anggaran Penyediaan

Makanan Makanan per Porsi
2025 53.800.000.000.000 15.420.000 Rp13.419
2026 95.000.000.000.000 36.000.000 Rp10.150
2027 153.000.000.000.000 54.000.000 Rp10.897
2028 210.000.000.000.000 72.000.000 Rp11.218
2029 268.000.000.000.000 89.900.000 Rp11.466

Pada Skenario 2, anggaran penyediaan makanan tidak tersedia secara langsung sehingga
dilakukan estimasi melalui langkah berikut:
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1.! Menetapkan baseline harga per porsi pada tahun 2025 sebesar Rp10.000 (Dokumen
Bappenas, 2025), kemudian diproyeksikan untuk tahun 2026-2029 dengan inflasi rata-
rata 2,76% (Bank Indonesia, 2025).

2! Menghitung jumlah porsi makanan tiap tahun 2025-2029 berdasarkan jumlah
penerima manfaat.

3.! Mengalikan harga per porsi dengan jumlah porsi untuk memperoleh estimasi
anggaran penyediaan makanan tahunan (lihat Tabel 1.15).

Tabel 1.15 Estimasi Anggaran Penyediaan Makanan Tahun 2025 - 2029 (Skenario 2)

Anggaran Penerima Manfaat
penyediaan Jumlah Porsi Anggaran Penyediaan
makanar? Q1 Q2 Q3 Q4 Makanan
per porsi
2025 Rp10.000 (2.188.025]5.500.000]42.000.000(82.900.000| 8.618.221.625 Rp86.182.216.250.000
2026 Rp10.276 82.900.000 21.554.000.000 Rp221.488.904.000.000
2027 Rp10.560 82.900.000 21.554.000.000 Rp227.601.997.750.400
2028 Rp10.851 82.900.000 21.554.000.000 Rp233.883.812.888.311
2029 Rp11.151 82.900.000 21.554.000.000 Rp240.339.006.124.028

! Data timbulan sisa pangan nasional program MBG pada tiap kategori penerima manfaat
(ton/tahun).

b.! Proses Perhitungan
Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut:

! Menghitung harga per gram makanan (Rp/gram) dengan cara membagi harga per porsi
(dari Skenario 1 maupun Skenario 2) dengan gramasi per porsi, kemudian dikonversi
menjadi harga per ton makanan (Rp/ton).

! Mengestimasi nilai kehilangan ekonomi (Rp) dengan mengalikan timbulan sisa pangan
nasional (ton/tahun) dengan harga per ton makanan.

! Menghitung persentase kehilangan ekonomi tahunan (%), yaitu perbandingan antara nilai
kehilangan ekonomi sisa pangan (Rp) dengan total anggaran penyediaan makanan (Rp)
dikalikan 100%.

c.!' Output Data
Indikator yang dihasilkan dari perhitungan ini meliputi:

el Harga per gram makanan (Rp) yang sudah memperhitungkan inflasi.

<! Nilai kehilangan ekonomi akibat sisa pangan tiap tahun (Rp).

el Persentase kehilangan ekonomi tahunan terhadap anggaran penyediaan makanan (%).

el Total kehilangan ekonomi kumulatif selama lima tahun (2025-2029) serta rata-rata
persentase kehilangan ekonomi.
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1.4.4.3 Dampak Kehilangan Gizi

Untuk menghitung dampak kehilangan gizi, salah satu menu selama pengukuran timbulan perlu
ditetapkan sebagai acuan, mengingat terdapat variasi menu setiap harinya, yang memiliki
kandungan gizi berbeda-beda. Menu makanan yang digunakan dalam perhitungan adalah menu
makanan hari ke-3 pengukuran di Kabupaten Cilacap. Menu tersebut dianggap representatif
karena merupakan menu umum yang dimasak di dapur SPPG, yakni nasi, ayam goreng, sayur
kacang panjang dan tauge, tahu goreng, serta buah jeruk. Kehilangan gizi yang dianalisis
mencakup dua aspek utama, yaitu kehilangan energi (kalori) dan kehilangan protein. Secara
umum langkah perhitungan dilakukan melalui tahapan berikut:

a. Input Data

Variabel utama yang digunakan dalam perhitungan mencakup:

Data hasil sampling timbulan sisa pangan (edible/BDD) di Kabupaten Cilacap (hari ke-3),
dalam satuan gram/kapita/hari pada tiap jenjang sekolah dan tiap menu.

Data kandungan energi dan protein per gram tiap menu (kkal/gram sisa pangan/hari; gram
protein/gram sisa pangan/hari), berdasarkan daftar satuan penukar makanan dari
Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Asosiasi Dietisien Indonesia (ASDI).

Nilai gizi (energi dan protein) dalam menu MBG hari ke-3 di Kabupaten Cilacap, yang
diperoleh dari Ahli Gizi SPPG setempat.

Data jumlah penerima manfaat MBG tahun 2025-2029 dari Bappenas.

Rata-rata angka kecukupan energi dan protein masyarakat Indonesia sesuai Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019.

b. Proses Perhitungan

Tahapan analisis dilakukan sebagai berikut:

1!

2.

3.1

4

Menghitung kehilangan energi dari sisa pangan (kkal/kapita/hari) = timbulan sisa pangan
(gram/kapita/hari) # kandungan energi rata-rata per gram menu sisa pangan.
Menghitung kehilangan protein dari sisa pangan (gram/kapita/hari) = timbulan sisa
pangan (gram/kapita/hari) # kandungan protein rata-rata per gram menu sisa pangan.
Mengestimasi total kehilangan energi dan protein per tahun, dengan mengalikan
kehilangan energi/protein harian dengan jumlah penerima manfaat tahunan.
Menghitung jumlah orang yang berpotensi kehilangan asupan energi per tahun, yaitu total
kehilangan energi tahunan dibagi dengan rata-rata kebutuhan energi per orang.

I Menghitung jumlah orang yang berpotensi kehilangan asupan protein per tahun, yaitu

total kehilangan protein tahunan dibagi dengan rata-rata kebutuhan protein per orang.

c¢. Output Data

Indikator utama yang diperoleh dari metodologi ini meliputi:

Angka kehilangan energi per kategori penerima manfaat (kkal/orang/hari).
Total kehilangan energi per tahun (kkal/tahun).

Jumlah penerima manfaat potensial yang kehilangan asupan energi (orang).
Angka kehilangan protein per kategori penerima manfaat (gram/orang/hari).
Total kehilangan protein per tahun (gram/tahun).

Jumlah penerima manfaat potensial yang kehilangan asupan protein (orang).
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2.1 Pengelolaan Sisa Pangan dan Sampah Non-Pangan dari Program
MBG

Alur timbulan sisa pangan dalam program MBG digambarkan dalam Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Sisa Pangan dalam Alur Program MBG

Sebagaimana dalam Gambar 2.1, sumber timbulan sisa pangan yaitu:
1.! Kegiatan di SPPG, yang terdiri atas:
a.! Persiapan, yang umumnya dihasilkan dari sisa bahan mentah, bahan rusak, dan
kemasan atau wadah yang digunakan.
b.! Memasak, seperti timbulan sampah dari potongan bahan-bahan pendukung untuk
memasak dan juga kemasan dari bahan-bahan yang digunakan untuk memasak.
c.!' Pemorsian, di mana makanan dibagi dalam porsi individual dan sisa bahan busuk
atau rusak dibuang
d.! Pencucian, yang juga menyumbang sisa pangan dari tray bekas makan siswa
e.!' Non-Dapur, timbulan sampah dari kegiatan karyawan di kantor (office), loading
dock, dan toilet atau kamar mandi.
2! Sisa konsumsi dari tray makanan di sekolah, termasuk makanan yang tidak dikonsumsi
karena siswa absen atau makanan sisa setelah dikonsumsi.
a.! Tidak dikonsumsi karena siswa absen, dan dalam kasus ini makanan bisa:
I'l Dimanfaatkan kembali di sekolah
'l Menjadi sisa pangan
b.! Dikonsumsi di sekolah, yang tetap menghasilkan sisa pangan, baik:
I'l' Dibuang langsung di sekolah
'l Dibiarkan di tray setelah makan
Tray yang telah digunakan kemudian dikumpulkan dan dikembalikan ke SPPG untuk
proses pencucian. Sebelum pencucian, sisa pangan di tray akan dibersihkan terlebih dulu.

Dalam dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Sampah MBG yang disusun oleh
Kementerian Lingkungan Hidup, ditegaskan kebijakan penting, yaitu pelarangan penggunaan
wadah sekali pakai, dengan menggantinya menggunakan wadah makanan berbahan stainless
steel (food tray) serta kewajiban penerima manfaat membawa alat makan dan minum sendiri.
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Kebijakan ini secara langsung mengurangi potensi timbulan sampah dari wadah dan alat makan
sekali pakai.

Tata laksana pengelolaan sampah dalam program MBG mengacu pada prinsip hierarki
pengelolaan sampah, yang terdiri dari:

! Pembatasan timbulan sampah, melalui perencanaan pembelian bahan pangan yang tepat,
sistem persediaan yang efisien, serta penyesuaian porsi makanan.

el Pemanfaatan kembali, seperti penggunaan wadah makan berulang, pemanfaatan sisa
bahan pangan layak olah, dan redistribusi makanan berlebih.

el Pendauran ulang, termasuk pemilahan sampah, pencatatan timbulan, dan pengolahan
biologis melalui pengomposan, biogas, maupun biokonversi dengan maggot (Black Soldier
Fly).

! Penanganan residu, melalui kerja sama dengan fasilitas pengolahan sampah (TPS3R, RDF,
atau TPA).

Sementara itu, dari sisi Badan Gizi Nasional (BGN) selaku koordinator utama SPPG, berdasarkan
Dokumen Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi
Gratis Tahun Anggaran 2025 yang dibuat pada akhir 2024, penanganan sisa pangan lebih
difokuskan pada aspek pemenuhan gizi. BGN menekankan bahwa sisa pangan yang muncul pada
tahap konsumsi perlu dipantau secara sistematis karena berimplikasi pada efektivitas penyediaan
gizi. Data gramasi menu, kandungan gizi, serta tingkat penerimaan makanan menjadi bagian dari
pemantauan untuk memastikan bahwa program tidak hanya berjalan dari sisi distribusi pangan,
tetapi juga efektif dalam pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Dalam praktiknya, kondisi penanganan sisa pangan dan sampah lainnya dalam program MBG
bervariasi, tergantung pada kapasitas daerah dan keterlibatan pemangku kepentingan lokal. Studi
lapangan di dua lokasi sampel, yaitu Kota Bogor dan Kabupaten Cilacap, memberikan gambaran
sebagai berikut:

! Kota Bogor
Sisa pangan dan sampah lainnya SPPG Kota Bogor dibawa ke fasilitas TPS3R Paledang
milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Di fasilitas ini, sisa pangan diolah menggunakan
metode BSF untuk dijadikan maggot, sedangkan sampah lainnya yang tidak terkelola lebih
lanjut akan diproses di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Praktik ini menunjukkan adanya
integrasi antara pengelolaan berbasis teknologi biokonversi dan sistem pengelolaan
sampah perkotaan.

el Kabupaten Cilacap

Penanganan sisa pangan di Kabupaten Cilacap dilakukan dengan melibatkan berbagai
pihak. Sekolah adiwiyata berperan dalam mengelola sebagian sisa pangan melalui BSF,
sementara sebagian lainnya dimanfaatkan sebagai pakan unggas oleh peternak sekitar
SPPG. Sisanya yang tidak termanfaatkan kemudian diproses di TPA. Untuk kategori sampah
lainnya, beberapa jenis yang memiliki nilai jual, seperti kardus dan botol minyak,
disalurkan ke sektor informal, khususnya lapak sampah, sehingga dapat mendukung
ekonomi sirkular di tingkat lokal.

Kondisi penanganan saat ini di Kota Bogor dan Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa
pengelolaan sisa pangan MBG tidak hanya melibatkan sektor formal (SPPG dan DLH), tetapi juga
aktor non-formal seperti sekolah adiwiyata, peternak unggas, dan lapak sampah. Pola ini
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memperlihatkan adanya peluang integrasi ekonomi sirkular melalui pendekatan multi-aktor
untuk memastikan bahwa timbulan sisa pangan dan sampah lainnya dapat dimanfaatkan secara
optimal sebelum masuk ke TPA.

2.2 Timbulan Sisa Pangan dan Sampah Non-Pangan Program MBG

221 Timbulan di Wilayah Pengumpulan Data Primer
2.2.1.1 Timbulan Sisa Pangan dan Sampah Non-Pangan SPPG

SPPG BGN Kota Bogor menghasilkan timbulan total sampah rata-rata 123,87 kg/hari, sementara
SPPG BGN Kabupaten Cilacap menghasilkan sampah rata-rata 74,83 kg/hari. Untuk mengetahui
timbulan per kapita, di tahap persiapan, memasak, dan pemorsian timbulan total per SPPG dibagi
dengan jumlah porsi yang dihasilkan masing-masing SPPG. Sementara, timbulan per kapita dari
kegiatan non-dapur diperoleh dari total timbulan dibagi dengan jumlah karyawan SPPG. Timbulan
per kapita dari kedua SPPG dirangkum dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Laju Timbulan Sisa Pangan dan Sampah Non-Pangan SPPG dari Lokasi Studi

Laju Timbulan SPPG (gram/kapita/hari)

Kota Bogor Kabupaten Cilacap
Sisa Pangan Non-Pangan Sisa Pangan Non-Pangan
Persiapan 3144 1,21 12,85 7,76
Memasak 1,05 2,67 0,85 2,60
Pemorsian 4,89 0,89 4,85 0,35
Non-dapur 4,20 5,00 9,40 20,20

Untuk sisa pangan, tahap persiapan adalah tahap dengan timbulan per kapita tertinggi, karena
pada tahap ini dilakukan pengupasan dan pemotongan bahan pangan yang tidak dapat diproses
di tahap selanjutnya (memasak). Sementara, sampah non-pangan memiliki timbulan per kapita
tertinggi di tahap non-dapur, di mana jenis sampah yang ditemukan antara lain seperti sampah
kemasan makan pegawai (plastik, duplex, kertas nasi, styrofoam), serta botol plastik.

Sementara, jika dibandingkan dalam proporsi komposisi, timbulan sampah di SPPG yaitu
sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.2 dan Gambar 2.3 berikut.

(@) (b)
Gambar 2.2 Sampah SPPG per Komposisi (a) SPPG BGN Kota Bogor (b) SPPG BGN Kabupaten Cilacap
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(@) (b)
Gambar 2.3 Sisa Pangan SPPG per Bagian Pangan (a) SPPG BGN Kota Bogor (b) SPPG BGN Kabupaten Cilacap

Sisa pangan adalah komposisi terbesar dari timbulan kedua SPPG, dengan proporsi 62,77-89,81%.
Bagian pangan yang mendominasi sisa pangan yaitu inedible parts, sebesar 99% dari seluruh sisa
pangan yang ada. Hal ini sejalan dengan sumber timbulan sisa pangan terbesar, yaitu tahap
persiapan di mana sisa pangan yang dihasilkan adalah bagian-bagian yang tidak dapat dimasak
ataupun dikonsumsi.

2.2.1.2 Timbulan Sisa Pangan dari Tray Makanan

Timbulan sisa pangan dari tray makanan MBG per kapita yaitu sebagaimana ditampilkan pada
Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Laju Timbulan Sampah dari Tray Makanan MBG di Lokasi Studi

Laju Timbulan Sisa Pangan dari Tray Makanan (gram/kapita/hari)

Kota Bogor Kabupaten Cilacap

TK/PAUD/sederajat

SD/sederajat 59 51
SMP/MTS/sederajat 57 92
SMA/SMK/MA/sederajat 77 56

Terdapat perbedaan tren laju timbulan sampah per kapita pada kedua wilayah. Di kota Bogor,
timbulan sisa pangan tertinggi berasal dari jenjang SMA (77 gram/kapita/hari) dan terendah dari
jenjang TK (53 gram/kapita/hari). Terdapat kecenderungam peningkatan timbulan seiring
kenaikan jenjang pendidikan. Sementara di Kabupaten Cilacap, pola laju timbulan tidak mengikuti
jenjang pendidikan. Timbulan tertinggi ditemukan di TK (149 gram/kapita/hari), yang diduga
disebabkan oleh porsi makanan yang tidak sesuai preferensi anak-anak.

Secara komposisi berdasarkan jenis makanan dan bagian makanan, sisa pangan dari kedua
wilayah digambarkan dalam Gambar 2.4 dan Gambar 2.5.
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(a) (b)

Gambar 2.4 Sisa Pangan Tray per Jenis Makanan (a) Kota Bogor (b) Kabupaten Cilacap

@) (b)
Gambar 2.5 Sisa Pangan Tray per Bagian Makanan (a) Kota Bogor (b) Kabupaten Cilacap

Sebagaimana pada Gambar 2.4, di kedua wilayah, buah menjadi jenis makanan yang paling banyak
menjadi sisa di berbagai jenjang sekolah (41,00-66,58%) — kecuali untuk TK dan SMP di Kabupaten
Cilacap, di mana sebagian besar jenis makanan yang menjadi sisa adalah karbohidrat (28,88-
35,65%). Perbedaan ini ditemukan karena pada jenjang ini para siswa merasa porsi nasi
(karbohidrat) terlalu banyak.

Sementara berdasarkan bagian makanan, pada Gambar 2.5 digambarkan bahwa sebagian besar
sisa pangan yang ada di kedua wilayah adalah sisa pangan edible (54,90-73,80%), yang berarti
seharusnya sisa pangan tersebut masih bisa dikonsumsi namun terbuang. Jika dihubungkan
dengan jenis makanan yang terbuang, jenis makanan edible umumnya adalah nasi, daging hewan
dari protein nabati, protein hewani, dan sayur. Karena itu, umumnya penjumlahan dari jenis
makanan karbohidrat, protein, dan sayur dalam Gambar 2.4 kurang lebih jumlahnya akan
mendekati jumlah proporsi edible dalam Gambar 2.5 — dengan sedikit gap umumnya berasal dari
daging buah yang terbuang.

Walau demikian, jenjang TK dan SMP di Kota Bogor dan jenjang SD di Kabupaten Cilacap memiliki
tren yang berbeda, di mana porsi inedible lebih banyak (50,21-60,52%). Namun, hanya jenjang SMP
di Kota Bogor yang memiliki proporsi kuantitas inedible lebih tinggi secara signifikan, hal ini
karena di SMP Kota Bogor terdapat proporsi sisa pangan buah-buahan yang sangat tinggi
sebagaimana dalam Gambar 2.4 (66,58%), di mana sebagian besar bagian dari sisa buah terbuang
tersebut merupakan bagian inedible seperti kulit buah, dalam kasus ini yaitu kulit pisang dan jeruk.
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2.2.2 Proyeksi Timbulan Ssa Pangan dan Sampah NonPangan di Indonesia
2.2.2.1 Timbulan Sisa Pangan dan Sampah Non-Pangan SPPG

Berdasarkan data dari wilayah pengumpulan data primer, laju timbulan operasional SPPG dihitung
dalam skala nasional dengan mempertimbangkan proporsi kabupaten/kota di Indonesia sesuai

penjelasan pada Sub-bab 1.4.3, sehingga diperoleh laju timbulan operasional SPPG sebagaimana
dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Laju Timbulan Sisa Pangan dan Sampah Non-Pangan SPPG di Indonesia

Laju Timbulan Sisa Pangan Laju Timbulan Sampah Non-Pangan

(gram/kapita/hari) (gram/kapita/hari)

Persiapan 16,39 6,51
Memasak 0,89 2,61
Pemorsian 4,86 0,45
Non-dapur 841 17,30

Laju timbulan tersebut kemudian digunakan untuk menghitung timbulan total operasional SPPG,
yang dihitung dalam 2 skenario sesuai data penerima manfaat yang ada, yaitu sebagai berikut.

Skenario 1

Skenario pertama mengacu kepada data Oktober 2024, di mana jumlah SPPG meningkat dari 5.000
ke 30.000 selama 2025-2029 sebagaimana pada Tabel 1.2. Berdasarkan data tersebut, timbulan
total dari seluruh kegiatan SPPG yang terdiri dari sisa pangan dan sampah non-pangan
digambarkan pada Tabel 2.4. Sementara timbulan sisa pangan SPPG digambarkan pada Tabel 2.5
dan timbulan sampah non-pangan SPPG digambarkan pada Tabel 2.6, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.4 Total Timbulan Sisa Pangan dan Sampah Non Pangan SPPG di Indonesia berdasarkan Skenario 1
(ton/tahun)

Total Timbulan Sisa Pangan dan Sampah Non-Pangan (ton/tahun)

2025 2026 2027 2028 2029
Persiapan 47525 163.008 269.876 377.075 483.966
Memasak 7.269 24933 41278 57.675 74.024
Pemorsian 11.010 37.762 62.519 87.353 112.115
Non-dapur 865 2076 3113 4,151 5.189

227.779 376.786 526,254 675.295

Tabel 2.5 Timbulan Sisa Pangan SPPG di Indonesia berdasarkan Skenario 1 (ton/tahun)

Timbulan Sisa Pangan (ton/tahun)

2026 2027 2028
Persiapan 34.012 116.660 193.142 269.861 346.360
Memasak 1.847 6.334 10.487 14.653 18.807
Pemorsian 10.074 34554 57.208 79.931 102.590
Non-dapur 283 679 1.018 1.358 1.697

158.228 261.855 365.803 469.454
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Tabel 2.6 Timbulan Sampah Non-Pangan SPPG di Indonesia berdasarkan Skenario 1 (ton/tahun)

Timbulan Sampah Non-Pangan (ton/tahun)

2026 2027 2028
Persiapan 13513 46.348 76.734 107.214 137.606
Memasak 5422 18.598 30.791 43,022 55.218
Pemorsian 935 3.208 5312 7421 9.525
Non-dapur 582 1.397 2.095 2794 3.492

69.551 114.932 160.451 205.841

Dari total timbulan SPPG, sisa pangan mendominasi dengan kontribusi sebesar 69,32%, yaitu dari
46.216 ton/tahun pada 2025 menjadi 469.454 ton/tahun pada 2029. Sementara itu, sampah non-
pangan—yang mencakup beragam jenis sampah seperti plastik kemasan, tisu, dan sampah
operasional lainnya—berkontribusi 30,68%, meningkat dari 20.452 ton/tahun menjadi 205.841
ton/tahun dalam periode yang sama.

Jika ditinjau berdasarkan tahapan operasional, tahap persiapan mencatatkan timbulan sampah
tertinggi, baik untuk sisa pangan maupun non-pangan, dengan kontribusi sekitar 71,3% dari total
sampah. Pada tahun 2025, total sampah pada tahap ini mencapai 47.525 ton/tahun, dan
diproyeksikan meningkat menjadi 483.966 ton/tahun pada 2029. Kondisi ini menandakan bahwa
aktivitas pemilahan bahan baku, pengupasan, dan pemrosesan awal merupakan sumber utama
sampah operasional SPPG.

Sebaliknya, tahap non-dapur menghasilkan kuantitas sampah paling kecil, dengan kontribusi
sekitar 1,3% dari total timbulan, yakni 865 ton/tahun pada 2025 dan meningkat menjadi 5.189
ton/tahun pada 2029. Ini mencerminkan bahwa sebagian besar sampah dihasilkan langsung dari
proses pengolahan makanan dan penyajian di dapur, sementara aktivitas karyawan di kantor
berkontribusi minim.

Secara keseluruhan, temuan ini menekankan pentingnya intervensi pengurangan sampah di tahap
awal rantai pengolahan, khususnya pada aktivitas persiapan bahan makanan, sebagai strategi
efisien untuk menekan timbulan sisa pangan dan sampah non-pangan pada skala nasional.

Skenario 2

Skenario kedua mengacu pada data Bappenas Juli 2025, di mana target jumlah penerima manfaat
program MBG langsung mencapai 82,9 juta orang pada tahun 2025 dan konstan hingga 2029.
Dengan target ini, diperkirakan dibutuhkan jumlah SPPG pada 2025 meningkat secara bertahap
per kuartal, kemudian konstan mulai kuartal 4 tahun 2025 hingga tahun 2029, yaitu sekitar 27.633
unit — sebagaimana sebelumnya dijelaskan pada Tabel 1.10. Berdasarkan data tersebut, timbulan
total dari seluruh kegiatan SPPG yang terdiri dari sisa pangan dan sampah non-pangan
digambarkan pada Tabel 2.7. Sementara timbulan sisa pangan SPPG digambarkan pada Tabel 2.8
dan timbulan sampah non-pangan SPPG digambarkan pada Tabel 2.9, yaitu sebagai berikut.
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Tabel 2.7 Total Timbulan Sisa Pangan dan Sampah Non Pangan SPPG di Indonesia berdasarkan Skenario 2
(ton/tahun)

Total Timbulan Sisa Pangan dan Sampah Non-Pangan (ton/tahun)

2026 2027 2028 |
Persiapan 197.408 493.713 493.713 493.713 493.713
Memasak 30.194 75515 75515 75515 75515
Pemorsian 45731 114373 114373 114373 114373
Non-dapur 4.009 10.027 10.027 10.027 10.027
Total 277342 693.628 693.628 693628 | 693628

Tabel 2.8 Timbulan Sisa Pangan SPPG di Indonesia berdasarkan Skenario 2 (ton/tahun)

Timbulan Sisa Pangan (ton/tahun)

2026 2027 2028
Persiapan 141.279 353.336 353.336 353.336 353.336
Memasak 7671 19.186 19.186 19.186 19.186
Pemorsian 41.846 104.656 104.656 104.656 104.656
Non-dapur 1311 3279 3279 3279 3279
Total 192.107 480.456 480.456 480.456 480.456

Tabel 2.9 Timbulan Sampah Non-Pangan SPPG di Indonesia berdasarkan Skenario 2 (ton/tahun)

Timbulan Sampah Non-Pangan (ton/tahun)

213172

213172

213172

2026 2027 2028
Persiapan 56.129 140.377 140.377 140.377 140.377
Memasak 22523 56.330 56.330 56.330 56.330
Pemorsian 3.885 9.717 9.717 9.717 9.717
Non-dapur 2.698 6.748 6.748 6.748 6.748

213172

Berdasarkan skenario ini, total timbulan dari proses operasional SPPG secara nasional
diproyeksikan mencapai 277.342 ton/tahun pada tahun 2025, lalu meningkat ke angka 693.628
ton/tahun pada periode 2026-2029.

Jika dilihat menurut tahapan operasional, tren Skenario 2 sama seperti Skenario 1, di mana tahap
persiapan menghasilkan kuantitas terbesar. Walau demikian, nilai yang dihasilkan dalam
perhitungan ini lebih tinggi, yaitu 197.408 ton/tahun pada 2025 dan meningkat menjadi 493.713
ton/tahun pada 2026-2029, atau sekitar 71,2% dari total timbulan. Kemudian tahap non-dapur
menyumbang jumlah terkecil, yaitu 4.009 ton/tahun pada 2025 dan meningkat menjadi 10.027
ton/tahun pada 2026-2029, atau hanya sekitar 1,4% dari total timbulan.

Jika dilihat berdasarkan kategori timbulannya, sisa pangan menyumbang porsi terbesar, sekitar
69,27%, dengan jumlah 192.107 ton pada 2025 yang meningkat menjadi 480.456 ton per tahun
pada 2026-2029. Sedangkan sampah non-pangan berkontribusi sekitar 30,73%, dengan jumlah
85.235 ton pada 2025 dan meningkat menjadi 213.172 ton per tahun pada 2026-2029.
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2.2.2.2 Timbulan Sisa Pangan dari Tray Makanan Program MBG

Berdasarkan data dari wilayah pengumpulan data primer, laju timbulan sisa pangan dari tray
makanan dihitung dalam skala nasional dengan mempertimbangkan proporsi kabupaten/kota di
Indonesia sesuai penjelasan pada Sub-bab 1.4.3, sehingga diperoleh laju timbulan sisa pangan dari
tray makanan sebagaimana dalam Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10 Laju Timbulan Sisa Pangan Tray Makanan Program MBG di Indonesia

Laju Timbulan Sisa Pangan

Jenjang Sekolah

(gram/kapita/hari)

TK/PAUD/sederajat 130,93
SD/sederajat 5191
SMP/MTS/sederajat 8428
SMA/SMK/MA/sederajat 63,81

Laju timbulan tersebut kemudian digunakan untuk menghitung timbulan total sisa pangan tray
makanan di Indonesia, yang dihitung dalam 2 skenario sesuai data penerima manfaat yang ada,
yaitu sebagai berikut.

Skenario 1

Skenario pertama mengacu kepada data Oktober 2024, di mana jumlah penerima manfaat
meningkat dari 15.420.000 ke 89.900.000 selama 2025-2029 sebagaimana pada Tabel 1.1.
Perhitungan dilakukan sebagaimana penjelasan metode pada Sub-bab 1.4.3. Hasil perhitungan
timbulan disajikan dalam Tabel 2.11, Tabel 2.12, dan Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.11 Timbulan Sisa Pangan dari Tray Makanan MBG Sekolah di Indonesia berdasarkan Skenario 1 (ton/tahun)

Timbulan Sisa Pangan (ton/tahun)

Jenjang Sekolah

479.583

796.023

2026 2027 2028
TK/PAUD/sederajat 14.694 48.006 83.443 116.589 149.639
SD/sederajat 47.797 164.385 271418 379.230 486.732
SMP/MTS/sederajat 49.916 171.674 283.453 396.045 508.314
SMA/SMK/MA/sederajat 27.773 95,517 157.709 220.354 282.819

1.112.218

1.427.503

140,180

Tabel 2.12 Timbulan Sisa Pangan dari Tray Makanan MBG Penerima Manfaat Lainnya di Indonesia berdasarkan

Penerima Manfaaat

Skenario 1 (ton/tahun)

Timbulan Sisa Pangan (ton/tahun)

2026 2027 2028
Balita 563 1935 3195 4.464 5.729
Bumil 155 533 880 1229 1577
Busui 187 644 1.063 1.486 1.907
Seminari 34 116 192 268 344
PKBM 32 112 184 257 330
Total 971 3.340 5514 7.704 9.888
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Tabel 2.13 Total Timbulan Sisa Pangan dari Tray Makanan MBG Penerima Manfaat di Indonesia berdasarkan
Skenario 1 (ton/tahun)

Penerima Manfaaat

Timbulan Sisa Pangan (ton/tahun)

2026 2027 2028
PM - Sekolah 140.180 479,583 796.023 1.112.218 1.427.503
PM - Lainnya 971 3.340 5514 7.704 9.888

141151

482.923

801.537

1.119.922

1.437.391

Timbulan sisa pangan MBG dari tray makanan yang dikirim ke sekolah di Skenario 1 diestimasikan
sebesar 140.180 ton/tahun pada 2025 dan akan meningkat hingga 1.427.503 ton/tahun pada 2029.
Dari seluruh jenjang, SMP/sederajat mencatatkan timbulan sisa pangan tertinggi, yaitu sebesar
49916 ton/tahun pada 2025 yang diperkirakan meningkat lebih dari sepuluh kali lipat menjadi
508.314 ton/tahun pada 2029.

Sementara, hasil timbulan Penerima Manfaat (PM) lainnya yang dihitung berdasarkan proporsi
menunjukkan balita memiliki timbulan tertinggi, sementara PKBM memiliki timbulan terendah.
Secara total, timbulan sisa pangan dari seluruh PM yaitu 141.151 ton/tahun pada 2025 dan
meningkat hingga 1.437.391 ton/tahun pada 2029.

Skenario 2

Skenario kedua mengacu kepada data Juli 2025, di mana jumlah penerima manfaat langsung
mencapai 82.900.000 pada 2025 dan konstan hingga 2029 sebagaimana pada Tabel 1.1.
Perhitungan dilakukan sebagaimana penjelasan metode pada Sub-bab 1.4.3. Hasil perhitungan
timbulan disajikan dalam Tabel 2.14, Tabel 2.15, dan Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.14 Timbulan Sisa Pangan dari Tray Makanan MBG Sekolah di Indonesia berdasarkan Skenario 2
(ton/tahun)

Timbulan Sisa Pangan (ton/tahun)

Jenjang Sekolah

582.272

1.456.252

1.456.252

2026 2027 2028
TK/PAUD/sederajat 61.037 152.652 152.652 152.652 152.652
SD/sederajat 198.536 496.534 496.534 496.534 496.534
SMP/MTS/sederajat 207.339 518,551 518551 518551 518551
SMA/SMK/MA/sederajat 115.361 288,515 288515 288515 288515

1.456.252

1.456.252

Tabel 2.15 Timbulan Sisa Pangan dari Tray Makanan MBG Penerima Manfaat Lainnya di Indonesia berdasarkan

Penerima Manfaaat

Skenario 2 (ton/tahun)

Timbulan Sisa Pangan (ton/tahun)

2026 2027 2028
Balita 2.337 5.845 5.845 5.845 5.845
Bumil 643 1.609 1.609 1.609 1.609
Busui 778 1.945 1.945 1.945 1.945
Seminari 140 351 351 351 351
PKBM 135 337 337 337 337
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Tabel 2.16 Total Timbulan Sisa Pangan dari Tray Makanan MBG Penerima Manfaat di Indonesia berdasarkan
Skenario 2 (ton/tahun)

Timbulan Sisa Pangan (ton/tahun)

Penerima Manfaaat

2026 2027 2028
PM - Sekolah 582.272 1.456.252 1.456.252 1.456.252 1.456.252
PM - Lainnya 4.033 10.087 10.087 10.087 10.087

586.306 1.466.339 1.466.339 1.466.339 1.466.339

Timbulan sisa pangan MBG dari tray makanan yang dikirim ke sekolah di Skenario 2 diestimasikan
sebesar 582.272 ton pada 2025, kemudian meningkat drastis menjadi 1.456.252 ton per tahun sejak
2026 hingga 2029. Jika dilihat menurut jenjang pendidikan, sama seperti Skenario 1, kategori
SMP/MTs/sederajat menyumbang timbulan terbesar, yaitu 207.339 ton/tahun pada 2025 dan
518551 ton/tahun per tahun pada 2026-2029, diikuti oleh SD/sederajat dan
SMA/SMK/MA/sederajat.

Sementara, hasil timbulan Penerima Manfaat (PM) lainnya yang dihitung berdasarkan proporsi
menunjukkan Balita memiliki timbulan tertinggi, sementara PKBM memiliki timbulan terendah.
Secara total, timbulan sisa pangan dari seluruh PM yaitu 586.306 ton/tahun pada 2025 dan
meningkat hingga 1.466.339 ton/tahun pada 2026-2029.

Secara umum, perbedaan utama Skenario 1 dan Skenario 2 hanya pada total timbulan, hal ini
karena faktor pembeda dari kedua skenario hanya jumlah penerima manfaat. Hasil pada Skenario
2 menegaskan bahwa besarnya jumlah penerima manfaat sejak awal program menjadi faktor
kunci yang mempercepat peningkatan timbulan sisa pangan dari tray makanan penerima manfaat
pada skala nasional.

Jenis dan Bagian Makanan Sisa Pangan di Tray dari Sekolah

Berikut merupakan jenis dan bagian makanan dari sisa pangan di sekolah yang berlaku untuk
kedua skenario, karena dalam kedua skenario tidak ada faktor pembeda yang mempengaruhi hasil
temuan untuk jenis dan bagian sisa pangan ini.

Dari sisi komposisi jenis makanan, buah-buahan menjadi jenis makanan yang paling banyak
terbuang di hampir seluruh jenjang pendidikan, kecuali di jenjang TK/PAUD di mana karbohidrat
seperti nasi mendominasi sebagai jenis sisa pangan tertinggi (Gambar 2.6). Hal ini mencerminkan
preferensi makanan dan pola konsumsi yang berbeda antar kelompok usia anak sekolah.

Sementara, berdasarkan bagian makanan sebagaimana dalam Gambar 2.7, ditemukan bahwa
sebagian besar sisa pangan yang terbuang merupakan bagian makanan yang seharusnya dapat
dikonsumsi (edible). Proporsi sisa pangan edible tertinggi tercatat pada jenjang
SMP/MTs/sederajat sebesar 67%, sedangkan pada jenjang TK/PAUD/sederajat sebesar 65%. Fakta
ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif agar bagian pangan edible dapat terkonsumsi dan
tidak terbuang.

a7



Gambar 2.6 Jenis Sisa Pangan dari Tray MBG di Sekolah

Gambar 2.7 Bagian Makanan Sisa Pangan dari Tray MBG di Sekolah

2.2.2.3 Total Timbulan Sisa Pangan Program MBG

Berikut merupakan estimasi total timbulan sisa pangan yang dihasilkan dari program MBG, yaitu
dari operasional SPPG dan dari tray makanan setelah dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Skenario 1

Pada Skenario 1, total timbulan sisa pangan dari program MBG diperkirakan mencapai 187.367
ton/tahun pada 2025 dan terus meningkat hingga mencapai 1.906.845 ton/tahun pada 2029,
sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.17. Jika dilihat berdasarkan sumber timbulan, sisa
pangan dari penerima manfaat menjadi penyumbang terbesar, dengan volume mencapai 140.180
ton pada 2025 dan meningkat menjadi 1.427.503 ton pada 2029.
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Tabel 2.17 Total Timbulan Sisa Pangan Program MBG berdasarkan Skenario 1

Timbulan Sisa Pangan (ton/tahun)

Sumber
2026 2027 2028
SPPG 46.216 158.228 261.855 365.803 469.454
Penerima Manfaat 141.151 482.923 801.537 1.119.922 1.437.391

187.367 641.150 1.063.392 1.485.725 1.906.845

Skenario 2

Pada Skenario 2, total timbulan sisa pangan dari program MBG diperkirakan mencapai 778.310
ton/tahun pada 2025 dan mencapai 1.946.537 ton/tahun pada 2026 dan konstan hingga 2029,
sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.18. Jika dilihat berdasarkan sumber timbulan, sisa
pangan dari penerima manfaat menjadi penyumbang terbesar, dengan volume mencapai 586.306
ton/tahun pada 2025 dan meningkat menjadi 1.466.339 ton/tahun pada 2029.

Tabel 2.18 Total Timbulan Sisa Pangan Program MBG berdasarkan Skenario 2

Timbulan Sisa Pangan (ton/tahun)

Sumber
2026 2027 2028
SPPG 192.107 480.456 480.456 480.456 480.456
Penerima Manfaat 586.306 1.466.339 1.466.339 1.466.339 1.466.339

778.310 1.946.537 1.946.537 1.946.537 1.946.537

2.3 Penyebab dan Pendorong Sisa Pangan Program MBG

Berdasarkan FAO, faktor penyebab food waste dibagi menjadi penyebab langsung (direct causes)
dan pendorong tidak langsung (indirect drivers). Penyebab langsung adalah kegiatan yang
dilakukan oleh aktor di rantai pasok pangan yang secara langsung menyebabkan sisa pangan,
sedangkan pendorong tidak langsung adalah kondisi sistemik ekonomi, budaya, dan politik dari
sistem pangan yang mempengaruhi aktivitas di rantai pasok pangan dalam beroperasi yang
mempengaruhi timbulan sisa pangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dari hasil kuesioner
dan wawancara berbagai pemangku kepentingan, berikut merupakan penyebab dan pendorong
sisa pangan program MBG, yang dibagi berdasarkan sumber, yaitu SPPG dan penerima manfaat
yang dalam hal ini diwakilkan oleh sekolah.

2.3.1 SPPG
2.3.1.1 Penyebab
Kualitas bahan pangan kurang baik sehingga tidak dapat dimasak

Kualitas bahan pangan yang kurang baik dapat berpengaruh pada proses persiapan memasak
makanan di SPPG. Jika ada bahan pangan yang kurang baik untuk dimasak, proses memasak dapat
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tertunda karena perlu berkoordinasi untuk mencari bahan pengganti yang layak. Sementara, jika
bahan tersebut tetap dimasak, akan berpotensi menghasilkan makanan yang kurang layak
dimakan. Kualitas pangan yang buruk pernah ditemukan pada awal program MBG berlangsung di
beberapa SPPG. Salah satu SPPG pernah menerima daging yang berbau amis dari pemasok. Atas
kejadian ini, pihak SPPG memperingatkan pemasok agar bahan pangan dicek kesegarannya dan
pengiriman harus tepat waktu untuk menghindari terjadinya hal serupa. Sementara, SPPG lain
pernah 2 kali mendapatkan ayam yang memiliki bau yang tidak enak. Pihak SPPG lalu komplain
pada pemasok agar segera dikirimkan gantinya dengan kualitas yang baik.

Kualitas ruang/tempat penyimpanan kurang baik

Kualitas penyimpanan pangan yang kurang baik akan mengakibatkan penurunan kualitas pangan,
memperbesar potensi pertumbuhan mikroorganisme, dan menimbulkan risiko penyakit bagi pihak
yang mengkonsumsi makanan. Ukuran, temperatur, kelembaban, serta higienitas ruang
penyimpanan sangat penting dalam memastikan kelayakan ruang/tempat penyimpanan bahan
pangan — sehingga dapat membantu menjaga kualitas bahan pangan dalam kondisi prima. Di
salah satu SPPG, ditemukan bahwa kualitas freezer dan kulkas cukup buruk sehingga terdapat
hama yang berkembang biak di sayur-sayuran. Sementara di SPPG lain, pada awal program MBG
berlangsung, masih belum tersedia freezer, yang mengakibatkan petugas SPPG kebingungan
untuk menyimpan bahan pangan.

Keterbatasan kemampuan SDM dalam food handling

Kemampuan staf dapur atau penjamah makanan dalam food handling adalah titik kritis dari
layanan makanan. Selain membuat hidangan yang lezat, penjamah makanan yang baik juga dapat
meningkatkan nilai produk sambil mencegah terjadinya sisa pangan. Sikap profesional terhadap
pencegahan sisa pangan meliputi sikap moral personal, sikap terhadap bahan pangan, serta
pendidikan dan pelatihan. Sementara, kompetensi keterampilan penjamah makanan terdiri dari
kemampuan analisis hidangan dan manajemen perencanaan makanan (Ko & Lu, 2021). Dalam
industri restoran dan perhotelan, baik staf penjamah makanan maupun konsumen bertanggung
jawab atas sisa pangan (Tekin & llyasov, 2017). Lalu, menurut Secondi et al. (2015), salah satu
tindakan terbaik oleh staf dapur untuk menghindari sisa pangan adalah memperkirakan ukuran
porsi dengan benar.

Menurut Fahrur Rosidi dari Perhimpunan Pengusaha Jasa Boga Indonesia (PPJI), penjamah
makanan seharusnya sudah memiliki pemahaman terkait pencegahan sisa pangan karena
berkaitan dengan biaya produksi dan penentuan spesifikasi produk bahan bakunya. Selain itu,
mereka seharusnya memahami bagaimana cara pemotongan agar tidak menghasilkan banyak
sisa pangan, cara memasak yang berkualitas, serta teknik-teknik penyajian kepada konsumen yang
mencegah terjadinya sisa pangan. Hal itu dapat terjadi jika pegawai telah terlatih dan
tersertifikasi. Sertifikasi food handler dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan syarat
wajib bagi tempat pengelolaan pangan untuk memastikan produk pangan yang disajikan kepada
konsumen aman dan berkualitas yang diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011. Sayangnya, temuan di SPPG pada awal
program MBG berjalan, penjamah makanan yang bekerja di SPPG di lokasi studi belum memiliki
sertifikasi food handling yang relevan dan masih membutuhkan pelatihan lebih intensif untuk
lebih handal dalam menangani makanan dengan lebih baik.
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Sirkulasi udara, temperatur, dan kelembapan ruangan dapur yang belum optimal

Sirkulasi udara, temperatur, dan kelembapan ruangan dapur berkaitan juga dengan kualitas
pangan dan kondisi higienitas para pekerja. Berdasarkan temuan di SPPG di Cilacap, terdapat
ruangan yang memiliki sirkulasi kurang baik, sehingga berpotensi mempercepat rusaknya
makanan jika diproses atau disimpan di ruangan tersebut. Pengelola SPPG juga menyatakan
kebutuhan dapur beroperasi dengan AC dan Exhaust Fan supaya udara di ruangan tetap terjaga
dengan baik. Hal ini juga sejalan dengan temuan saat melakukan benchmarking ke dapur PT
Aerofood Indonesia dan dapur PT Reska Multi Utama, di mana di kedua dapur professional
tersebut, ruangan operasional dapur menggunakan sirkulasi yang baik dengan AC.

2.3.1.2 Pendorong
Tidak ada Standard Operational Procedure (SOP) tertulis mengenai spesifikasi bahan pangan

Tidak adanya SOP sangat krusial pada keberlangsungan segala operasional dalam program MBG.
Pihak SPPG menjelaskan bahwa saat studi dilakukan, belum ada SOP terkait standar/spesifikasi
bahan pangan yang dibeli oleh SPPG. Proses seleksi bahan pangan dilakukan berdasarkan
penilaian subjektif secara visual dan berdasarkan harga yang sesuai dengan anggaran yang
dimiliki. Pihak yang terlibat dalam penentuan bahan pangan adalah ahli gizi, akuntan, dan kepala
SPPG. Umumnya, jika ada bahan pangan yang tidak sesuai atau kualitasnya kurang baik, maka
akan diganti oleh pemasok sesuai kesepakatan. Namun, kesepakatan dengan pemasok ini juga
tidak ada dokumen perjanjian tertulis, melainkan kesepakatan antar pihak secara verbal saja. Hal
ini berbeda dengan praktik baik dapur professional seperti PT Aerofood Indonesia dan PT Reska
Multi Usaha, di mana terdapat standarisasi bahan baku dengan spesifikasi ketat kepada vendor
pemasok, termasuk standar warna, ukuran, kondisi bahan, bahkan transportasi bahan pangan.
Selain itu, juga terdapat dokumen perjanjian tertulis dengan vendor pemasok untuk mengikat
komitmen masing-masing pihak.

Tidak ada tim khusus quality control untuk memeriksa bahan pangan yang masuk

SPPG juga tidak memiliki tim yang khusus melakukan quality control terkait bahan pangan yang
diterima. Umumnya, tim persiapan didampingi oleh kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi dalam
melakukan penerimaan dan pengecekan bahan pangan saat datang — di mana tim ini juga belum
memiliki sertifikasi ataupun kemampuan khusus mengenai quality control bahan pangan. Tim
quality control berperan cukup penting karena merupakan pihak yang pertama kali menilai
kualitas pangan yang akan berpengaruh pada proses pengolahan makanan sampai ke kualitas
makanan akhir yang disajikan untuk dikonsumsi penerima manfaat. Berdasarkan praktik baik PT
Reska Multi Usaha dan PT Aerofood Indonesia, mereka memiliki tim quality control sendiri yang
memastikan agar spesifikasi bahan baku sudah sesuai dan layak diolah.

Keterbatasan pendanaan dalam pengadaan, penggantian, dan maintenance fasilitas dapur

Saat ini, beberapa peralatan masih dibutuhkan untuk melengkapi maupun merawat dapur SPPG.
Namun, berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa anggaran SPPG sangat lah terbatas, dan
anggaran yang ada diprioritaskan untuk penyediaan makanan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Kepala SPPG Cilacap, anggaran per porsi MBG yaitu Rp 15.000, yang terdiri dari
Rp 10.000 per porsi untuk penyediaan makanan dan Rp 5.000 operasional SPPG. Padahal,
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penyediaan peralatan yang memadai juga krusial dalam mendukung penyediaan makanan yang
layak untuk penerima manfaat.

2.3.2 Sekolah
2.3.2.1 Penyebab
Kualitas makanan yang disajikan kurang baik

Terdapat beberapa testimoni oleh pihak sekolah dan anak-anak yang mendapatkan makanan
yang kualitasnya kurang baik. Ada yang menyatakan sayur dan buah yang terima sudah basi, hal
ini terjadi karena proses wadah yang kedap udara yang menyebabkan panas sehingga rasa saling
bercampur. Lalu di awal program MBG dimulai, ada pula yang melaporkan aroma makanan yang
diterima kurang sedap. Hal ini tentunya sangat penting karena tidak hanya akan menyebabkan
sisa pangan namun juga dapat berdampak negatif secara Kesehatan pada penerima manfaat.

Adanya perbedaan preferensi makanan tertentu

Berdasarkan testimoni dan wawancara dengan pihak sekolah, terdapat keluhan dari siswa yang
tidak suka terhadap menu yang disajikan, baik karena jenis makanannya maupun karena rasanya
yang kurang enak. Sementara, berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok Pusat Riset
Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN, Kedutaan Finlandia, dan Kedutaan Denmark, menyajikan
makanan yang sesuai dengan preferensi siswa menjadi sangat penting untuk mencegah sisa
pangan. Hal ini juga sesuai dengan studi oleh Cordingley et al. (2011) yang menjelaskan penyebab
utama sisa pangan di sekolah. Pertama, kurangnya fleksibilitas untuk menyesuaikan menu yang
direncanakan secara terpusat untuk memenuhi preferensi siswa dan ukuran porsi yang berlebihan
sehubungan dengan kebutuhan gizi anak-anak. Penyebab utama selanjutnya dengan pilihan
individu, misalnya belum lapar atau kurangnya apresiasi terhadap pilihan makanan yang ada. Jadi,
untuk mengurangi sisa pangan, penting bagi sekolah dan penyedia makanan untuk menyediakan
makanan yang tidak hanya padat nutrisi tetapi juga sesuai dengan preferensi siswa, baik dari segi
kelezatan maupun metode memasak (Nguyen et al, 2023).

Pemorsian untuk tiap jenjang sekolah masih kurang tepat

Dalam wawancara dengan pihak sekolah, pernah ditemukan ketidaksesuaian porsi yang diterima
berdasarkan jenjangnya. Jenjang TK juga menyatakan bahwa makanan yang biasanya tidak habis
adalah karena porsi nasi telalu banyak. Hal ini menunjukkan perlunya mengevaluasi dan
memantau penyajian makanan secara teratur untuk mengurangi produksi berlebih yang tidak
perlu dan pemborosan makanan. Lalu dari berbagai penelitian sebelumnya juga menjelaskan
bahwa faktor utama yang mempengaruhi terbuangnya makanan di sekolah adalah porsi yang
tidak sesuai dengan kebutuhan gizi dan selera makan anak (Buzby dan Guthrie, 2002; Dinis et al.,
2013; Yoon dan Kim, 2012)

Pewadahan makanan kurang optimal

Pihak sekolah menyatakan bahwa tray makanan MBG memiliki kecenderungan untuk
menyebabkan makanannya tercampur secara fisik maupun secara bau. Hal ini karena bagian tutup
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tray yang bersifat flat sehingga mudah terjadi pergerakan makanan selama proses distribusi. Bau
yang bercampur mungkin karena hampa udara, contoh kasusnya adalah sayuran yang berbau
pisang atau sayuran berbau semangka atau melon.

2.3.2.2 Pendorong
Edukasi makan bergizi gratis masih belum komprehensif

Edukasi harus selalu diutamakan dan terus menerus dilakukan pada penerima manfaat.
Berdasarkan wawancara, sebagian besar sekolah menyatakan bahwa sekolah sudah melakukan
edukasi untuk menghabiskan makanan yang diberikan di berbagai kesempatan. Namun perlu
dikaji lagi keefektifan dari edukasi tersebut. Berkaca dari Finlandia yang telah menerapkan
program makan gratis di sekolah lebih dari 80 tahun, program makan gratis dilihat sebagai situasi
belajar. Makanan gratis sekolah menjadi bagian integral dari kurikulum inti nasional untuk
pendidikan (jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas). Murid memiliki kesempatan
untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan makanan sekolah, yang menumbuhkan
keterlibatan dan semangat komunitas (Finnish National Agency for Education, 2025). Terdapat
tugas-tugas dalam buku teks pelajaran ekonomi rumah tangga dan biologi yang berkaitan dengan
makanan yang berakhir sebagai sampah. Dalam buku teks ekonomi rumah tangga, siswa dipandu
untuk berefleksi dalam kelompok tentang siklus hidup suatu bahan makanan hingga
pembuangannya. Lalu, pada buku teks biologi menyebutkan bahwa sisa makanan termasuk dalam
kompos. Tugas ini mengharuskan siswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang proses
pengomposan dan manfaatnya, serta menyelidiki pembuangan akhir sampah organik yang
dihasilkan di sekolah, yang menghubungkan tugas tersebut dengan kehidupan sehari-hari siswa
(Pollari et al., 2024).

Jadi, setiap kegiatan makanan yang disajikan seharusnya bertindak sebagai alat pedagogis untuk
mengajarkan tidak hanya nutrisi secara tepat, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran tentang
sisa pangan dan cara mencegahnya.

Pendataan siswa yang memiliki alergi kurang lengkap

Berdasarkan kuesioner, diketahui masih ada sekitar 47,8% siswa yang memiliki alergi di wilayah
studi belum mendapatkan makanan khusus yang mengakomodir kebutuhannya untuk
menghindari potensi alergi. Selain itu, ditemukan pula kasus di mana salah satu siswa setelah
makan makanan yang mengandung udang mengalami gatal-gatal. Untuk itu, pendataan alergi
serta persiapan menu khusus untuk pihak yang memiliki alergi sangat penting karena menyangkut
kesehatan dan berpotensi menyebabkan sisa pangan karena makanan yang disajikan tidak dapat
dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Kurang rasa memiliki dan rasa "sayang" terhadap makanan

Berdasarkan wawancara dengan Kelompok Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN, salah
satu yang menyebabkan sisa pangan MBG adalah kurangnya rasa memiliki dan rasa “sayang” pada
makanan yang diberikan. Karena makanan dibagikan secara gratis, rasa memiliki makanan
cenderung rendah dan potensi menyisakan makanan itu menjadi lebih besar. Pemberian makan
ini berbeda dengan makanan sehari-hari di rumah karena orang tua mereka sendiri yang
menyiapkannya sehingga memiliki rasa “sayang” pada makanan yang tinggi. Jadi karena makanan
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MBG ini gratis dan ditambah pula adanya ketidaksesuaian dengan preferensi anak, maka potensi
sisa pangan semakin tinggi.

Berkaitan dengan pernyataan ini, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa apresiasi
makanan mempengaruhi perilaku terjadinya sisa pangan, perilaku pola makan, dan status
kesehatan (Kawasaki & Akamatsu, 2020; Kawasaki et al., 2021). Penelitian lain dilakukan oleh Choi
et al. (2019), berfokus pada sisa pangan di lingkungan layanan makanan sekolah dengan
memberikan survei kepada ahli dan guru gizi di sekolah tersebut. Hasil survei tersebut
menjelaskan bahwa kurangnya apresiasi terhadap makanan menjadi faktor pendorong sisa
pangan di kalangan siswa.

Kurangnya koordinasi untuk memastikan distribusi sesuai porsi

Koordinasi antara tim dapur dan driver juga menjadi penting agar memastikan makanan sesuai
dengan jenjangnya. Pada praktiknya di lapangan, pernah terjadi porsi makanan untuk murid SD
tertukar dengan porsi murid SMA sehingga banyak makanan yang tersisa. Hal ini karena tidak ada
penanda khusus tray makanan per jenjang, sehingga sangat rentan untuk tertukar antar jenjang.
Komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara kepala dapur, staf dapur, driver, siswa, dan
otoritas sekolah dapat meningkatkan keberhasilan upaya pengurangan sisa pangan (Prescott et
al, 2019; Zhao et al., 2019).

Belum ada sistem pendataan sisa pangan yang terintegrasi

Kedua SPPG sudah melakukan pendataan sisa pangan yang dihasilkan sehari-hari, yang meliputi
data berat sampah berdasarkan jenis makanannya dan tahapan pengolahan makanan. Namun
pendataan ini masih disimpan oleh internal SPPG dan belum ada sistem pendataan yang
terintegrasi. Sistem pendataan yang terintegrasi ini penting untuk mengidentifikasi jumlah
timbulan sisa pangan dan mampu mengidentifikasi strategi lanjutan untuk mengatasi sisa pangan.
Kelebihan sistem pendataan yang terintegrasi ini adalah memungkinkan mengkompilasi otomatis
dan analisis data secara real time. Dengan demikian, para pegawai dapur memiliki data tentang
jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari atau setiap bulan. Sistem pendataan sisa pangan ini
dapat membantu mengidentifikasi hidangan mana yang sering dikembalikan siswa ke dapur atau
tidak dihabiskan. Informasi ini memungkinkan staf SPPG untuk memodifikasi menu agar sesuai
dengan preferensi penerima manfaat sekaligus mengurangi timbulang sisa pangan. Pendataan
sisa pangan mampu meningkatkan kesadaran staf, yang menghasilkan perubahan perilaku dan
penerapan kegiatan pengurangan sisa pangan lainnya (Eriksson et al, 2019; Leverenz et al, 2020;
U.S. Environmental Protection Agency, n.d).
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3.1 Pengalaman Program MBG

Pengalaman siswa sebagai penerima manfaat program MBG ditelaah untuk memahami faktor
yang mungkin mempengaruhi timbulan sisa pangan, seperti waktu makan, durasi makan, porsi
makan, variasi menu, kualitas makanan, serta alergi, yaitu sebagai berikut.

<! Pemilihan waktu makan: jika makanan diberikan di waktu yang kurang tepat kemungkinan
siswa belum lapar dan tidak menghabiskan makanannya semakin besar

el Durasi makan: akan berpengaruh pada apakah siswa bisa menghabiskan makanannya
dalam durasi yang cukup, karena jika durasinya kurang ada kemungkinan siswa makan
secara terburu-buru dan dapat menyisakan makanan

! Porsi makanan: kuantitas makanan yang terlalu banyak berpengaruh pada sisa pangan
yang dihasilkan karena kapasitas makan siswa lebih kecil dibanding porsi yang ada

el Variasi menu: menu yang teralu stagnan akan berpengaruh pada rasa bosan siswa
sehingga dapat memicu mereka menyisakan makanan

el Kualitas makanan: jika makanan dalam kualitas yang kurang baik dan tidak dapat
dikonsumsi, maka akan menjadi sisa pangan.

el Alergi: siswa yang memiliki alergi makanan dan tidak diakomodir dengan menu khusus
untuk mencegah alerginya ada kemungkinan menyisakan makanan yang tidak dapat dia
konsumsi karena alergi.

n= 257 n=319 n= 257 n=318

Gambar 3.1 Respon Siswa pada Kesesuaian Waktu dan Durasi Makan

Hasil pengalaman program MBG yang terlihat pada Gambar 3.1 menunjukkan bahwa sebagian
besar responden menyatakan bahwa pemilihan waktu makan program MBG sudah tepat (96% di
Bogor dan 99% di Cilacap). Ini berarti jadwal makan sudah sesuai dengan jadwal makan anak
sehari-hari sehingga memperbesar peluang anak menghabiskan makanannya. Lalu sebagian besar
responden menyatakan durasi makan pada program MBG sudah cukup. Ini berarti waktu makan
tidak menjadi kendala untuk membuat siswa menghabiskan makanan untuk mencegah sisa
pangan.

Sementara, pada Gambar 3.2 dijelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan sudah puas
dengan rasa, porsi, kualitas, dan variasi makanan yang disajikan. Walaupun demikian, responden
juga menjelaskan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu sebagai berikut:

! Rasa makanan perlu ditingkatkan: Hal ini diungkapkan oleh 33% responden di Kota Bogor
dan 36% responden di Kabupaten Cilacap. Hasil wawancara dengan pihak sekolah di
Cilacap juga menyatakan terdapat rasa makanan yang hambar, kurang gurih, dan terlalu
pedas.
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el Variasi menu makanan perlu ditingkatkan: Hal ini diungkapkan oleh 31% responden di
Kota Bogor dan 29% responden di Kabupaten Cilacap. Dari hasil wawancara dengan
sekolah di Bogor, terkadang siswa bosan dengan menu-menu tertentu yang disajikan.

el Kualitas makanan perlu ditingkatkan: Hal ini diungkapkan oleh 23% responden di Kota
Bogor dan 18% responden di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hasil wawancara dengan
pihak sekolah di Cilacap, terdapat makanan yang aromanya kurang baik, serta laporan
sayuran dan buah yang basi.

n= 257 -
n=st7 n= 257
n= 319

n=257 n=318

n= 257 n=319

Gambar 3.2 Respon Siswa pada Porsi, Rasa, Variasi, dan Kualitas Makanan

Pada Gambar 3.3, digambarkan bahwa persentase siswa yang memiliki alergi terhadap makanan
sebesar 12% di Kota Bogor dan 10% di Kabupaten Cilacap. Dari siswa yang memiliki alergi tersebut,
72,7% siswa di Kota Bogor dan 57,6% siswa di Kabupaten Cilacap sudah menginformasikan
alerginya kepada pihak sekolah. Namun dari siswa yang telah melaporkan alerginya, sebanyak
47,8% dari siswa di Kota Bogor dan 68,4% dari siswa di Kabupaten Cilacap belum mendapatkan
menu khusus yang mengakomodir mereka untuk mengindari makanan yang mungkin
menyebabkan alergi. Hal ini dapat mengakibatkan anak-anak jatuh sakit serta terjadinya timbulan
sisa pangan, karena makanan yang diberikan tidak dapat dikonsumsi oleh anak tersebut.
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n= 257 n=33

(@)

n= 313 n=33 n=19

Gambar 3.3 Pengalaman Siswa yang Memiliki Alergi Makanan di (a) Kota Bogor (b) Kabupaten Cilacap

3.2 Kebiasaan Menghabiskan Makanan

Kebiasaan menghabiskan makanan ditelaah lebih lanjut untuk memahami perilaku sehari-hari
yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan siswa untuk menyisakan makanan MBG. Hal ini
digambarkan pada Gambar 3.4.

n= 257 n=316 h= 257 n=314

Gambar 3.4 Kebiasaan Siswa Menghabiskan Makanan

Sebagian besar responden selalu menghabiskan makanannya di rumah. Dari kuesioner ditemukan
juga bahwa sebagian besar responden jarang dan cenderung tidak pernah menyisakan makanan
dari program MBG. Kebiasaan menghabiskan makanan di rumah dan persepsi orang tua tentang
makanan sekolah dapat memengaruhi partisipasi siswa dalam program makanan sekolah.
Memastikan orang tua memahami kesehatan dan kualitas makanan sekolah, serta upaya sekolah
untuk menyediakan makanan berkualitas tinggi dan menarik, dapat menjadi hal penting untuk
meningkatkan tingkat partisipasi siswa dalam program makanan sekolah dan mencegah adanya
sisa pangan dari progam MBG (Zuercher et al., 2024). Jadi, kebiasaan menghabiskan makanan di
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rumah bersama keluarga, mampu mendorong siswa untuk menghabiskan pula makanan di
sekolah dan mencegah terjadinya sisa pangan (Ray et al., 2013)

Meskipun responden menyatakan jarang dan tidak pernah menyisakan makanan, studi juga
mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan mereka menyisakan makanan. Pada Gambar 3.5,
siswa menyatakan bahwa penyebab utama makanan MBG bersisa adalah kondisi masih
kenyang/belum lapar. Ini berarti walau pada Sub-bab 3.1 siswa menyatakan waktu makan sudah
sesuai, lebih baik tetap dilakukan evaluasi terhadap waktu pemberian MBG agar lebih sesuai
dengan kebutuhan makan siswa. Penyebab utama selanjutnya adalah porsi makanan, rasa
makanan, serta menu yang kurang sesuai dengan preferensi anak.

n=561 n=805

Catatan: Responden dapat menjawab maksimal 3

Gambar 3.5 Alasan Siswa Menyisakan Makanan MBG

Saat ada sisa pangan, jenis makanan yang sering tersisa digambarkan dalam Gambar 3.6.
Ditemukan bahwa sayur-mayur yang paling banyak disisakan siswa, selain itu protein nabati dan
karbohidrat juga umum menjadi sisa pangan. Walau hal ini berbeda dengan temuan di Bab 2 di
mana buah-buahan memiliki timbulan tertinggi, namun jika jenis timbulan mempertimbangkan
hanya bagian edible saja, maka temuan kuesioner ini sejalan dengan hasil pengukuran jenis
timbulan sisa pangan yang ada, karena sisa pangan buah-buahan sebagian besar adalah inedible
parts, yang tidak dilihat sebagai sisa pangan oleh siswa.

n=284 n= 428

Catatan: Responden dapat menjawab maksimal 3
Gambar 3.6 Jenis Makanan Program MBG yang Umum Tersisa
Lebih lanjut, ketika siswa menyisakan makanan, perilaku mereka terhadap makanan digambarkan

dalam Gambar 3.7. Perilaku yang umum pada siswa yaitu mereka akan memberikan sisa pangan
yang tidak mereka konsumsi kepada temannya dan/atau membawa pulang makanannya dengan
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kotak bekal. Di lokasi studi, sekolah telah menganjurkan siswa untuk membawa kotak bekal agar
siswa dapat membawa pulang sisa pangan yang masih layak makan untuk dimakan di lain waktu.

n=299 n=519

Catatan: Responden dapat menjawab maksimal 3

Gambar 3.7 Perilaku terhadap Sisa Pangan Program MBG

3.3 Pengelolaan Sisa Pangan

Pengelolaan sisa pangan ditelaah kepada siswa untuk mengidentifikasi apakah mereka
memahami kemana sisa pangan mereka bermuara serta bagaimana metode yang baik untuk
mengelola sisa pangan. Pengetahuan mereka akan hal ini juga dapat mempengaruhi keputusan
mereka terkait menghabiskan makanan. Terdapat hubungan positif antara efektivitas
edukasi/kampanye pengelolaan sisa pangan dan sikap individu terhadap pengurangan sisa
pangan. Edukasi tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berhasil memengaruhi sikap
individu secara positif, dengan mendorong pendekatan yang lebih cermat pada pencegahan sisa
pangan (Haryanto & Lubis, 2024). Hasil kuesioner akan pemahaman mereka terkait pengelolaan
sisa pangan digambarkan dalam Gambar 3.8, Gambar 3.9, dan Gambar 3.10.

n= 257 n= 307
Gambar 3.8 Pengetahuan Siswa terkait Muara Sisa Pangan MBG

n= 257 n= 310
Gambar 3.9 Penerimaan Edukasi terkait Sisa Pangan
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n= 257 n=303
Gambar 3.10 Keberadaan Fasilitas Pengolahan Sisa Pangan di Sekolah

Sebagian besar siswa tidak mengetahui kemana sisa pangan mereka yang tidak habis di sekolah
(Gambar 3.8). Ketidaktahuan ini dapat berpengaruh pada prinsip ketidakpedulian pada sisa
pangan yang dihasilkan, karena mendekati prinsip Not in My Backyard — yaitu tidak masalah ada
sisa pangan, selama tidak di sekitar saya. Walau demikian, ditemukan bahwa sebagian besar siswa
di wilayah studi telah mendapatkan edukasi terkait sisa pangan (Gambar 3.9) melalui berbagai
saluran, antara lain dari sekolah, orang tua, dan media sosial. Bahkan di beberapa sekolah di
Kabupaten Cilacap, terdapat tong komposter untuk mengolah sisa pangan secara mandiri. Selain
komposter, metode pengolahan lainnya yang diketahui siswa yaitu maggot. Mereka juga
umumnya memahami sistem pemilahan sampah. Namun, perlu diketahui bahwa sekolah yang
memiliki fasilitas pengolahan sisa pangan umumnya adalah sekolah Adiwiyata. Hal ini tercermin
di Gambar 3.10, di mana di Kabupaten Cilacap dengan adanya sampel dua sekolah Adiwiyata,
proporsi jawaban tersedianya pengolahan sisa pangan di sekolah jauh lebih banyak dibanding
Kota Bogor.
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4.1 Dampak Lingkungan Sisa Pangan Program MBG

Analisis dampak lingkungan dari sisa pangan program MBG dilakukan hanya untuk sisa pangan
dari tray makanan penerima manfaat. Perhitungan dilakukan berdasarkan metodologi yang telah
dijelaskan pada Sub-bab 1.4.4.1, dengan menggunakan baseline faktor emisi per ton sampah
sesuai pedoman IPCC (2006) dan studi empiris terkait, sehingga didapatkan nilai potensi emisi GRK
(kg of CO2-eq /ton sampah) pada tiap jenis pengolahan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Nilai Potensi Emisi GRK pada Tiap Jenis Pengolahan Sisa Pangan

Emisi GRK | Pengurangan GRK

Langsung Tidak Langsung Emisi GRK Bersih

Pengolahan

1 Unmanaged Landfill/ 420,00 0.00 420,00 g COz-ekfton sampah
Lahan urug
Composting/

2 Ipengomposan 177,00 257131 -2.394,31 kg COz-ek/ton sampah
BSF Treatment/

3 |pengolahan BSF 038 96,00 -95,62 kg CO--ek/ton sampah

4 Feedstock/Pakan 0,00 96,00 -96,00 kg CO2-ek/ton sampah

Estimasi nilai emisi GRK dari berbagai jenis pengolahan akhir berada dalam rentang -2.394 kg CO"-
ek/tahun sampai 420 kg CO"-ek/tahun. Semakin kecil nilai emisi, maka pengolahan semakin ramah
lingkungan dan efisien secara biologis. Sebaliknya, semakin besar nilai emisi, maka pengolahan
tidak ramah lingkungan karena menyumbang emisi GRK yang sangat besar.

Berdasarkan tabel di atas, jika semua timbulan sisa pangan MBG bergantung kepada lahan urug
atau dibuang tanpa pengolahan, maka akan memberikan emisi GRK yang sangat besar karena
pembusukan anaerob yang menghasilkan metana (CH!). Sistem pengolahan sisa pangan MBG
dengan pengomposan menunjukkan penghematan GRK tertinggi dikarenakan kompos dapat
menghindari emisi lahan urug dan menggantikan pupuk kimia (yang intensif energi), sehingga
sangat efisien secara iklim. Meskipun nilai penghematan tidak sebesar pengomposan, BSF dan
pakan, pengomposan tetap menjadi opsi pengelolaan yang ramah lingkungan dan efisien secara
biologis karena memiliki nilai emisi negatif/kecil yang juga menunjukkan penghematan GRK.

Setelah mendapatkan nilai emisi GRK bersih pada tiap jenis pengolahan sisa pangan, dilakukan
perhitungan nilai GRK per kapita per hari dari sisa pangan sekolah program MBG untuk
mendapatkan baseline perhitungan untuk Kabupaten dan Kota di Indonesia, dengan mejadikan
Kota Bogor dan Kabupaten Cilacap masing-masing merepresentasikan Kota dan Kabupaten
lainnya di Indonesia. Berikut nilai GRK per hari untuk tiap-tiap wilayah:

Tabel 4.2 Nilai Potensi Emisi GRK pada Tiap Daerah Studi

Emisi GRK per Emisi GRK per  Net GRK per
Jenis Persentase ton sampah hari hari
Pengolahan Pengolahan | (kg COz-ek/ton (kg CO2-ek (kg COz-ek/

Laju Timbulan

Kota/Kab Sisa Pangan

(e terpEvE) sampah)  /kapita/hari)  kapita/hari)
Unmanaged
i 65,00% 420,00 00168
Composting 0,00% -2,394,31 0,0000
Kota Bogor 0,0615 0,0147
BSF 35,00% -95,62 -0,0021
Feed Stock 0,00% -96,00 0,0000
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A Emisi GRK per Emisi GRK per = Net GRK per
Laju Timbulan Jeni p h hari hari
Kota/Kab Sisa Pangan enis ersentase ton sampa ari ari
(ko/kapita/hari) Pengolahan Pengolahan | (kg COz-ek/ton (kg CO2-ek (kg CO2-ek/
g/kap sampah) /kapita/hari)  kapita/hari)
Unmanaged | 45 g9, 420,00 0,0165
Landfill
Compostin 0,00% -2,394,31 0,0000
Kabupaten 0,0872 posting 0 0,0119
Cilacap
BSF 15,00% -95,62 -0,0013
Feed Stock 40,00% -96,00 -0,0033
Akumulasi Net GRK berdasarkan Proporsi Wilayah Kabupaten dan Kota di Indonesia, masing- 00124
masing sebesar 80,93% dan 19,07%. '

Di Kota Bogor, 35% sisa pangan sekolah diangkut oleh DLH untuk diolah di TPS 3R Paledang
dengan sistem BSF dan sisa pangan sekolah lainnya dibuang ke TPA, sehingga diestimasikan
menghasilkan emisi GRK sebesar 0,0147 kg CO"-ek/kapita/hari.

Sementara itu, di Cilacap, meskipun sisa pangan per kapita lebih tinggi (0,0872 kg/kapita/hari),
strategi pengolahan lebih beragam, sehingga net GRK harian Kabupaten Cilacap lebih rendah
dibandingkan Bogor yaitu sebesar 0,0119 kg CO"-ek/kapita/hari. Sisa pangan diolah melalui
kombinasi:

a.! 15% BSF, pengelolaan BSF dilakukan oleh SMK Dr Soetomo,
b.! 40% feedstock, pengelolaan dilakukan oleh beberapa peternak unggas, dan
c.! 45% landfill.

Perhitungan rata-rata dengan proporsi menghasilkan total net GRK per kapita per hari untuk sisa
pangan MBG di Indonesia yaitu sebesar 0,0124 kg CO"-ek/kapita/hari.

4.1.1 Skenario 1l

Pada Skenario 1 di Tabel 4.3, total emisi GRK yang dihasilkan oleh timbulan sisa pangan program
MBG dalam 5 tahun (2025-2029) diestimasikan berjumlah 0,73 Mton CO--ek, di mana nilai ini
berkontribusi sebesar 0,006% terhadap emisi GRK nasional 5 tahun atau 0,059% terhadap emisi
GRK sektor sampah 5 tahun.

Tabel 4.3 Nilai Potensi Emisi GRK dari Sisa Pangan MBG Tahun 2025 — 2029 (Skenario 1)

S S . ._ .. Kontribusi
. - Estimasi Emisi GRK  Kontribusi  Estimasi Emisi

Total penerima Emisi GRK MBG per Nasional (BAU) GRKMBG  Sampah (BAU) GRK MBQ.

Tahun manfaat tahun MTon CO da GRK MTon CO pada Emisi
(kapita) (Mton CO.-ek/tahun) Liem C0s, paca (MTon CO=- Sampah

ek/tahun) Nasional ek/tahun) .

Nasional
2025 15.420.000 0,03 2.369,12 0,001% 218,57 0,012%
2026 36.000.000 0,09 2,461,59 0,004% 232,24 0,038%
2027 54.000.000 0,15 2557,67 0,006% 246,76 0,059%
2028 72.000.000 0,20 2.657,50 0,008% 262,19 0,078%
2029 89.900.000 0,26 2.761,23 0,010% 278,58 0,094%

12.807,10

0,006% 1.238,33 0,059%
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4.1.2 Skenario 2

Pada Skenario 2 di Tabel 4.4, total emisi GRK yang dihasilkan oleh timbulan sisa pangan program
MBG dalam 5 tahun (2025-2029) diestimasikan berjumlah 1,18 Mton CO2-eq, dimana berkontribusi
sebesar 0,0092% terhadap emisi GRK nasional 5 tahun atau 0,095% terhadap terhadap emisi GRK
sektor sampah 5 tahun.

Tabel 4.4 Nilai Potensi Emisi GRK dari Sisa Pangan MBG Tahun 2025 — 2029 (Skenario 2)

Total Esti i Emisi GRK Kontribusi  Estimasi Emisi KO oI
ota - stimasi Emisi
penerima Slallt GtRE UEE el Nasional (BAU) GRKMBG Sampah (BAU) GEK 'I\E/IBG
manfaat (Mton Cg -l(;rll/tahun) (MTon CO»- pada GRK (MTon CO»- pg a mr:5|
(kapita) ‘ ek/tahun) Nasional ek/tahun) ampa
INES T Ell
2025 82.900.000 011 2.369,12 0,005% 218,57 0,049%
2026 82.900.000 0,27 2.461,59 0,011% 23224 0,115%
2027 82.900.000 0,27 2.557,67 0,010% 246.76 0,109%
2028 82.900.000 0,27 2.657,50 0,010% 262.19 0,102%
2029 82.900.000 0,27 2.761,23 0,010% 278.58 0,096%

12,807,10 0,0092% 1,238.33 0,095%

4.2 Dampak Kehilangan Ekonomi Sisa Pangan Program MBG

Analisis kehilangan ekonomi dari sisa pangan MBG dihitung berdasarkan metodologi yang telah
dijelaskan pada Sub-bab 1.4.3.2, dengan menggunakan data alokasi anggaran penyediaan
makanan dari Bappenas serta gramasi menu dari menu terpilih selama studi lapangan di lakukan,
yaitu menu hari ketiga pengukuran di SPPG Kabupaten Cilacap. Perhitungan difokuskan pada sisa
pangan yang muncul di tingkat penerima manfaat, yang kemudian dibandingkan dengan anggaran
penyediaan makanan. Setelah diketahui nilai rupiah per ton makanan sebagaimana Tabel 4.5,
perhitungan dilanjutkan per skenario untuk mengetahui kehilangan ekonomi.

Tabel 4.5 Gramasi per Porsi dan Contoh Harga per Berat Makanan Tahun 2025

Katedori gramasi per Harga per porsi Harga Harga
9 porsi (tahun 2025) (Rp/gram makanan) (Rp/ton makanan)
TK 255 Rp39 Rp39.215.686
SD 269 Rp37 Rp37.151.703
Sekolah

SMP 357 Rp28 Rp28.037.383
SMA 357 Rp28 Rp28.037.383
Balita 210 Rp10,000 Rp48 Rp47.720.239
Bumil 388 Rp26 Rp25.789.483
Lainnya Busui 404 Rp25 Rp24.733.773
Seminari 357 Rp28 Rp28.037.383
PKBM 350 Rp29 Rp28.608.763
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4.2.1 Skenario 1l

Dalam Tabel 4.6, nilai kehilangan ekonomi dari adanya potensi sisa pangan MBG dengan timbulan
sesuai Skenario 1 yaitu berkisar Rp 4,5 T hingga Rp 46,5 T di mana nilai ini meningkat setiap
tahunnya sesuai dengan proyeksi peningkatan timbulan sisa pangan. Total kehilangan ekonomi
selama 5 tahun berjalannya program MBG diperkirakan mencapai Rp 128 T, yaitu 16,53% dari
proyeksi kebutuhan total anggaran penyediaan makanan (tanpa CAPEX dan operasional
makanan) sebesar Rp 779,8 T selama 5 tahun, yaitu tahun 2025-2029.

Tabel 4.6 Potensi Kehilangan Ekonomi dari Sisa Pangan Program MBG Tahun 2025 — 2029 (Skenario 1)

Kehilangan Ekonomi

Anggaran Penyediaan Makanan

Persentase Kehilangan Ekonomi

2025 Rp 4.567.511.442.258 Rp 53.800.000.000.000 8,49%
2026 Rp 15.609.599.823.802 Rp 95.000.000.000.000 16,43%
2027 Rp 25.937.040.196.080 Rp 153.000.000.000.000 16,95%
2028 Rp 36.239.697.584.630 Rp 210.000.000.000.000 17,26%
2029 Rp 46.512.734.276.409 Rp 268.000.000.000.000 17,36%

Rp 128.866.583.323.179

Rp 779.800.000.000.000

16,53%

4.2.2 Skenario 2

Dikarenakan tidak ada detail terkait dengan proporsi alokasi total anggaran untuk penyediaan
makanan dan CAPEX beserta operasional makanan (seperti yang ada pada Skenario 1 (Data Staff
Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas), maka
dilakukan perhitungan anggaran penyediaan makanan per porsi terlebih dahulu dengan
memperhitungkan nilai inflasi seperti pada Tabel berikut:

Dalam Tabel 4.7, nilai kehilangan ekonomi dari adanya potensi sisa pangan MBG dengan timbulan
sesuai Skenario 2 yaitu berkisar Rp 18,9 T hingga Rp 52,91 T. Total kehilangan ekonomi selama 5
tahun berjalannya program MBG diperkirakan mencapai Rp 221,1 T, yaitu 21,9% dari proyeksi
kebutuhan total anggaran penyediaan makanan.

Tabel 4.7 Potensi Kehilangan Ekonomi dari Sisa Pangan Program MBG Tahun 2025 — 2029 (Skenario 2)

Kehilangan Ekonomi

Anggaran Penyediaan Makanan

Persentase Kehilangan Ekonomi

2025 Rp4,567,511,442,258 Rp53,800,000,000,000 8.49%
2026 Rp15,843,076,744,243 Rp95,000,000,000,000 16.68%
2027 Rp28,264,723,290,600 Rp153,000,000,000,000 18.47%
2028 Rp40,653,506,905,835 Rp210,000,000,000,000 19.36%
2029 Rp53,330,250,646,349 Rp268,000,000,000,000 19.90%
Total Rp142,659,069,029,285 Rp779,800,000,000,000 18.29%
4.3 Dampak Sosial: Kehilangan Gizi Sisa Pangan Program MBG

Analisis kehilangan gizi akibat sisa pangan MBG dilakukan dengan merujuk pada metodologi yang
telah dijelaskan pada Sub-bab 1.4.3.3. Bagian ini menyajikan hasil estimasi kehilangan energi
(kkal) dan protein (gram) dari pangan yang terbuang, serta potensi jumlah individu yang
seharusnya masih dapat memperoleh manfaat gizi tersebut.
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Sebagai langkah awal, estimasi kehilangan gizi dihitung berdasarkan hasil timbulan sisa pangan per kapita per hari di sekolah, yang kemudian
dikonversikan menjadi nilai energi (kilokalori) dan protein (gram). Data ini diperoleh dari hasil pengukuran sisa pangan, di mana satu porsi menu
terdiri dari sumber karbohidrat, protein hewani, sayur, dan buah serta berkonsultasi dengan Ahli Gizi terkait dengan konversi yang dilakukan. Hasil
perhitungan kehilangan energi dan protein per kapita per hari disajikan pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Nilai Kehilangan Gizi per Kapita dari Sisa Pangan Program MBG pada Tiap Jenjang Sekolah

Kehilangan | 1qta] Kehilangan ~ Total Kehilangan

Kehilangan Energi

. . Timbulan Sisa | 44ri Timbulan Sisa Erotein dqri Energi dari Protein dari
Jenjang Komposisi Pangan P Timbulan Sisa Timbulan Sisa Timbulan Sisa
(gram/kapita/hari) angan Pangan Pangan Pangan
(kkal/kapita) (gr/kapita) | (kkal/kapita/hari)  (gr/kapita/hari)
Karbohidrat Nasi 32,86 57,50 131
Ayam goreng lengkuas 6,86 857 1,20
Protein
Tahu goreng 10,29 7,01 047
- 7844 3,20
Sayur kacang panjang 10,71 2,68 0,11
Sayur-mayur
Tauge 10,71 2,68 011
Buah-buahan |Buah jeruk 0,00 0,00 0,00
Karbohidrat Nasi 0,88 154 0,04
Ayam goreng lengkuas 0,59 0,74 0,10
Protein
Tahu goreng 0,88 0,60 0,04
SD 4,79 0,25
Sayur kacang panjang 3,82 0,96 0,04
Sayur-mayur
Tauge 3,82 0,96 0,04
Buah-buahan |Buah jeruk 0,00 0,00 0,00
Karbohidrat Nasi 20,73 36,28 083
SMP ) Ayam goreng lengkuas 308 385 0,54 49,37 1,82
Protein
Tahu goreng 4,62 3,15 021
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Kehilangan Energi Kehilangan | Total Kehilangan Total Kehilangan

. . TimbulanSisa | - Timbulan Sisa Erotein dqri Energi dari Protein dari
Jenjang Komposisi Pangan Timbulan Sisa Timbulan Sisa Timbulan Sisa
(gram/kapita/hari) Pangan_ Pangan Pangan Pangan
(kkal/kapita) (gr/kapita) | (Kkal/kapita/hari)  (gr/kapita/hari)
Sayur kacang panjang 9,45 2,36 0,09
Sayur-mayur
Tauge 9,45 2,36 0,09
Buah-buahan |Buah jeruk 5,96 1,36 0,05
Karbohidrat Nasi 481 841 0,19
Ayam goreng lengkuas 0,94 117 0,16
Protein
Tahu goreng 1,40 0,96 0,06
SMA 11,38 0,45
Sayur kacang panjang 1,69 042 0,02
Sayur-mayur
Tauge 1,69 042 0,02
Buah-buahan |Buah jeruk 0,00 0,00 0,00
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Hasil temuan dari total kehilangan energi yaitu sebesar 4,79 - 78,44 kkal/kapita/hari dan total
kehilangan protein yaitu sebesar 0,25 - 3,20 gr/kapita/hari. Total kehilangan energi dan protein
tertinggi berada pada jenjang TK, yaitu masing-masing sebesar 78,44 kkal/kapita/hari dan 3,20
kkal/kapita/hari dikarenakan tingginya angka timbulan sisa pangan karbohidrat dan protein pada
jenjang ini. Total kehilangan energi dan protein terendah berada pada jenjang SD, yaitu masing-
masing sebesar 4,79 kkal/kapita/hari dan 0,25 gr/kapita/hari dikarenakan rendahnya angka
timbulan sisa pangan karbohidrat dan protein pada jenjang ini.

Hasil kehilangan kalori dan kehilangan protein per kapita dari jenjang sekolah ini kemudian
diproporsikan untuk mengestimasi nilai kehilangan kalori dan kehilangan protein per kapita untuk
penerima manfaat lainnya, sebagaimana dalam Tabel 4.9 berikut. Data ini kemudian menjadi
dasar untuk menghitung proyeksi total kehilangan gizi per tahun (2025-2029) pada masing-masing
skenario jumlah penerima manfaat.

Tabel 4.9 Nilai Kehilangan Gizi per Kapita dari Sisa Pangan MBG pada Penerima Manfaat

Kehilangan Kalori Kehilangan Protein
Kategori
(kkal/kapita/hari) (gr/kapita/hari)
TK 78,44 3,20
SD 4,79 0,25
SMP 49,37 182
SMA 11,38 0,45
Balita 64,46 111
Bumil 12,37 0,45
Busui 12,90 0,47
Seminari 11,38 0,45
PKBM 15,53 0,61

Untuk melakukan proyeksi, studi ini tidak mengubah intensitas kehilangan gizi per kapita,
komposisi menu, maupun proporsi penerima manfaat per jenjang (mengacu pada data BGN Maret
2025). Hari layanan makan per tahun juga diasumsikan konstan sesuai ketentuan Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.
Dengan demikian, perbedaan antar tahun—dan antar skenario—murni dipengaruhi oleh skala
jumlah penerima manfaat.

4.3.1 Skenario 1

Secara kumulatif selama 5 tahun, total kehilangan energi Skenario 1 diperkirakan mencapai 1,3
triliun kkal dan kehilangan protein mencapai lebih dari 53 ribu ton, sebagaimana dalam Tabel 4.10.
Kehilangan kumulatif ini jika dapat dicegah maka 1,7 juta orang dapat memanfaatkan energinya
dan 2,5 juta orang dapat memperoleh manfaat dari proteinnya.



Tabel 4.10 Potensi Kehilangan Gizi dari Sisa Pangan Program MBG Tahun 2025 — 2029 (Skenario 1)

Kehilangan Kalori Kehilangan Protein

Jumlah orang yang
dapat memanfaatkan

Total Kehilangan Kalori  Jumlah orang yang dapat Total Kehilangan Protein

dari Sisa Pangan memanfaatkan kalori dari Sisa Pangan rotein vana hilana per
(kkal/tahun) yang hilang per tahun (gr/tahun) proteinyang hilang p
tahun
2025 48.018.668.241 62.647 1.881.816.882 90.450
2026 163.632.157.978 213.480 6.410.266.069 308.112
2027 272.678.491.138 355.745 10.686.072.869 513.630
2028 380.991.276.644 497.053 14.930.772.603 717.653
2029 488.992.657.038 637.955 19.163.268.595 921.090

1.354.313.251.039 1.766.880 53.072.197.018 2.550.935

4.3.2 Skenario 2

Secara kumulatif selama 5 tahun, total kehilangan energi Skenario 2 diperkirakan mencapai 2,2
triliun kkal dan kehilangan protein mencapai lebih dari 86 ribu ton, sebagaimana dalam Tabel 4.11.
Kehilangan kumulatif ini jika dapat dicegah maka 2,8 juta orang dapat memanfaatkan energinya
dan 4,1 juta orang dapat memperoleh manfaat dari proteinnya.

Tabel 4.11 Potensi Kehilangan Gizi dari Sisa Pangan Program MBG Tahun 2025 — 2029 (Skenario 2)

Kehilangan Kalori Kehilangan Protein

Jumlah orang yang
Total Kehilangan Protein dapat memanfaatkan

Total Kehilangan Kalori  Jumlah orang yang dapat

dari Sisa Pangan memar.lfaatkan kalori dari Sisa Pangan (gr/tahun) protein yang hilang per
(kkal/tahun) yang hilang per tahun tahun
2025 199.458.032.118 260.219 7.816.616.033 375.709
2026 498.840.551.025 650.803 19.549.200.438 939.640
2027 498.840.551.025 650.803 19.549.200.438 939.640
2028 498.840.551.025 650.803 19.549.200.438 939.640
2029 498.840.551.025 650.803 19.549.200.438 939.640

2.194.820.236.219 2.863.431 86.013.417.786 4.134.267







5.1 Finlandia: National School Meal Program

Program makanan sekolah berperan penting dalam sistem pendidikan Finlandia. Akses yang
setara terhadap pendidikan dan makanan sekolah gratis menjadi salah satu faktor kunci dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengubah Finlandia menjadi masyarakat berbasis
pengetahuan. Awalnya, makanan sekolah bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan kekurangan
gizi pascaperang. Pada saat itu, Finlandia juga menampung kembali ribuan pengungsi internal dan
anak yatim piatu. Lalu, Undang-undang menetapkan program makanan gratis bagi semua murid
mulai berlaku secara nasional pada tahun 1948. Selama lebih dari 77 tahun, Finlandia telah
menawarkan makanan sekolah untuk semua siswa dan menjadi program makanan sekolah gratis
terlama di dunia yang didanai dengan pajak pemerintah dan kota. Dana untuk biaya operasional
disalurkan langsung kepada penyedia pendidikan (Kuusipalo & Manninen, 2023).

1.! Target Penerima Manfaat

Selama tujuh dekade, program makanan sekolah Finlandia menjadi program pendidikan pangan
multidimensi yang mencakup semua anak, mulai dari pendidikan dasar hingga jenjang kejuruan
dan universitas.

2.! Bentuk Program

Model makanan sekolah Finlandia mengintegrasikan sistem makanan yang berkelanjutan,
seimbang, aman, menarik, dan gratis ke dalam pendidikan pangan di seluruh kurikulum. Makanan
sekolah di Finlandia dianggap sebagai bagian dari kurikulum inti nasional, yang tidak hanya
menyediakan makanan gratis dan seimbang setiap hari sekolah, tetapi juga memberikan
pengetahuan dan keterampilan terkait pangan kepada siswa. Makanan sekolah memainkan peran
kunci dalam pendidikan pangan di sekolah dan peningkatan kesejahteraan seluruh warga sekolah.
Tujuan pendidikan pangan di sekolah adalah untuk menyediakan pangan sehari-hari yang sehat
dan berkelanjutan, keragaman alternatif pangan dan signifikansinya, serta bertujuan pada
kompetensi pangan.

Terdapat langkah-langkah konkrit untuk perencanaan makanan, yakni:

a.! Makanan seimbang mengacu pada kecukupan makanan, dengan mempertimbangkan tempat
di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung serta lamanya hari sekolah.

b.! Peralatan dapur, seperti jenis dan jumlah oven dan ruang penyimpanan dingin, direncanakan
sesuai dengan metode memasak dan jumlah makanan yang akan disajikan.

c.! Terdapat berbagai praktik dalam penyiapan makanan, dan praktik-praktik ini dapat berjalan
secara paralel bahkan di dalam wilayah satu kotamadya, tergantung pada kebutuhan spesifik
wilayah tersebut. Pemilihan metode ditentukan oleh faktor-faktor seperti efisiensi biaya dan
tenaga kerja, kecukupan ruang lantai, dan kapasitas ruang penyimpanan panas dan dingin di
dapur. Metode produksi makanan di kotamadya dapat terpusat atau terdesentralisasi,
misalnya makanan dapat disiapkan di dapur sekolah atau sebagian makanan dapat disiapkan
di dapur pusat dan kemudian diangkut ke sekolah.



Gambar 5.1 Kondisi Kegiatan National School Meal Program

Sumber: Finnish National Agency for Education, 2025

Pada Gambar 5.1 diperlihatkan bahwa program makanan sekolah disajikan dalam model
prasmanan. Hal ini dinilai lebih mudah dan efisien untuk semua pihak. Sekolah menyajikan
makanan dan para murid dapat mengambil porsi sesuai kebutuhannya sendiri.

3.!' Instansi Terlibat
a.! Persiapan dan Penyajian makanan
! Pemerintah lokal, yaitu pemerintah daerah (kota madya) bertanggung jawab atas
pelaksanaan di sekolah dan sering kali mengontrak perusahaan katering untuk
menyiapkan dan menyajikan makanan di sekolah. Pemerintah daerah juga
bertanggung jawab atas pengelolaan sampah yang dihasilkan.
b.! Pendidikan
! Kementrian Pendidikan dan Budaya bertanggung jawab dalam implementasi praktis
program makan sekolah gratis pada tingkat nasional.
el Badan Pendidikan Nasional Finlandia bertanggung jawab dalam pengembangan
kurikulum dan pendidikan, serta mengkoordinasikan Forum Makanan Sekolah
Nasional.
c.! Kesejahteraan
el Kementerian Sosial dan Kesehatan mengkoordinasikan pengembangan dan
pemantauan gizi dan kesejahteraan di tingkat nasional.
el Lembaga Nasional untuk Kesehatan dan Kesejahteraan melakukan penelitian
terkait kesehatan dan kesejahteraan penerima manfaat.
el Dewan Nutrisi Nasional mengembangkan dan memberikan rekomendasi nutrisi
menu.
d.!' Produksi
el Kementerian Pertanian dan Kehutanan mengoordinasikan kebijakan pangan
nasional dan keamanan pangan.
<! Otoritas pangan Finlandia mengoordinasikan keamanan pangan.
e Institut Sumber Daya Alam Finlandia melakukan penelitian tentang sumber daya
alam dan keberlanjutan.
el Perkebunan dan perusahaan swasta memproduksi dan menjual bahan pangan ke
kotamadya/perusahaan katering yang dikontrak oleh pemerintah lokal.



1.! Pelibatan Penerima Manfaat

Program makanan sekolah menjadi tempat yang sangat baik untuk pendidikan terkait makanan.
Jadi setiap makanan yang disajikan dapat bertindak sebagai alat pedagogis untuk mengajarkan
tidak hanya nutrisi dan keberlanjutan yang tepat tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran
tentang pemborosan makanan dan cara mencegahnya. Menu-menu yang disajikan telah
menyeseuaikan dengan rekomendasi gizi dan preferensi siswa. Di beberapa kotamadya, siswa
berpartisipasi aktif dalam pengembangan menu melalui pemungutan suara dan terdapat satuan
tugas terpisah untuk pengembangan menu. Murid didorong untuk mengambil bagian dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi makanan sekolah dan khususnya waktu istirahat makan.
Dengan demikian, umpan balik dari siswa merupakan informasi yang berharga.

2.! Upaya Pengurangan Sisa Pangan

Program makanan sekolah ini erat kaitannya dengan sisa pangan. Untuk itu Finlandia melakukan
beberapa upaya, yakni: (i) merencanakan menu secara efisien untuk mengurangi pemborosan
bahan makanan; (ii) menggunakan bahan lokal untuk mendukung keberlanjutan; (iii) melakukan
kontrol porsi makanan sesuai kebutuhan siswa; serta (iv) melakukan edukasi kepada siswa untuk
meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghabiskan makanan.

3.! Penanganan Sisa Pangan

Finlandia telah melakukan beberapa cara menangani sisa pangan. Untuk sisa pangan layak
konsumsi, Finlandia melakukan redistribusi makanan ke komunitas/organisasi yang
membutuhkan. Sementara sisa pangan tidak layak konsumsi diolah menjadi kompos atau
digunakan untuk produksi energi melalui teknologi anaerobic digestion.

4! Tantangan

Tantangan yang utama dalam mengelola program makan gratis dan beserta sisa pangannya di
Finlandia adalah menyesuaikan menu dengan preferensi siswa. Selain itu, tantangan lainnya
adalah pengadaan infrastruktur daur ulang sisa pangan, dimana membutuhkan dana investasi
yang besar. Teknologi Anaerobic digestion lebih umum di wilayah urban, sementara daerah
terpencil seringkali kekurangan akses.

52 Jepang: Ky!shoku

Program makan siang sekolah di Jepang dimulai pada tahun 1889 di sebuah sekolah dasar swasta,
"Sekolah Dasar Chuai", di Kota Tsuruoka, Prefektur Yamagata. Program ini menyediakan makan
siang gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Setelah itu, program makan siang sekolah meluas
terutama ke wilayah perkotaan dan kemudian ke seluruh negeri, termasuk pada masa Kkrisis
pangan pasca Perang Dunia Il. Per Mei 2021, makan siang sekolah telah disediakan untuk 99,7%
sekolah dasar negeri dan 98,2% sekolah menengah pertama negeri di Jepang (Health Education
and Shokuiku Division, 2023).

1.! Target Penerima Manfaat

Target penetima manfaat dari program ini dari Siswa sekolah dasar (Sh#gakk#) hingga menengah
pertama (Chlgakk#), dengan rentang usia 6-15 tahun. Hampir semua siswa sekolah negeri
diwajibkan mengikuti program Ky !'shoku.



2.! Bentuk Program

Pemerintah Jepang memberlakukan "Undang-Undang Program Makan Siang Sekolah”, yang
mewajibkan semua sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama untuk menyediakan
makan siang sekolah yang aman dan seimbang bagi siswa. Di Jepang, pendidikan tentang pangan
dan gizi (Shokuiku) dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan sekolah. Makan siang sekolah
disajikan sebagai "buku teks hidup" yang memungkinkan anak-anak belajar tentang berbagai
budaya pangan dan makanan tradisional setempat, tata krama makan, rasa terima kasih kepada
mereka yang menyiapkan makanan, produksi, distribusi, dan konsumsi pangan, dan sebagainya.
Berbagai upaya dilakukan agar anak-anak memperoleh pengetahuan yang akurat tentang pangan
dan gizi, pertimbangan yang baik dalam memilih makanan, dan pola makan yang sehat dan
bergizi.

Gambar 5.2 Kondisi Kegiatan Ky!shoku

Sumber: Life Where I'm From, 2018

Pada Gambar 5.2 diperlihatkan bahwa sebagian besar makanan disiapkan di dapur sekolah. Sistem
ini memungkinkan makanan disiapkan segar setiap hari dan sesuai dengan kebutuhan gizi siswa.
Makanan disiapkan di dapur sekolah atau di pusat makan siang sekolah, lalu diantar ke sekolah.
Di banyak sekolah, anak-anak menyiapkan makanan sendiri, makan di ruang kelas mereka sendiri,
dan membersihkannya setelah makan. Di beberapa sekolah, siswa makan di ruang makan, alih-
alih di ruang kelas. Makanan disajikan dalam gaya prasmanan, tetapi dengan porsi yang dikontrol
oleh guru dan siswa. Siswa dilatih untuk menyajikan makanan kepada teman-temannya sebagai
bagian dari pendidikan sosial.

3.!' Instansi Terlibat
¥  Pemerintah daerah mengelola dana dan kebijakan implementasi program.

¥ Kementerian Pendidikan, Olahraga, Sains, dan Teknologi (MEXT) menyusun pedoman
nasional untuk menu sehat dan bergizi.

¥  Sekolah melaksanakan program, termasuk persiapan (menyediakan fasilitas dapur dan
staf) dan penyajian makanan. Untuk di daerah yang lebih padat, makanan dimasak di pusat
dapur yang dikelola oleh pemerintah daerah.



¥ Petani lokal memasok bahan makanan segar dan musiman.
4! Pelibatan Penerima Manfaat

Siswa terlibat dalam membantu menyajikan makanan, mencuci peralatan makan, dan
berpartisipasi dalam edukasi gizi (Shokuiku). Lalu, terdapat "Bulan Shokuiku", dan Konvensi
Nasional Promosi Shokuiku diselenggarakan sebagai inisiatif nasional. Dalam kegaitan ini
terdapat penghargaan, pameran untuk promosi Shokuiku, simposium, dan acara panggung. Dalam
konteks ini, organisasi yang terkait dengan makan siang sekolah juga mengadakan pameran, yang
merupakan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik tentang
Shokuiku melalui makan siang sekolah dan mempererat kerja sama antar pemangku kepentingan
terkait. Selain itu, terdapat konsep "Mottainai" atau “Mubazir” yang diajarkan kepada siswa untuk
menghargai makanan dan mengurangi pemborosan.

5. Upaya Pengurangan Sisa Pangan

Terdapat beberapa upaya pengurangan sisa pangan, yakni: (i) penggunaan bahan lokal dan
musiman untuk meminimalkan limbah; (ii) menu disusun dengan perencanaan nutrisi yang cermat;
(ili) edukasi kepada siswa untuk menghabiskan makanan dan memahami nilai dari setiap
hidangan; dan (iv) mengontrol porsi yang sesuai dengan kebutuhan usia siswa.

Gambar 5.3 Kampanye “Mottainai Ghost” di Televisi Publik
Sumber: Japan Living Guide, 2025

Pada Gambar 5.3 merupakan contoh kampanye “Mottainai Ghost” yang disiarkan di televisi publik
untuk meningkatkan kesadaran tentang pemborosan makanan. Anak-anak diberi tahu oleh orang
tua mereka bahwa jika mereka menyisakan makanan di piring mereka atau membuang makanan,
“Mottainai Ghost” akan datang mengejar mereka.

6.! Penanganan Sisa Pangan

Salah satu contoh upaya penangan sisa pangan adalah di Kota Sapporo di Prefektur Hokkaido,
yang menerapkan program "kompos daur ulang makanan" untuk makan siang sekolah. Dalam
program ini, makan siang sekolah disiapkan dengan sayuran yang ditanam oleh petani lokal
menggunakan kompos yang terbuat dari sisa makanan dan limbah lain dari proses memasak
makan siang sekolah. Dari 300 sekolah lokal di kota tersebut, hampir 100% di antaranya
mengumpulkan sisa pangan, dan semuanya menggunakan sayuran yang dihasilkan dari kompos
ini untuk makan siang sekolah. Selain itu, sekitar 70% sekolah setempat melakukan kegiatan
budidaya menggunakan kompos ini. Melalui upaya ini, Shokuiku dan pendidikan lingkungan hidup
di sekolah semakin ditingkatkan.



Jepang mempromosikan penggunaan pangan dan produk lokal serta bahan pangan lokal dalam
menu makan siang sekolah berdasarkan Undang-Undang Shokuiku dan Rencana Dasar untuk
Promosi Shokuiku. Penggunaan pangan lokal sangat penting untuk memfasilitasi pemahaman
anak-anak tentang alam, budaya, industri, dan sebagainya, dan menu makan siang sekolah di
Jepang juga mencakup unsur edukasi ini. Lebih lanjut, penggunaan produk lokal berkontribusi
dalam mengurangi beban lingkungan akibat pengangkutan produk pangan, sehingga sangat
efektif dari perspektif SDGs.

7. Tantangan

Terdapat beberapa permasalahan dalam penggunaan produk lokal untuk makan siang sekolah.
Beberapa produk pertanian lokal mahal harganya, dan pasokan produk lokal yang stabil dan
memenuhi standar tertentu seringkali sulit. Menanggapi permasalahan tersebut, Kementerian
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengirimkan koordinator "produksi lokal untuk konsumsi
lokal" untuk menjembatani penyedia makan siang sekolah dan penyedia produksi pertanian, serta
mendukung pengembangan menu yang menggunakan produk pertanian lokal. Pada tahun
anggaran 2021, persentase produk lokal yang digunakan dalam makan siang sekolah berdasarkan
nilai moneter rata-rata adalah 56%.

5.3 Amerika Serikat: National School Lunch Program (NSLP)

Lembaga amal swasta dan dewan sekolah lokal mulai menyediakan dana untuk makan siang
sekolah di beberapa lokasi sejak awal abad ke-20. Pada tahun 1930-an, pemerintah AS mulai
memberikan pinjaman dan menyediakan surplus pertanian untuk program makan siang sekolah
yang diselenggarakan secara lokal. Administrasi Kemajuan Pekerjaan (Works Progress
Administration), sebuah program era Depresi Besar, juga mulai menyediakan tenaga kerja yang
dibutuhkan sekolah untuk memasak dan menyajikan makanan. Pada tahun 1946, Kongres
meloloskan Undang-Undang Makan Siang Sekolah Nasional, yang membentuk National School
Lunch Program (Toossi et al., 2023).

Gambar 5.4 Kondisi Kegiatan NSLP
Sumber: Gecker, J., 2021

1.! Target Penerima Manfaat

Program Makan Siang Sekolah Nasional (NSLP) menyediakan makan siang berbiaya rendah atau
gratis untuk anak-anak dan beroperasi di hampir 100.000 sekolah swasta negeri dan nirlaba, dari
jenjang pendidikan prasekolah dan taman kanak-kanak hingga jenjang sekolah menengah atas



(USDA, 2025). Makanan yang disajikan melalui NSLP tersedia untuk semua anak di sekolah yang
mengoperasikan program tersebut, dan sekolah menerima penggantian biaya (reimbursement)
dari pemerintah federal untuk setiap makanan yang disajikan. Makanan ini tersedia tanpa biaya
untuk anak-anak dari rumah tangga dengan pendapatan pada atau di bawah 130 persen dari
tingkat kemiskinan Federal untuk ukuran rumah tangga mereka, dan harga yang lebih rendah
untuk mereka yang berasal dari rumah tangga dengan pendapatan antara 130 dan 185 persen dari
tingkat kemiskinan Federal untuk ukuran rumah tangga mereka. Jika tidak, anak-anak harus
membayar yang dianggap sebagai harga penuh. Anak-anak juga dapat memenuhi syarat untuk
makanan tanpa biaya atau harga yang dikurangi jika rumah tangga mereka berpartisipasi dalam
program Federal yang diuji berdasarkan kemampuan tertentu atau jika anak tersebut adalah
seorang migran, tunawisma, atau dalam pengasuhan sementara (Toossi et al., 2023).

Sebanyak 30,1 juta anak berpartisipasi dalam NSLP pada tahun fiskal 2022 dan lebih dari 4,95
miliar makan siang sekolah disajikan. Hampir semua, 95,4 persen, dari makan siang ini disajikan
secara gratis atau dengan harga diskon karena keadaan khusus terkait pandemi COVID-19.
Sebelum pandemi, pada tahun fiskal 2019, 29,6 juta anak berpartisipasi dan 4,87 miliar makan
siang disajikan. Sekitar 75 persen dari makan siang ini disajikan secara gratis atau dengan harga
diskon (Toossi et al., 2023).

2.! Bentuk Program

Program ini sering disajikan di kafetaria sekolah. Sekolah lain menyediakan makanan yang siap
disajikan dari dapur pusat distrik, vendor luar, atau sumber lainnya. Beberapa distrik sekolah
mengawasi operasional layanan makanan mereka sendiri, sementara yang lain mengontrak
perusahaan manajemen layanan makanan yang lebih besar. Makanan yang disajikan di sekolah
diharuskan memenuhi persyaratan gizi Federal, yang harus diperbarui secara berkala agar
konsisten dengan Dietary Guidelines for Americans (USDA, 2020).

Gambar 5.5 Konsep Offer vs Serve (OVS)

Sumber: School Meals That Rock, 2025

Pada Gambar 5.5 dijelaskan bahwa terdapat pilihan terkait jenis penyajian yang akan diberikan
kepada siswa, yakni Serve Only (SO) dan Offer vs Serve (OVS). Dengan menggunakan opsi Serve



Only (SO), siswa akan disajikan kelima komponen makanan dalam menu makan siang, sedangkan
opsi Offer vs Serve (OVS) memungkinkan siswa untuk memilih minimal tiga dari lima jenis
makanan yang ditawarkan dalam menu makan siang (Child Nutrition Reauthorization Act of 1998).
Ketentuan OVS diterapkan untuk meminimalkan terjadinya sisa pangan dan untuk menawarkan
lebih banyak pilihan makanan dalam program makan siang sekolah.

3.! Instansi Terlibat

¥  United States Department of Agriculture (USDA) mengelola program NSLP, membentuk
panduan, menyediakan pendanaan, serta memastikan makanan memenuhi standar
kesehatan dan gizi nasional.

¥ Pemerintah lokal mengelola logistik dan implementasi kebijakan yang relevan di tingkat
lokal

¥ Sekolah mengimplementasikan program makan siang, termasuk pengadaan dan
penyajian makanan.

¥  Penyedia bahan makanan memasok bahan makanan sesuai kebutuhan, sering kali melalui
kontrak lokal atau nasional.

4! Pelibatan Penerima Manfaat

Siswa dilibatkan dengan cara diberi kesempatan untuk memilih makanan mereka sendiri yang
diakomodir melalui sistem prasmanan. Lalu, siswa dilibatkan dalam Farm to School Grant Program,
di mana siswa melakukan kegiatan seperti pengomposan sampah dari kantin, memberi makanan
sisa kepada ayam yang dipelihara di lingkungan sekolah, termasuk juga dalam pengembangan
gizi. Guru dan staf sekolah juga ikut terlibat dalam pengawasan distribusi makanan dan mengelola
program pengelolaan sampah di beberapa sekolah.

5. Upaya Pengurangan Sisa Pangan

Terdapat beberapa upaya pengurangan sisa pangan yang telah dilakukan. Dalam program NSLP
Sekolah merancang menu sesuai pedoman USDA untuk meminimalkan surplus bahan makanan.
Menu yang disajikan juga fleskibel, dengan menawarkan makanan yang disukai siswa untuk
mengurangi penolakan dan pemborosan. NSLP juga menawarkan porsi lebih kecil untuk
menghindari siswa membuang makanan yang tidak diinginkan.

Pada Gambar 5.6 dijelaskan bahwa terdapat program Smarter Lunchrooms Movement, yaitu
strategi edukasi prinsip ekonomi perilaku dengan membuat sajian dan penempatan makan lebih
praktis dan menarik, sehingga anak-anak memilih dan makan siang yang lebih sehat dan
menyukainya (Just & Wansink, 2010). Terdapat beberapa prinsip Smarter Lunchrooms Movement
mencakup upaya untuk: (i) mengelola ukuran porsi; (ii) membuat pilihan sehat lebih mudah; (iii)
meningkatkan visibilitas makanan sehat; dan (iv) meningkatkan ekspektasi rasa (Rimmer, 2002).
Program ini secara signifikan meningkatkan meningkatkan konsumsi buah dan sayur, serta
mengurangi pemborosan buah dan sayur (Hubbard et al., 2015.).



Gambar 5.6 Contoh Program Smater Lunchroom
Sumber: Wansink, B., 2025
Gambar 5.7 merupakan buku panduan berjudul “Hemat Makanan, Hemat Uang, Selamatkan

Planet” mengajak masyarakat untuk mengurangi sisa pangan dengan motto “Bersama kita dapat
mengatasi sisa pangan, makan dengan baik, hemat uang, dan selamatkan planet”.

Gambar 5.7 7 Booklet “Save food, save money, save the planet”
Sumber: Food Systems Lab, 2018

6.! Penanganan Sisa Pangan

Amerika Serikat melakukan pengelolaan food waste berdasarkan Food Recovery Hierarchy dari
United States Environmental Protection Agency (USEPA). lalu, terdapat penerapan redistribusi
makanan, yakni organisasi seperti Food Rescue dan Feeding America mendistribusikan surplus
makanan dari sekolah ke komunitas yang membutuhkan. Beberapa sekolah bekerja sama dengan



bank makanan setempat untuk mendonasikan makanan yang masih layak konsumsi. Terdapat
inisiatif "Spoiler Alert" yang menggunakan platform digital untuk menghubungkan produsen dan
pengecer dengan lembaga amal dan bisnis yang membutuhkan surplus bahan pangan. Teknologi
ini membantu mengurangi sisa pangan dengan mendistribusikan makanan yang masih layak
konsumsi kepada yang membutuhkan (Bappenas & GAIN, 2024). Selain itu, sekolah di beberapa
distrik telah mengadopsi sistem komposting untuk mengubah limbah makanan menjadi pupuk
organik.

7. Tantangan

Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan sisa pangan, pertama berkaitan dengan
preferensi makanan. Kebanyakan siswa menolak makanan sehat yang tidak sesuai dengan
kebiasaan makan mereka, terutama buah dan sayur. Selanjutnya, terkait dengan regulasi yang
ketat. Aturan keamanan makanan dapat membatasi redistribusi makanan surplus, meskipun masih
layak konsumsi. Selain itu, infrastruktur daur ulang yang terbatas, dimana tidak semua sekolah
memiliki akses ke fasilitas komposting atau daur ulang sisa makanan.

54 Brasil: Programa Nacional de Alimentas«o Escolar (PNAE)

Program Pemberian Makanan Sekolah Nasional Brasil (PNAE) berawal dari Layanan Makanan
Jaminan Sosial (Servico de Alimentacdo da Previdéncia Social—SAPS), yang didirikan pada bulan
Agustus 1940. Selama tahun 1950-an, Josué de Castro, Wakil Federal dan Presiden Dewan Eksekutif
Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran dunia tentang masalah kelaparan dan kemiskinan ekstrem, dengan
mempromosikan proyek-proyek yang menyoroti kelaparan dan kemungkinan solusinya melalui
tindakan dan kemauan para pemangku kepentingan sosial (Peixinho, 2013). Undang-Undang No.
11.947 (diberlakukan pada tahun 2009) menetapkan beberapa prinsip untuk penyediaan makanan
sekolah di Brasil, termasuk bahwa siswa berhak atas makanan sekolah yang menjamin keamanan
pangan dan gizi mereka;, makanan yang disediakan harus sehat, bervariasi, dan menghormati
budaya lokal serta kebutuhan spesifik; dan pendidikan gizi harus dimasukkan dalam kurikulum
sekolah. Selain itu, undang-undang tersebut menyediakan dana untuk Program Makanan Sekolah
Nasional (PNAE) (Global Food Research Program, 2025).

1.! Target Penerima Manfaat

Tujuan utama Program Pemberian Makanan Sekolah Nasional (PNAE—Programa Nacional de
Alimentacdo Escolar) adalah memenuhi sebagian kebutuhan gizi siswa dengan menyediakan
setidaknya satu kali makan dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan gizi selama mereka
bersekolah. Oleh karena itu, makanan sekolah harus memenuhi setidaknya 15% dari kebutuhan
gizi harian siswa (Silva et al., 2022). Kebijakan Brasil ini telah melayani 44 juta siswa per tahun,
yang tersebar di 5.568 kotamadya, serta diakui di seluruh dunia sebagai acuan implementasi
program pemberian makanan sekolah yang berkelanjutan (Silva dkk., 2018). Pemberian makanan
di sekolah di Brasil merupakan hak universal siswa yang terdaftar di pendidikan dasar negeri dan
kewajiban Negara, yang dijamin oleh Konstitusi. PNAE mencakup semua sekolah negeri dan
komunitas dalam sistem pendidikan dasar, mulai dari tempat penitipan anak, taman kanak-kanak,
sekolah dasar, sekolah menengah atas, hingga pendidikan untuk dewasa muda (Sidaner et al.,
2013).



2.! Bentuk Program

Program Pemberian Makanan Sekolah Nasional (PNAE) sebagian besar disiapkan di dapur sekolah
dengan sistem penyajian menggunakan metode prasmanan seperti yang terlihat pada Gambar 5.8.
Setiap hari disiapkan di kafetaria dengan bahan-bahan yang akan disajikan kepada anak-anak,
yang memungkinkan siswa untuk mengamati proses persiapan dan transformasi yang terjadi pada
makanan.

Gambar 5.8 8 Kondisi Kegiatan PNAE
Sumber: Langlois, 2024
3.!' Instansi Terlibat

¥ Pemerintah Federal melalui Dana Nasional untuk Pengembangan Pendidikan (FNDE), yang
bertanggung jawab untuk menetapkan aturan program; badan pelaksana, yang terdiri dari
sekretariat pendidikan negara bagian, distrik federal, dan kotamadya; serta sekolah-
sekolah federal. Unit pelaksana dicirikan sebagai asosiasi sipil nirlaba yang didirikan
sebagai badan hukum berdasarkan hukum privat dan terhubung dengan sistem sekolah,
yang dapat dibentuk atas inisiatif sekolah, masyarakat, atau keduanya. Unit pelaksana
semacam itu dapat disebut "kotak sekolah", "asosiasi orang tua-guru’, atau "lingkaran
orang tua-guru”(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao (FNDE), 2019; Silva et
al., 2022).

¥  Pemerintah lokal mengelola implementasi program di wilayah masing-masing, yang
menetapkan bahwa setidaknya 30% pembelian makanan untuk sekolah harus berasal dari
petani keluarga. Dengan demikian, setiap kotamadya/pemerintah lokal dapat
mengorganisir secara mandiri, bersama petani lokal, untuk menyediakan makanan bagi
sekolah. (Republica Federativa do Brasil, 2009)

¥ Dewan Makanan Sekolah (Conselho de Alimentacéo Escolar- CAE) bertanggung jawab
untuk memantau perolehan produk, kualitas makanan yang ditawarkan kepada siswa,
kondisi higienis-sanitasi di mana makanan disimpan, disiapkan dan disajikan, distribusi dan
konsumsi, pelaksanaan keuangan dan tugas mengevaluasi akuntabilitas entitas pelaksana
dan mengeluarkan pendapat yang konklusif (Silva et al, 2022, Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educacéo (FNDE), 2019).



¥ Penyedia bahan makanan menyediakan bahan makanan segar sesuai kebutuhan program
yang juga berguna dalam mendukung ekonomi lokal.

4! Pelibatan Penerima Manfaat

PNAE secara signifikan menjadi bagian dari pendekatan ketahanan pangan dan gizi yang
komprehensif dan telah menjadi contoh integrasi pendidikan, pertanian, kesehatan, dan
perlindungan sosial untuk meningkatkan akses terhadap pola makan sehat di sekolah sekaligus
memperkuat pertanian keluarga (Sidaner et al., 2013). Undang-undang PNAE memberi kewajiban
bagi ahli gizi untuk memperhatikan budaya makanan lokal, khususnya preferensi siswa, saat
menyiapkan menu makanan sekolah dan partisipasi efektif dari berbagai perwakilan di Dewan
Makanan Sekolah (CAE).

5. Upaya Pengurangan Sisa Pangan

Brasil mengurangi sisa pangan dalam program makanan sekolah melalui pelatihan profesional,
peningkatan infrastruktur penyimpanan makanan, pengendalian hama ekologis, dan pemantauan
pembelian makanan untuk mencegah terjadinya sisa pangan. Metode pembuangan berkelanjutan
seperti pengomposan juga akan didorong. Brasil akan menggalakkan kampanye untuk
meningkatkan kesadaran tentang risiko makanan ultra-olahan dan mendorong konsumsi
makanan segar dengan proses minimal. Kampanye ini akan menekankan nilai sosial dan budaya
dari makan dan perannya dalam pencegahan penyakit (School Meals Coalition, 2025).

Dalam mengelola kegiatan PNAE dan upaya pengurangan sisa pangan, terdapat departemen
khusus, yaitu Divisi Pemberian Makanan Sekolah (DIALE—Divisdo de Alimentacao Escolar). DIALE
terdiri dari 15 karyawan: seorang manajer yang bertanggung jawab atas divisi tersebut, lima ahli
gizi, dan sembilan karyawan yang terbagi dalam fungsi administratif. Departemen ini melayani
rata-rata 15-20 orang setiap hari, termasuk kepala sekolah, guru sekolah, pemasok, dan
masyarakat umum, dengan dua tim layanan yang terbagi dalam dua shift: pagi dan sore (SEMED,
2019). Divisi ini mengawasi dan mengunjungi sekolah-sekolah di jaringan pendidikan kota;
mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi menu makanan sekolah; merencanakan,
mengoordinasikan, dan mengawasi penerapan uji penerimaan menu yang dipraktikkan; menyusun
dan menerapkan Manual Praktik Baik untuk Layanan Makanan Sekolah; melakukan analisis
sensorik terhadap sampel bahan makanan sekolah; berinteraksi dengan petani keluarga dan
wirausahawan keluarga pedesaan serta organisasi mereka; merencanakan, mengoordinasikan,
dan melaksanakan program pelatihan untuk juru masak sekolah dan manajer unit sekolah; dan
mempromosikan dan mengoordinasikan program penilaian gizi.

Untuk memungkinkan keterlibatan penerima manfaat dalam program, FNDE menyediakan E-
PNAE. Aplikasi ini merupakan aplikasi pengawasan masyarakat sipil yang memungkinkan orang
tua, siswa, guru, ahli gizi, konselor pemberian makanan sekolah, dan seluruh komunitas untuk
memantau dan mengevaluasi makanan yang disajikan di sekolah negeri di seluruh negeri. Di
dalam aplikasi, pengguna dapat menelusuri peta kota dan menandai sekolah sesuai keinginan.
Pengguna juga dapat mengevaluasi makanan yang ditawarkan di sekolah dan menambahkan
komentar/foto yang mendukung evaluasi tersebut (World Food Programme & FNDE, 2024).
Aplikasi ini tentu menjadi salah satu upaya pengurangan sisa pangan PNAE.

6.! Penanganan Sisa Pangan

Undang-Undang No. 11.947/2009, yang mengatur Program Pemberian Makanan Sekolah Nasional
(PNAE), mengatur inklusi praktik pendidikan pangan dan gizi dalam proses belajar mengajar,
dengan membabhas topik-topik seperti pola makan sehat dan keamanan pangan. Undang-undang



ini juga menetapkan bahwa setidaknya 30% pangan yang diperoleh untuk program pemberian
makanan sekolah harus berasal dari pertanian keluarga. Hal ini memperkuat jalur produksi,
transportasi, dan konsumsi yang efisien, memfasilitasi logistik, dan mendorong penggunaan
produk lokal, yang secara signifikan berkontribusi pada pengurangan sisa pangan yang diperoleh
(Veloso, 2024).

Strategi penting lainnya adalah Jaringan Pemberian Makanan Sekolah Berkelanjutan (RAES), yang
dibentuk oleh Dana Nasional untuk Pengembangan Pendidikan (FNDE) dan Badan Kerja Sama
Brasil (ABC), dengan sekretariat FAO. RAES mendorong dialog dan pertukaran antarnegara di
Amerika Latin dan Karibia untuk membahas solusi dan tantangan terkait kehilangan dan
pemborosan pangan, sebagai komponen penting dari program pemberian makanan di sekolah
(Veloso, 2024). Sisa makanan yang tidak bisa dimanfaatkan digunakan sebagai kompos untuk
pertanian (School Meals Coalition, 2025).

7. Tantangan

Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan sisa pangan dari program ini. Pertama, jarak
yang jauh dan infrastruktur transportasi buruk di wilayah pedesaan menyebabkan keterlambatan
pengiriman dan kerusakan bahan makanan. Selain itu, fasilitas komposting dan daur ulang sisa
pangan masih jarang, sehingga banyak sisa makanan berakhir di TPA. Lalu, pemerintah kota,
terutama di wilayah metropolitan, menghadapi tantangan saat membeli dari petani keluarga
(family farmer). Tantangan ini berkaitan dengan kapasitas pasokan petani dan kesulitan yang
dihadapi produsen kecil dalam menangani prosedur teknis dan pengaturan pengiriman, anggaran,
serta proses pembelian. Permasalahan terkait persiapan makanan (waktu yang dihabiskan,
kemampuan menyiapkan makanan segar), penolakan politik dari mantan pemasok, dan
kepentingan ekonomi yang terkait dengan agribisnis dan industri pangan merupakan tantangan
tambahan dalam memasukkan produk segar dari petani keluarga ke dalam menu sekolah
(Burlandy et al., 2010).

55 Korea Selatan: Free School Meal Program(FSMP)

Tahap awal program makanan sekolah di Korea Selatan dimulai pada tahun 1953 dengan
dukungan UNICEF, dan berkembang melalui berbagai bentuk kegiatan seperti CARE Lunch
Program and Food for Peace. Undang-Undang Kesehatan Sekolah tahun 1967 menjadi landasan
program ini, yang secara resmi dimulai pada tahun 1973. Meskipun mengalami tantangan di awal
berlangsungnya program, termasuk ketika terjadinya wabah keracunan makanan pada tahun
1977, program ini terus berkembang berkat peran penting Kementerian Pendidikan dalam
perumusan kebijakan. Undang-Undang Makanan Sekolah tahun 1981 memberikan kerangka
hukum bagi perluasan dan penyempurnaan program (Rho, 2017). Program Makanan Sekolah
Gratis (FSMP) yang ada saat ini, dimulai pada tahun 2011, yang memungkinkan 45 sekolah
menyediakan makan siang gratis bagi setiap siswa, terlepas dari latar belakang keuangan keluarga
mereka (Baek et al., 2019). Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kesehatan siswa,
mempromosikan pola makan tradisional Korea, dan menyediakan kesempatan untuk menerapkan
kebiasaan makan yang lebih sehat melalui pendidikan gizi dan penyediaan makanan gratis (Woo,
2015).

1.! Target Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari FSMP Korea Selatan mencakup semua siswa dari sekolah dasar hingga
sekolah menengah atas tanpa pertimbangan kelayakan ekonomi. FSMP Korea Selatan



menggantikan kebijakan makan siang bersubsidi sebelumnya, dengan implementasi atau
perluasan yang dilakukan secara bertahap dan selektif karena pertimbangan anggaran provinsi
(Baek dkk., 2019). Jadi, semua siswa, dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar,
menengah pertama, dan menengah atas di Seoul menerima makan siang gratis (Eun-byel, 2022).

2.! Bentuk Program

Berdasarkan amandemen penuh Undang-Undang Makanan Sekolah tahun 2007, layanan
makanan sekolah harus dikelola sendiri oleh sekolah, kecuali dalam beberapa kasus yang tidak
umum. Per Februari 2019, layanan makanan sekolah dikelola sendiri di 98% sekolah, dan hanya
dioperasikan oleh kontraktor di sejumlah kecil sekolah. Menu disusun oleh guru gizi atau ahli gizi
di masing-masing sekolah sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan dalam Peraturan Penegakan
Undang-Undang Makanan Sekolah, salah satu contohnya terlihat pada Gambar 5.9. Siswa
menyantap makanan di ruang layanan makanan sekolah, jika tersedia di sekolah, atau di ruang
kelas mereka sendiri (The Korea Educational Environments Protection Agency, 2020).

Gambar 5.9 9 Rekomendasi Makanan Sekolah untuk Empat Musim (Contoh: Musim Panas)

Sumber: Seoul Metropolitan Office of Education, 2017

Gambar 5.10 10 Kondisi Kegiatan FSMP
Sumber: The Korea Educational Environments Protection Agency, 2020

Pada Gambar 5.10 diperlihatkan bahwa makanan biasanya disajikan secara prasmanan di
kafetaria atau ruang kelas, dengan beberapa sekolah menggunakan keduanya karena
keterbatasan kapasitas kafetaria (Yoon dkk., 2012). Menu-menu mematuhi standar gizi yang
diuraikan dalam Peraturan Penegakan Undang-Undang Makanan Sekolah, yang direvisi pada
tahun 2007, yang menetapkan tingkat energi dan nutrisi yang dibutuhkan per makanan
berdasarkan usia dan jenis kelamin. Standar ini berasal dari sepertiga Angka Kecukupan Gizi untuk



Orang Korea, dengan menu yang dirancang untuk menyediakan campuran seimbang karbohidrat,
protein, lemak, dan nutrisi penting. Selain itu, perencanaan menu mempertimbangkan budaya
makanan tradisional, variasi makanan, penggunaan minimal zat aditif, bahan musiman, dan
metode memasak yang beragam.

3.!' Instansi Terlibat
¥  Pemerintah pusat menyediakan anggaran dan pedoman menu sehat.
¥  Pemerintah lokal mendukung implementasi program dan pengelolaan sisa pangan.
¥  Sekolah mengelola dapur sekolah dan memastikan pelaksanaan program.
¥  Komunitas lokal menyediakan bahan makanan dari petani setempat.
4! Pelibatan Penerima Manfaat

Bentuk pelibatan penerima manfaat terlihat dari siswa yang melakukan pemilahan sisa pangan di
kantin dan mengikuti edukasi tentang pengelolaan sampah. Hal ini terjadi karena kepala sekolah
wajib memberikan edukasi dan bimbingan gizi kepada siswa dan orang tua. Hal ini membantu
siswa membentuk kebiasaan makan yang baik, meningkatkan pemahaman mereka tentang
produksi dan konsumsi pangan, serta mengembangkan budaya makan tradisional dengan sukses.

5. Upaya Pengurangan Sisa Pangan

Di Korea Selatan terdapat sistem “Pay As You Throw” yang bertujuan mendorong sekolah untuk
merencanakan makanan secara hati-hati karena sisa pangan dikenakan biaya pengelolaan. Dalam
masalah sisa pangan ini, maka pembuang/penghasil sisa pangan itu sendiri yang akan
menanggung keseluruhan ataupun sebagian daripada biaya pengumpulan, serta pengolahan sisa
pangan dan itu tergantung jumlah yang dibuang oleh penanggung tersebut (Yu, 2017).

Seiring berjalannya waktu, pemerintah menciptakan sebuah inovasi sistem pembuangan sisa
pangan berbasis Radio Frequency ldentification (RFID), yang bertujuan menimbang sisa pangan,
pemerintah menyarankan sistem tersebut beroperasi bukan hanya dari volume tetapi berdasarkan
berat karena sisa pangan ini cenderung lebih berat daripada limbah umum (Yu, 2017). Dengan
adanya sistem ini akan memudahkan mencatat berapa sisa pangan yang telah dibuang oleh
individu msyarakat. Kemudian sistem pay as you throw terbagi menjadi tiga metode yaitu (i)
dengan menggunakan RFID, metode ini menggunakan kartu yang nantinya akan dipakai ke tempat
sampah yang khusus sehingga nantinya jumlah limbah yang dibuang akan tercatat dengan berapa
biaya yang harus dibayar; (ii) metode kantong sampah berbayar, kantung sampah ini dibuat
berdasarkan jumlah volume sampah dan dapat dibeli di toko hingga supermarket; (iii) metode
barcode dengan cara membeli stiker barcode yang ada di tempat sampah dan menyerahkan sisa
pangan yang ingin dibuang ke tempat sampah daur ulang kompos. Dengan adanya beberapa
metode tersebut, maka sistem pay as you throw ini dapat meminimalisir jumlah sisa pangan serta
membangun inisiatif dan kesadaran masyarakt setempat untuk mengurangi sisa pangan tersebut
(Wulandari & Deniar, 2023).

6.! Penanganan Sisa Pangan

Penanganan sisa pangan dari program makan sekolah di Korea Selatan diolah menjadi kompos
yang dapat digunakan kembali dalam sektor pertanian. Selain itu, Korea Selatan juga
menggunakan teknologi anaerobic digestion untuk mengubah sisa pangan menjadi energi hijau.

7. Tantangan



Biaya implementasi teknologi tinggi seperti RFID dan pengelolaan sisa pangan yang
membutuhkan dana besar berpotensi menjadi tantangan pengelolaan sisa pangan. Selain itu
edukasi dalam mengubah kebiasaan masyarakat untuk mengurangi sisa pangan di tingkat
konsumsi perlu dilakukan secara serius dari semua pihak.

56 Denmark

Denmark belum memiliki program makan sekolah gratis. Di Denmark, sebagian besar siswa
sekolah membawa bekal makan siang mereka sendiri, meskipun beberapa kotamadya dan
sekolah memiliki program makan siang yang dibiayai oleh orang tua mereka sendiri. Makan siang
tersebut dibuat di sekolah atau didatangkan dari sumber eksternal. Namun, pada 22 November
2024, pemerintah Denmark, yang didukung oleh Partai Rakyat Sosialis dan Partai Liberal Sosial,
mengalokasikan 854 juta Krona Denmark dalam Undang-Undang Keuangan Denmark untuk
mendanai skema percontohan nasional untuk makanan sekolah yang akan diperluas ke seluruh
wilayah negara. Program ini akan berlangsung dari tahun 2025 hingga 2028 (Bgrne- og
Undervisningsministeriet, 2024).

Inisiatif ini didukung oleh Koalisi Makanan Sekolah (Skolemad Til Alle), sebuah kelompok lintas
sektor yang terdiri dari lebih dari 50 pelaku pangan nasional dan internasional, termasuk
organisasi pertanian, lembaga pendidikan, otoritas publik, serikat pekerja, produsen, asosiasi
industri, perusahaan swasta, dan kelompok kepentingan. Tujuan koalisi ini adalah menyediakan
akses yang setara terhadap makanan sehat, berkelanjutan, dan bergizi bagi semua anak sekolah
dasar, sehingga meningkatkan pembelajaran, kesejahteraan, dan kesehatan mereka. Tim
penasihat nasional juga telah dibentuk di bawah Kementerian Pangan, Pertanian, dan Perikanan
melalui lembaga pengetahuan Madkulturen. Tim ini membantu kotamadya dan sekolah-sekolah
di seluruh Denmark dalam mengembangkan dan melaksanakan program makanan sekolah lokal
(Woollhead, 2025).

Skema percontohan makanan sekolah gratis dan makanan dengan pembayaran sebagian dari
orang tua (partial parental payment) akan dilakukan kepada 191 sekolah. Badan Pengawas
Makanan dan Veteriner Denmark (The Danish Veterinary and Food Administration-DVFA) juga
telah menyusun pedoman, aturan, dan saran yang baik untuk makanan sekolah, termasuk ukuran
porsi dan rekomendasi kandungan gizi.

1! Upaya Pengurangan Sisa Pangan

Sebagai instansi yang akan mengelola program makan gratis ini, DVFA membuat banyak video
informasi dan materi pengajaran terkait isu iklim dan pengurangan sisa pangan yang dapat
digunakan sekolah, yang tidak hanyak untuk anak-anak, tetapi juga untuk guru. DVFA telah
menciptakan beberapa saran pola makan, di mana saran diet ini mempertimbangkan kesehatan,
tetapi juga iklim. Jadi, DVFA mendorong sekolah-sekolah yang memiliki makanan sekolah untuk
memfokuskan perencanaan makanan di sekitar, sehingga tidak hanya sesuai dengan sehat dan
nilai gizi, tetapi juga sesuai musim.

Selain itu, DVFA juga terdapat sertifikat smiley, yang menginformasikan konsumen dan
meningkatkan kepatuhan perusahaan makanan terhadap aturan dan peraturan — sehingga
meningkatkan keamanan pangan terjamin. Jadi di Denmark, semua tempat usaha makanan
bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan makanan. Semua toko, restoran, dan tempat usaha
lain yang menjual makanan dan minuman harus menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas
Makanan dan Hewan Denmark (DVFA). Selain itu, terdapat suatu kampanye bernama



“Ta’Madansar” (berarti: Take Food Seriously - Avoid Food Waste). Kampanye tersebut bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran bahwa konsumen harus memiliki rasa tanggung jawab atas
pangan yang dikonsumsinya, sehinga tidak terbuang secara percuma. Kampanye ini berfokus pada
keluarga dengan anak-anak (Badan Pangan Nasional, 2023).

Dalam kegiatan “Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste” yang dilaksanakan
oleh Kedutaan besar Denmark, dijelaskan bahwa pengurangan sisa pangan dilakukan pada semua
fase, yaitu: Planning, Cooking, Mealtime, and After the Meal.

a.! Planning:
¥ Pikirkan potensi sisa pangan sejak awal perencanaan menu.
Kendalikan stok bahan makanan dengan baik.
Pilih bahan segar yang cepat habis masa simpannya.
Usahakan pakai seluruh bagian bahan makanan (tidak ada yang disisakan)
Gunakan satu bahan untuk beberapa jenis masakan.
Rencanakan juga bagaimana makanan sisa bisa digunakan kembali.
Beri ruang kreativitas untuk koki membuat menu dari sisa bahan.
1 Pastikan makanan disimpan dengan bersih dan higienis.
b.! Cooking:
¥ |kuti resep agar hasil sesuai takaran yang sudah direncanakan.
¥ Masak secukupnya, jangan langsung dalam jumlah yang besar.
¥ Jangan kupas bahan secara berlebihan (misalnya kentang dan wortel).
c! Mealtime:
¥ Sajikan makanan dalam porsi yang sesuai atau pakai sistem prasmanan.
¥ Beri informasi atau ajakan untuk tidak membuang makanan (misalnya lewat tanda di meja
atau poster).
¥ Gunakan alat bantu seperti poster atau desain meja agar orang memilih makanan dengan
bijak.
¥ Sesuaikan ukuran piring dan sendok dengan porsi makan.
¥ Ajak orang untuk mengambil sayur lebih dulu sebelum lauk daging.
d.! After the meal:
¥ Sediakan wadah bagi orang yang ingin membawa pulang makanan sisa.
¥ Beri diskon untuk makanan berlebih.
¥ Beli dan manfaatkan kembali makanan sisa yang masih layak makan.

Jensen & Teuber (2018) melakukan sejumlah strategi yang dipertimbangkan untuk investigasi lebih
lanjut didasarkan pada penelitian sebelumnya (misalnya Cristobal dkk. 2018, ReFED, 2016;
Stenmarck dkk., 2011; Tonini dkk., 2017), pengalaman bisnis yang dipublikasikan dari negara lain
(Hanson & Mitchell, 2017), diskusi kebijakan terkini (Komisi Eropa, 2018a), serta komunikasi
langsung dengan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pangan Denmark. Tinjauan
intervensi yang dipertimbangkan untuk Denmark terlihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Tinjauan Intervensi yang Dipertimbangkan untuk Denmark (Sumber: Jensen & Teuber, 2018)

Bentuk Intervensi Deskripsi Pemangku Kepentingan
Penggunaan produk yang Pembinaan penggunaan bahan Produsen primer, lembaga layanan
tidak sempurna di lembaga pangan kelas dua di lembaga makanan

layanan makanan layanan makanan di Denmark.




Bentuk Intervensi

Deskripsi

Pemangku Kepentingan

Pelacakan dan analisis sisa
pangan

Meninjau kembali praktik dan
prosedur di dapur, termasuk
pengukuran dan identifikasi
penyebab FLW.

Lembaga layanan makanan

Manajemen prasmanan yang
optimal

Manajemen prasmanan yang
dioptimalkan untuk mengurangi
penyajian makanan yang tidak
diinginkan.

Lembaga layanan makanan

Piring yang lebih Kecil

Penggunaan piring yang lebih kecil
untuk mengurangi sisa pangan.

Lembaga layanan makanan

Manajemen inventaris

Optimalisasi logistik dan manajemen
di toko ritel.

Ritel

Manajemen suhu

Umur simpan produk pangan di ritel
dapat ditingkatkan dengan
optimalisasi suhu di fasilitas
pendingin yang spesifik untuk setiap
produk.

Ritel

Pelatihan staf

Mengurangi risiko kesalahan dalam
penanganan makanan.

Ritel

Label tanggal (Kampanye
edukasi konsumen,
penetapan harga
berdasarkan tanggal dan
teknologi pelacakan canggih)

Kampanye media dan materi edukasi
mengenai makna tanggal
kedaluwarsa dan tanggal terbaik
sebelum kedaluwarsa.

Ritel, konsumen

Kampanye pendidikan yang
menargetkan keterampilan
perencanaan menu dan
persiapan makanan rumah
tangga

Meningkatkan perencanaan menu
dan keterampilan
persiapan/penggunaan kembali
makanan.

Konsumen

2.! Penanganan Sisa Pangan

Sektor swasta juga mulai mengkaji peran mereka dalam menciptakan sisa pangan; Arla Foods,
produsen susu terbesar di Denmark, mengadopsi visi nol sampah untuk mengurangi sisa pangan
konsumen hingga 50 persen pada tahun 2020. Hal ini akan dicapai melalui desain kemasan dan
ukuran porsi yang lebih baik, serta membantu konsumen merencanakan pembelian makanan
dengan lebih baik. Selain itu, Arla Foods berencana memanfaatkan sisa pangan dari tingkat
produksi sebagai pakan ternak atau dalam produksi biogas (Arla, 2012).

Selain itu, inisiatif lain yang berkontribusi untuk mengurangi sisa pangan adalah Toko WeFood.
WeFood berlokasi di Copenhagen yang dikelola oleh para sukarelawan dan akan menjual
makanan dengan harga 50-70 persen lebih murah daripada harga supermarket tradisional.
WeFood menjual makanan yang tidak dapat dijual karena kesalahan pelabelan, kemasan yang
rusak, atau tanggal kedaluwarsa yang dianggap kritis. Makanan tersebut akan dikirim dari Dansk
Supermarked, Fgdevarebanken, dan banyak pemasok lainnya (State of Green, 2015). Hingga tahun
2022, Wefood telah menghasilkan omzet lebih dari 540.000 euro dan lebih dari 3.000 warga



Denmark telah membeli saham Wefood. Seiring dengan meningkatnya minat dan dukungan
terhadap Wefood, DCA telah membuka toko makanan surplus lainnya di Kota Aarhus tahun 2022,
di mana 100 relawan telah mendaftar untuk mendukung operasional toko tersebut (ACT Alliance,
2022).

3. Tantangan

Meskipun strategi nasional Denmark telah dikembangkan dengan baik, implementasinya di
tingkat kota masih belum konsisten. Pemerintah daerah memiliki kapasitas yang beragam dalam
menegakkan kewajiban pemilahan, memperluas infrastruktur daur ulang, dan melibatkan warga
secara efektif. Implementasi yang tidak merata ini dapat menghambat kemajuan menuju target
ekonomi sirkular nasional, terutama di daerah pedesaan atau daerah yang kekurangan sumber
daya (Azortum, 2025).

5.7 Rangkuman Pembelajaran

5.7.1 PeranPemangku Kepentingan dalam Pengurangan dan Penanganan Ssa
Pangan

Berdasarkan pembelajaran pengelolaan sisa pangan dalam program makan gratis sekolah di
berbagai negara, maka dapat dipetakan peran-peran dari setiap pemangku kepentingan, yang
tercantum pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2 Peran Pemangku Kepentingan terhadap Pengurangan dan Penanganan Sisa Pangan

Pemangku

Kepentingan

Pemerintah 1.! Menyediakan fasilitas dan pendanaan untuk komposting dan pengolahan biogas.

2! Membuat kebijakan yang kuat seperti Act on Promotion of Food Loss and Waste
Reduction di Jepang atau National School Lunch Program (NSLP) di Amerika
Serikat menunjukkan pentingnya regulasi untuk mengurangi sisa pangan.

3.! Menjadi penghubung antara sekolah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk
memastikan efisiensi program.

Sekolah 1. Memberikan edukasi kepada siswa terkait gizi dan pentingnya mengurangi sisa
pangan.

2! Mengelola sisa pangan menjadi pupuk organik dengan sistem komposting yang
disediakan Pemerintah.

3. Menyesuaikan porsi makanan sesuai kebutuhan gizi siswa membantu
meminimalkan pemborosan makanan.

Petani dan Pemanfaatan bahan lokal seperti yang diterapkan di Jepang dan Finlandia mendukung
Pemasok ekonomi lokal sekaligus mengurangi jejak karbon.

Organisasi Sosial 1. Mendistribusikan sisa pangan layak makan dari sekolah ke komunitas yang

dan Komunitas membutuhkan untuk dimanfaatkan oleh Social Beneficiaries

2. Memanfaatkan sisa pangan untuk kompos atau pakan ternak.

Sektor Swasta Melakukan inovasi teknologi seperti RFID di Korea Selatan untuk memantau sisa
pangan secara real-time membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan sisa pangan.




Pemangku

Kepentingan

Masyarakat dan Menyajikan makanan (seperti di Jepang) atau memilah sisa pangan (seperti di Korea
Siswa Selatan) untuk meningkatkan kesadaran individu dalam mengurangi sisa pangan.

5.7.2 Tantangan Pengurangan dan Penanganan Ssa Pangan

Tantangan dalam proses pengurangan dan penanganan sisa pangan dari program makan gratis
sekolah dari berbagai negara yang tercantum pada Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Tantangan yang dihadapi terkait Pengurangan dan Penanganan Sisa Pangan

Topik Tantangan

Infrastruktur Kurangnya fasilitas daur ulang dan komposting di daerah pedesaan (Brasil dan
Finlandia). Ketidakseimbangan infrastruktur antara wilayah urban dan rural
menyebabkan kesenjangan dalam pengelolaan sisa pangan.

Logistik & Distribusi Wilayah geografis yang luas (Brasil dan AS) menyulitkan distribusi makanan,
terutama ke daerah terpencil.

Perilaku Konsumen Preferensi makanan siswa yang beragam (AS dan Korea Selatan) sering kali
menyebabkan makanan yang sehat tetapi kurang diminati menjadi terbuang.

Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan surplus atau kekurangan bahan

Pasokan dan makanan (Brazil).

Kebutuhan

Pendanaan Pendanaan yang tidak merata (Finlandia dan AS) menyebabkan beberapa sekolah

tidak dapat mengimplementasikan program pengelolaan FLW seperti komposting
atau daur ulang.

Edukasi dan Kurangnya edukasi tentang sisa pangan untuk siswa dan staf dapur (Brasil dan AS)
Keterlibatan Komunitas | mengurangi efektivitas program pengelolaan sisa pangan.







Penyusunan strategi pengurangan dan penanganan sisa pangan program MBG didasarkan kepada penyebab dan pendorong, kondisi lapangan
program MBG, pembelajaran dari negara lain, kajian sisa pangan yang telah dilakukan sebelumnya, hasil diskusi dengan pemangku kepentingan, dan
penerapan konsep ekonomi sirkular. Terdapat 5 kelompok strategi yang disusun, sebagaimana dirangkum dalam Gambar 6.1 berikut. Masing-masing
kelompok strategi memiliki strategi yang terdiri dari 4-5 buah strategi. Daftar pemangku kepentingan telah disusun sesuai dengan strategi yang
relevan dan potensi kolaborasi di masa yang akan mendatang.

Strategi Pengembangan dan -
Penerapan Kebijakan dan
Standar

Fokus kepada kebijakan dan standar yang mendukung operasional SPPG yang lebih baik
untuk mencegah sisa pangan.

Pelatihan pegawai SPPG, R&D menu, sosialisasi panduan pengelolaan sisa pangan,
program edukasi dan kurikulum terintegrasi yang mendorong pencegahan dan
penanganan sisa pangan.

Strategi Edukasi dan

Peningkatan Kapasitas

Penganggaran dana untuk (i) pemeliharaan infrastruktur SPPG, (ii) sertifikasi dapur dan
Strategi Optimalisasi ‘ penjamah makanan, (iii) penyelamatan sisa pangan layak konsumsi, (iv) pengolahan sisa
Pendanaan : pangan dan sampah lainnya, (v) pemberian insentif penghargaan tahunan untuk pihak
yang mengurangi dan menangani sisa pangan program MBG.

Fokus pada pembenahan fasilitas SPPG untuk mengoptimalkan pencegahan sisa pangan,
menyiapkan sistem prasmanan untuk dapat lebih bisa mencegah sisa pangan MBG,
melakukan pendataan sisa pangan serta menerapkan penanganan sisa pangan MBG
dengan konsep ekonomi sirkular.

Strategi Penyediaan dan
Pengembangan Teknologi &
Infrastruktur Penunjang

Penyelamatan sisa pangan layak konsumsi, pemetaan aktor yang dapat mendukung
penyelamatan dan pengolahan sisa pangan, dan mengadakan forum rutin yang dapat
mendukung kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sisa pangan.

Strategi Peningkatan

Koordinasi dan Kerjasama

Gambar 6.1 Strategi Pengurangan dan Penanganan Sisa Pangan Program MBG



6.1

Kelompok Strategi 1. Pengembangan dan Penerapan Kebijakan dan Standar

Strategi yang berada di dalam Kelompok Strategi 1 dijabarkan dalam Tabel 6.1 yaitu sebagai berikut.

Tabel 6.1 Kelompok Strategi 1: Pengembangan dan Penerapan Kebijakan dan Standar

Kelompok Strategi 1: Pengembangan dan Penerapan Kebijakan dan Standar

Strategi

Pemangku Kepentingan

Jenis Strategi

Pengurangan Penanganan

11 Mengembangkan standarisasi terkait higienis dan penjaminan mutu ) o .
bahan pangan melalui: <! Badan Nasional Sertifikasi Profesi
! Badan Pengawas Obat dan Makanan
<! pembuatan standar/spesifikasi bahan pangan, dan <! Badan Gizi Nasional |
el quality control saat penerimaan bahan pangan oleh tim el Lembaga Sertifikasi ’
khusus yang tersertifikasi.
(pembelajaran dari PNAE Brazil, NSMP Finland, Kyuushoku Japan)
12 Menerapkan sistem penyimpanan yang optimal, melalui:
! Badan Gizi Nasional
e/ pembuatan SOP penyimpanan bahan pangan di SPPG | ! Asosiasi terkait
dengan mempertimbangkan prinsip FIFO dan FEFO, |
! pemberian label pada masing-masing wadah bahan pangan
yang berisi: tanggal masuk dan tanggal kadaluarsa,
e pengecekan wadah dan ruang penyimpanan secara berkala.
13 Menerapkan operasional dapur yang tersertifikasi, melalui: n .
! Badan Gizi Nasional
! Sertifikasi laik sehat dari Dinas Kesehatan. ! Dinas Kesehatan
ol  Sertifikasi Halal ! Badan Nasional Sertifikasi Profesi 1
ol Sertifikasi CPOP (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik). ! Badan Pengawas Obat dan Makanan
el Lembaga Sertifikasi
(pembelajaran dari Danish smiley scheme Denmark) ! Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
14 Menerapkan persyaratan kepemilikan sertifikasi penjamah
makanan/food handler untuk pekerja di SPPG <! Badan Gizi Nasional |
el Dinas Kesehatan :
! Badan Nasional Sertifikasi Profesi




6.2 Kelompok Strategi 2: Edukasi dan Peningkatan Kapasitas
Strategi yang berada di dalam Kelompok Strategi 2 dijabarkan dalam Tabel 6.2 yaitu sebagai berikut.

Tabel 6.2 Kelompok Strategi 2: Edukasi dan Peningkatan Kapasitas

Kelompok Strategi 2: Edukasi dan Peningkatan Kapasitas

Jenis Strategi
Strategi Pemangku Kepentingan

Pengurangan Penanganan

Menyediakan pelatihan bagi penjamah makanan mengenai praktik
terbaik untuk mengurangi sisa pangan yang mencakup teknik | <! Badan Gizi Nasional
penyimpanan, pengolahan bahan pangan, dan pemanfaatan sisa | ! Asosiasi terkait |
pangan. ’

(pembelajaran dari PNAE Brazil)

22 Melakukan research and development menu untuk mengetahui jenis
makanan yang disukai siswa dan mengakomodir siswa yang memiliki | <! Badan Gizi Nasional
alergi, dengan cara: ! Badan Pangan Nasional
el Sekolah
el evaluasi preferensi dan rasa makanan
! pendataan alergi makanan pada siswa !
! menyebarkan kuesioner atau sistem voting untuk memilih
makanan yang disukai yang sudah disajikan.
(pembelajaran dari NSLP USA, NSMP Finland, UFEF SLP South Korea,
Kyuushoku Japan)
23 Mensosialisasikan skema pengelolaan sisa pangan kepada pihak
sekolah dan SPPG sebagai panduan dalam penerapan praktik | ! Kementerian Lingkungan Hidup 1 1
pengurangan dan penanganan sisa pangan dan sampah lainnya. ! Badan Gizi Nasional
2.4 Mengintegrasikan materi tentang pengurangan sisa pangan ke dalam
kurikulum pendidikan sejak usia dini, tingkat dasar hingga perguruan | <! Kementerian Pendidikan Dasar dan
tinggi (misal, Kurikulum P5), dengan cara: Menengah

! Kementerian Lingkungan Hidup | |
! mengintegrasikan pembelajaran tentang pentingnya pola I Badan Pangan Nasional
makan sehat, gizi seimbang, keberagaman pangan, dan | e Dinas Pendidikan
keterlibatan aktif siswa dalam penyediaan serta distribusi | <1 |nstitusi Pendidikan

makanan ol

Swasta




Kelompok Strategi 2: Edukasi dan Peningkatan Kapasitas

Jenis Strategi
Strategi Pemangku Kepentingan
Pengurangan Penanganan

! memberikan edukasi khusus melalui berbagai media mengenai ! NGO
pengelolaan sisa pangan dengan metode yang menyenangkan
dan lebih mudah dipahami serta sesuai konteks daerahnya.

(pembelajaran dari NSLP USA, PNAE Brazil, NSMP Finland, UFEF SLP
South Korea, Kyuushoku Japan, Denmark)

15 Mengembangkan edukasi GENIUS Bapanas dengan cara: ! Badan Pangan Nasional

e/ menambahkan siswa SMP dan SMA sebagai target edukasi

e/ mengakomodir area edukasi yang lebih luas (di wilayah yang 1
menerima MBG)

el menyesuaikan materi dengan lebih fokus pada edukasi

mencegah timbulnya sisa pangan untuk mengakomodir
pencegahan sisa pangan MBG.

6.3 Kelompok Strategi 3: Optimalisasi Pendanaan
Strategi yang berada di dalam Kelompok Strategi 3 dijabarkan dalam Tabel 6.3 yaitu sebagai berikut.

Tabel 6.3 Kelompok Strategi 3: Optimalisasi Pendanaan

Kelompok Strategi 3: Optimalisasi Pendanaan

Jenis Strategi
Strategi Pemangku Kepentingan
Pengurangan Penanganan

Penyediaan dana untuk perbaikan dan peningkatan kualitas | ! Kementerian Keuangan
infrastruktur dan fasilitas di SPPG, baik berupa pengadaan barang el Badan Gizi Nasional ! !
maupun jasa seperti sertifikasi.

32 Penyediaan dana untuk penyelamatan sisa pangan layak konsumsi ! Kementerian Keuangan 1
(jika sistem prasmanan diterapkan).




Kelompok Strategi 3: Optimalisasi Pendanaan

Jenis Strategi
Strategi Pemangku Kepentingan
Pengurangan Penanganan

! Badan Gizi Nasional

33 Penyediaan dana untuk pengolahan sisa pangan tidak layak ! Kementerian Keuangan
konsumsi dan sampah lainnya. el Kementerian Lingkungan Hidup !
! Badan Gizi Nasional

34 Mengadakan penghargaan tahunan untuk swasta, yayasan, dan ! Kementerian Lingkungan Hidup
SPPG yang berhasil dalam upaya mereka mengurangi, <! Badan Gizi Nasional !
menyelamatkan, dan mengolah sisa pangan dari Program MBG. ! Badan Pangan Nasional

6.4 Kelompok Strategi 4. Penyediaan dan Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur Penunjang
Strategi yang berada di dalam Kelompok Strategi 4 dijabarkan dalam Tabel 6.4 yaitu sebagai berikut.

Tabel 6.4 Kelompok Strategi 4: Penyediaan dan Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur Penunjang

Kelompok Strategi 4: Penyediaan dan Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur Penunjang

Jenis Strategi
Strategi Pemangku Kepentingan
Pengurangan Penanganan

Perbaikan dan/atau peningkatan fasilitas dan infrastruktur dapur | ! Badan Gizi Nasional
untuk menunjang proses pengurangan sisa pangan dan sampah
lainnya dengan cara:

! melakukan maintenance peralatan penyimpanan secara
berkala,

!  memfasilitasi alat atau teknologi pengatur sirkulasi udara,
temperatur, dan kelembaban, dan




Kelompok Strategi 4: Penyediaan dan Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur Penunjang

Jenis Strategi
Strategi Pemangku Kepentingan
Pengurangan Penanganan

! melakukan maintenance kendaraan pengangkutan secara

berkala.
42 Menyediakan infrastruktur untuk menunjang sistem prasmanan | ! Badan Gizi Nasional
dalam MBG. el Sekolah

(pembelajaran dari NSLP USA, PNAE Brazil, NSMP Finland, UFEF SLP
South Korea, Kyuushoku Japan)

43 Melakukan pendataan berkala sisa pangan layak konsumsi yang | ! Badan Pangan Nasional
terselamatkan serta sisa pangan dan sampah lainnya dari Program !l Dinas Lingkungan Hidup
MBG melalui: 1 1

! platform Stop Boros Pangan Bapanas
! koordinasi dengan DLH setempat.
4.4 Menerapkan skema penanganan sisa pangan MBG dengan cara: ! Badan Gizi Nasional

. . ¢! Dinas Lingkungan Hidup
! memaksimalkan pemilahan sampah MBG <l KSM dan Lembaga Sejenis

! mengolah sisa pangan melalui pengomposan, biopori, BSF,eco- | | Swasta
enzyme, biokonversi, dan sebagainya secara mandiri atau ’ |
bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun masyarakat
lokal

(pembelajaran dari PNAE Brazil, NSMP Finland, UFEF SLP South
Korea, Kyuushoku Japan)




Rangkaian Strategi 4.4 dijabarkan dalam bentuk skema operasional dalam Gambar 6.2 berikut
untuk mempermudah memahami alur implementasinya. Dalam Gambar 6.2 digambarkan alur
penanganan sisa pangan program MBG mulai dari tingkat sekolah hingga ke fasilitas pengolahan
yang lebih besar. Pada tahap awal di sekolah, terdapat dua pendekatan utama, yaitu voluntary dan
mandatory.

Melalui jalur voluntary, sekolah yang memiliki kapasitas dan komitmen, seperti sekolah Adiwiyata
atau sekolah dengan program P5, dapat melakukan pengolahan mandiri. Bentuk pengolahan ini
meliputi pengomposan skala kecil, budidaya BSF/maggot, atau kemitraan langsung dengan
peternak di sekitar sekolah. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi timbulan sisa pangan sejak
sumbernya, tetapi juga memiliki nilai edukatif bagi siswa dan manfaat ekonomi lokal melalui
pemanfaatan produk kompos atau larva maggot.

Sementara itu, jalur mandatory berlaku sebagai standar minimum bagi sekolah yang tidak
memungkinkan melakukan pengolahan mandiri. Dalam hal ini, sisa pangan wajib dialirkan ke jalur
pengolahan eksternal. Opsi yang tersedia mencakup pengolahan langsung di SPPG (pengomposan,
BSF, biogas), atau kerja sama dengan pihak DLH (TPS 3R, rumah kompos, bank sampah, rumah
maggot), maupun dengan mitra swasta seperti waste management service company.

Selain menjelaskan mekanisme penanganan, penting untuk melihat keterkaitan siklus
pemanfaatan hasil pengolahan sisa pangan. Gambar 6.3 menggambarkan skema sirkularitas yang
menunjukkan bagaimana sisa pangan dapat dikonversi menjadi produk bernilai seperti kompos,
pakan maggot, maupun energi, dan kembali memberikan manfaat bagi ekosistem pengelolaan
MBG di SPPG maupun sekolah.

Gambar 6.2 Skema Penanganan Sisa Pangan Program MBG



§ Bahan Baku Pangan MBG

Opsi Penanganan Metode Penanganan

A s

\‘c T

Sisa Pangan
Program MBG

Makanan MBG

Waste Management
Services Company

Kerjasama dengan
Swasta/Individu

Gambar 6.3 Potensi Skema Sirkularitas Sisa Pangan Program MBG

Gambar 6.3 yang menunjukkan skema sirkularitas potensi sisa pangan pada program MBG
menggambarkan bagaimana sisa pangan yang dihasilkan dari dapur SPPG maupun sekolah tidak
berhenti sebagai sampah, melainkan dapat diolah kembali menjadi produk bernilai guna melalui
berbagai jalur pengelolaan.

Alur dimulai dari bahan baku pangan MBG yang diolah menjadi makanan dan kemudian
dikonsumsi di sekolah. Dari konsumsi tersebut, muncul sisa pangan program MBG. Sisa pangan ini
kemudian dapat dialirkan ke beberapa opsi penanganan, yaitu:

1!
2.

3.1

Pengelolaan mandiri, terutama oleh sekolah atau SPPG yang memiliki sarana pendukung.
Kerjasama dengan DLH, dengan memanfaatkan fasilitas seperti TPS 3R, rumah kompos,
bank sampabh, atau unit BSF.

Kerjasama dengan pihak swasta atau individu, termasuk perusahaan jasa pengelola
limbah (Waste Management Services Company) dan peternak lokal.

Pada tiap opsi penanganan tersebut, terdapat berbagai metode pengolahan, antara lain:

Komposting, yang menghasilkan pupuk organik. Pupuk ini dapat langsung digunakan
untuk menyuburkan tanaman di sekolah atau area hijau di sekitarnya.

Budidaya BSF (maggot), yang menghasilkan larva bernilai gizi tinggi. Maggot dapat
digunakan sebagai pakan ternak unggas atau budidaya ikan. Produk turunan dari rantai ini
adalah telur, daging ayam, maupun ikan yang kembali memperkuat rantai pangan.
Biogas, yang menghasilkan energi alternatif berupa gas untuk memasak, sehingga dapat
mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil.

TPS 3R, rumah kompos, dan bank sampah, yang mendukung sistem pengelolaan limbah
berbasis masyarakat dengan manfaat ekonomi sirkular.

Kerja sama dengan peternak, yang memungkinkan sisa pangan dimanfaatkan langsung
sebagai pakan tanpa proses pengolahan panjang.

Hasil dari berbagai jalur pengolahan ini berupa tiga produk utama:



1.! Pupuk, untuk kebutuhan penghijauan dan pertanian.

2.! Maggot, sebagai pakan ternak atau ikan yang memperkuat rantai pangan lokal.

3! Energi alternatif (biogas), yang dapat digunakan sebagai gas memasak di dapur
sekolah/SPPG.

Pada akhirnya, produk-produk tersebut dimanfaatkan kembali oleh sekolah, masyarakat, dan
ekosistem lokal. Pupuk menyuburkan kebun sekolah, maggot mendukung peternakan unggas dan
perikanan, sementara biogas menyediakan energi untuk dapur umum. Dengan demikian, nilai dari
sisa pangan kembali masuk ke dalam sistem dan menciptakan siklus yang berkelanjutan.

Skema ini menegaskan bahwa sisa pangan MBG bukan sekadar sampah, melainkan sumber daya
yang dapat diolah kembali untuk menciptakan manfaat lingkungan (pengurangan emisi GRK dan
timbulan ke TPA), manfaat ekonomi (pupuk, pakan, energi, dan peluang usaha), serta manfaat
sosial (pemberdayaan masyarakat, penghematan biaya, dan ketahanan pangan lokal).

Untuk memahami peluang dan tantangan dari setiap opsi yang ditawarkan pada skema
sebelumnya, dilakukan analisis kelayakan di tingkat sekolah. Tabel 6.5 merincikan kelebihan dan
kekurangan berbagai metode penanganan sisa pangan yang dapat diterapkan langsung oleh
sekolah, mulai dari komposting hingga pemanfaatan oleh peternak.

Tabel 6.5 Analisis Skema Penanganan Sisa Pangan oleh Sekolah

Skema Metode /
Penanganan Fasilitas

Kelebihan Kekurangan

Pengolahan Komposting Edukasi lingkungan bagi Membutuhkan pelatihan dan
Mandiri siswa. Cocok sebagai bagian SDM.
dari kurikulum pendidikan ! Risiko bau dan vektor.
lingkungan, khususnya dalam ! Perlu lahan dan ruang
implementasi Proyek terbuka. Tidak semua
Penguatan Profil Pelajar sekolah memiliki ruang
Pancasila (P5). terbuka hijau yang cukup
<! Mengurangi biaya angkut. untuk lokasi komposting.
! Mengurangi potensi emisi GRK el Komposting membutuhkan
dari transportasi dan landfill waktu 1-3 bulan untuk
(metana dari sampah organik). menghasilkan kompos
! Kompos bisa dimanfaatkan matang.
untuk kebun sekolah.
BSF/maggot el Mengurangi volume sampah | <! Butuh kontrol kelembaban &
cepat. Maggot BSF mampu suhu.
mengurai sampah organik | e/ Risiko bau dan persepsi
hingga 60-80% dalam waktu negatif.
hanya 5-14 hari. el Membutuhkan pelatihan dan
el Larva maggot dapat dijual SDM.
sebagai pakan ternak (ikan, | <! Modal awal dan pelatihan
unggas, reptil). teknis dibutuhkan.
el Memberikan pembelajaran | <! Membutuhkan fasilitas
baru kepada siswa tentang penunjang metamorfosis
siklus hidup serangga, lalat BSF (mulai dari
pengelolaan limbah, dan perkawinan - penetasan -
potensi ekonomi sirkular. larva - pupa - BSF, dst).
! Tidak semua jenis sisa pangan
cocok. Maggot tidak suka
pedas, asam, berlemak dan




Skema Mgzt Kelebihan Kekurangan

Penanganan Fasilitas

berminyak tinggi, serta garam
berlebih.

! Butuh pasokan konsisten agar
populasi maggot tidak mati

Kerjasama Peternak <l Sisa pangan langsung | Bila peternak tidak konsisten
dengan dimanfaatkan sebagai pakan, | menjemput, maka sisa pangan akan
Swasta/Individu tanpa perlu proses panjang. menumpuk dan membusuk,

! Tidak perlu investasi alat atau | sementara lahan di sekolah
fasilitas olah limbah di | terbatas. Hal ini mungkin terjadi

sekolah. jika ternak tidak bisa atau tidak
<l Memberdayakan peternak | cocok mengkonsumsi sisa pangan

sekitar ~ sekolah.  Dapat | yang dihasilkan.

menjadi bagian dari

kemitraan antara sekolah dan

UMKM peternakan.

Selain opsi di sekolah, pengolahan juga dapat dilakukan secara terpusat di SPPG. Tabel 6.6
menyajikan analisis metode penanganan sisa pangan di SPPG, baik melalui pengolahan mandiri
(komposting, BSF, biogas) maupun melalui kemitraan dengan DLH dan sektor swasta.

Tabel 6.6 7 Analisis Skema Penanganan Sisa Pangan oleh SPPG

Skema Metode Kelebihan

Kekurangan

el Butuh manajemen teknis intensif

el Kontrol sumber limbah lebih agar tidak menimbulkan bau dan
terpusat dibanding sekolah. gagalnya kualitas kompos.
! Skala lebih besar dari sekolah. ! Diperlukan pelatihan staf dapur
! Efisiensi SDM dan alat. atau kebersihan untuk mengelola
Komposting ! Potensi jadi pusat pelatihan komposting secara benar dan aman.
kawasan. e Perlu alokasi lahan dan logistik
e/  Kompos dapat dimanfaatkan internal.
untuk pertanian lokal, taman | ¢! Kompos membutuhkan waktu 1-3
kota, atau dijual sebagai pupuk bulan untuk matang dan siap
organik. digunakan.

Pengolahan . ! Butuh kontrol kelembaban & suhu.
Mandiri ! Mengurangi volume sampah | eI Risiko bau dan persepsi negatif.

cepat. Maggot BSF mampu | <! Membutuhkan pelatihan dan SDM.
mengurai  sampah  organik

hingga 60-80% dalam waktu Modal awal dan pelatihan teknis
hanya 5-14 hari. dibutuhkan.
e/ Larva maggot dapat dijual
BSHMaggot sebagai pakan ternak (ikan, | e/ Membutuhkan fasilitas penunjang
unggas, reptil). metamorfosis lalat BSF (mulai dari

perkawinan - penetasan - larva -
pupa - BSF, dst).

el Tidak semua jenis sisa pangan
cocok. Maggot tidak suka pedas,
asam, berlemak dan berminyak
tinggi, serta garam berlebih.




Skema

Metode

Kelebihan

Kekurangan

e Butuh pasokan konsisten agar
populasi maggot tidak mati.
el Perlu infrastruktur khusus.
! Hasilkan energi terbarukan. Dibutuhkan instalasi biodigester,
e Dapat digunakan untuk sistem saluran, dan peralatan
memasak di SPPG. pendukung (pipa, katup,
el Limbah cair hasil fermentasi penyimpanan gas).

Biogas (digestate)  bisa  digunakan | ¢! Membutuhkan pelatihan dan SDM.
sebagai pupuk organik cair | I Tidak cocok untuk skala kecil. Untuk
untuk kebun sekolah atau menghasilkan gas yang signifikan,
pertanian lokal. dibutuhkan volume sampah organik

harian yang besar dan konsisten.
el Perawatan intensif.
! Koordinasi antar instansi kompleks.
*! Bisamasuk ke sistem ! Perlu harmonisasi SOP.
persampahan daerah. el Pelaksanaannya bisa memakan

TPS 3R ! Infrastruktur biasanya sudah waktu.
tersedia.

Fasilitas dan SDM sudah tersedia. | ! Tidak semuadaerah memiliki rumah
Memiliki alat pencacah, ruang kompos aktif. Banyak yang
pengomposan, serta tenaga Kkerja terbengkalai atau hanya melayani
terlatih, sehingga tidak membebani satu wilayah.

SPPG darri sisi teknis dan operasional. | <! Harus ada jadwal pengangkutan

Rumah sisa pangan yang rutin dan cepat,

. agar sampah tidak membusuk atau

NG Kompos menimbulkan bau.

e DL el Jika rumah kompos menerima
volume sampah melebihi kapasitas,
akan menimbulkan  penurunan
kualitas kompos, bau, dan gangguan
operasional.

el Tidak semua Bank Sampah siap
e/ Mendukung ekonomi sirkular menerima sampah organik.
berbasis warga dan penguatan Mayoritas Bank Sampah masih fokus
kelembagaan lokal. pada anorganik (plastik, kertas,
Bank Sampah | ¢! Sudah terintegrasi dengan DLH. logam).

Banyak Bank Sampah
merupakan bagian dari jaringan
DLH dan memiliki sistem
pelaporan, logistik, dan

Kapasitas terbatas. Bank Sampah
umumnya berskala kecil hingga
menengah, sehingga mungkin tidak
sanggup menampung sisa pangan




Skema

Metode

Kelebihan

Kekurangan

pembinaan rutin dari
pemerintah daerah.

Potensi insentif atau skema
tabungan. Meski dikenal untuk
sampah anorganik, beberapa
Bank Sampah kini mulai
mengelola sampah organik
dengan insentif berbasis volume
atau nilai kompos.

dalam volume besar dan basah dari
dapur SPPG harian.

Potensi tidak konsisten. Beberapa
Bank Sampah bergantung pada
relawan atau pengelola komunitas;
operasional bisa terhenti jika SDM
berkurang atau ada konflik internal.
Tidak ada standarisasi layanan.
Tidak semua Bank Sampah memiliki
SOP, sistem angkut, atau kontrak
kerja ~sama yang tertulis—
menimbulkan risiko miskomunikasi
dan inkonsistensi layanan.

Mengurangi volume sampah
cepat. Maggot BSF mampu
mengurai  sampah  organik
hingga 60-80% dalam waktu
hanya 5-14 hari.

Fasilitas dan SDM sudah
disiapkan oleh DLH.

Larva maggot dapat dijual
sebagai pakan ternak (ikan,

Terbatasnya kapasitas dan lokasi.
Tidak semua daerah memiliki rumah
maggot aktif.

Harus ada jadwal pengangkutan
sisa pangan yang rutin dan cepat,
agar sampah tidak membusuk atau
menimbulkan bau.

Ketergantungan pada pihak
eksternal. Jika pengelola rumah
maggot overload atau tidak

BSH unggas, reptil). beroperasi, maka limbah tidak
Maggot el Tidak membutuhkan lahan di tertangani.
SPPG. Seluruh proses budidaya Tidak ada komponen edukasi
dan pengolahan dilakukan di langsung.
Rumah Maggot DLH, sehingga
SPPG cukup menyuplai sisa
pangan.
! Jika dikembangkan dengan baik,
bisa jadi pusat edukasi publik
dan sekolah tentang
pengelolaan sisa pangan
berbasis serangga.
! Pengangkutan, pengolahan, dan
! Perusahaan memiliki izin resmi, pelaporan membutuhkan
SOP operasional, dan anggaran khusus. Tidak semua
pengalaman dalam pengelolaan SPPG memiliki dana mandiri.
sampah. ! Ketergantungan pada pihak
! Tersedia fasilitas pengolahan eksternal.
modern seperti komposter ! Keterbatasan wilayah. Perusahaan
Kerjasama W industri, BSF skala besar, hingga hanya melayani area tertentu,
aste . )
dengan Mana t RDF (refuse-derived fuel) terutama kota besar atau wilayah
gemen . . ‘ )
Swasta/ Services sehingga SPPG tidak perlu padat. Tidak cocok untuk SPPG di
Individu membangun atau mengelola daerah pelosok atau akses logistik

fasilitas sendiri.

Efisiensi waktu dan SDM.
Pelaporan dan monitoring lebih
transparan. Tersedia sistem
pelaporan volume, komposisi,
dan hasil akhir limbah yang
dikumpulkan sehingga

sulit.

Jadwal dan logistik harus
konsisten. Sisa pangan bersifat
mudah busuk, sehingga perlu
jadwal angkut yang tepat waktu
dan harian.




Skema Metode

Kelebihan

Kekurangan

memudahkan evaluasi kinerja
MBG.

Peternak

Sisa pangan langsung
dimanfaatkan sebagai pakan,
tanpa perlu proses panjang.

Tidak perlu investasi alat atau
fasilitas olah limbah di sekolah.
Memberdayakan peternak
sekitar SPPG. Dapat menjadi
bagian dari kemitraan antara
SPPG dan UMKM peternakan

Bila peternak tidak konsisten menjemput,
maka sisa pangan akan menumpuk dan
membusuk. Apalagi jika ternak tidak bisa
atau tidak cocok mengkonsumsi sisa
pangan yang dihasilkan.




6.5 Kelompok Strategi 5: Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama
Strategi yang berada di dalam Kelompok Strategi 5 dijabarkan dalam Tabel 6.7 yaitu sebagai berikut.

Tabel 6.8 Kelompok Strategi 5: Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama

Jenis Strategi

Strategi Pemangku Kepentingan
Pengurangan Penanganan
51 Mempersiapkan sistem koordinasi untuk penyelamatan ! Badan Pangan Nasional !
pangan untuk kondisi insidental (jika sistem tray el Badan Gizi Nasional
diterapkan). !l Dinas Ketahanan Pangan
! Sekolah
52 Melaksanakan penyelamatan sisa pangan layak konsumsi ! Badan Pangan Nasional !
dari sistem prasmanan program MBG (jika sistem ! Badan Gizi Nasional
prasmanan diterapkan). ! Dinas Ketahanan Pangan
! Sekolah

(pembelajaran dari NSLP USA, PNAE Brazil, NSMP Finland)
! Bank Pangan

53 Melakukan pemetaan aktor pengolah sisa pangan dan ! Kementerian Koordinator Bidang Pangan ! !
sampah lainnya dan bank pangan (jika sistem prasmanan el Kementerian Lingkungan Hidup
diterapkan) di masing-masing wilayah. <l Badan Pangan Nasional

! Dinas Lingkungan Hidup
! Dinas Ketahanan Pangan
! Asosiasi Terkait

5.4 Mengadakan forum rutin dan membangun jejaring ! Kementerian Koordinator Bidang Pangan ! !
komunikasi efektif antara semua pemangku kepentingan <! Kementerian Lingkungan Hidup
untuk berbagi informasi, best practices, dan solusi inovatif I Badan Pangan Nasional

untuk upaya pengurangan dan penanganan sisa pangan. o! Badan Gizi Nasional

! Dinas Pendidikan

! Dinas Lingkungan Hidup

! Dinas Ketahanan Pangan

! Sekolah

(pembelajaran dari Kyuushoku Japan)
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner
Yth. Kepala Sekolah dan Guru

Saat ini Kementerian PPN/Bappenas dan Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit (G1Z) sedang melakukan kajian Studi Integrasi Konsep Ekonomi Sirkular untuk
Pengelolaan Sisa Pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai pelaksana,
Waste4Change melakukan survey kepada siswa sekolah di Kota Bogor dan Kabupaten Cilacap
dengan menggunakan media kuesioner. Hasil kuesioner nantinya akan menjadi bahan dasar
analisis sosial dan perumusan kebijakan dalam pengurangan dan penanganan sisa pangan
program MBG.

Survey ini dilaksanakan dari tanggal 24 Februari 2025 sampai 26 Februari 2025, bertujuan
memperoleh gambaran pengalaman peserta program MBG serta mengkaji penyebab dan
pengelolaan sisa pangan.

Tim kajian mengharapkan kesediaan dan partisipasi siswa untuk mengisi kuesioner ini dengan
penuh perhatian dan kesungguhan.

Informasi yang diberikan oleh siswa kami tampilkan dalam bentuk anonim untuk menjaga
kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian.

Terima kasih.
Salam,

Tim Studi Pengelolaan Sisa Pangan MBG

KUESIONER

No. Pertanyaan Jawaban

Bagian 1: Identitas

Short
1 Nama answer
. Laki-laki
. . Multiple
2 Jenis Kelamin Choice
Perempuan
3-5 tahun
5 Usia Multiple 6-12 tahun
Choice
13-15 tahun
16-18 tahun
TK
4 Jenjang Sekolah '\éﬁgligée SD
SMP
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KUESIONER

Pertanyaan
SMA
5 Kelas Short
Answer
6 Nama Sekolah Short
Answer
7 Pada jam berapa kamu menerima makanan dari Short
program Makan Bergizi Gratis? Answer
8 Apakah pemilihan jadwal makan tersebut Multiple va
menurutmu sudah tepat? Choice -
Tidak
9 Jika tidak, pada jam berapa menurutmu Short
sebaiknya makanan diberikan? Answer
Sangat cukup
Apakah waktu/durasi makan yang dialokasikan Multinle Cukup
10 sekolah untuk menghabiskan makanan dirasa 'P
Choice -
cukup? Tidak cukup
Sangat tidak cukup
Sangat enak
Enak
Bagaimana pendapat kamu tentang rasa Multiple - -
1 makanan yang disajikan? Choice Biasa saja
Tidak enak
Sangat tidak enak
Berlebihan
12 Bagaimana pendapat kamu tentang porsi Multiple Cuku
makanan yang disajikan? Choice P
Kurang
Sangat baik
Baik
13 Bagaimana pend.ap.e_tt kamu tentang kualitas Multl_ple Biasa saja
makanan yang disajikan? Choice
Buruk
Sangat buruk
. - . Sangat bervariasi
14 Bagaimana pendapat kamu tentang variasi Multiple
menu makanan yang disajikan? Choice —
Cukup bervariasi
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KUESIONER

Pertanyaan
Tidak bervariasi
Multiple |'2
15 Apakah kamu punya alergi makanan tertentu? 'P
Choice -
Tidak
Jika kamu memiliki alergi makanan tertentu, Multiole Sudah
16 apakah sudah diinformasikan kepada pihak 'P
Choice
sekolah? Belum
Jika sudah, apakah ada menu makanan berbeda| Multiple va
17 yang disajikan untuk kamu? Choice
Tidak
Rasa makanannya
Porsi makanannya
18 Apa hal yang menurut ka_mu perlu diperbaiki Checkboxes [Kualitas makanannya
dari makanan yang diberikan?
Variasi menu makanannya
Lainnya:
Secara keseluruhan, apakah kamu merasa Multinle Ya
19 program Makan Bergizi Gratis di sekolah ini Choige
bermanfaat? Tidak
20 Apa manfaat utama dari program Makan Short
Bergizi Gratis di sekolah yang kamu rasakan? Answer
Multiple |'2
21 Apakah kamu suka mencoba makanan baru? uitiple
Choice -
Tidak
Apakah ada protein hewani yang kamu tidak Multiole Ada, yaitu
22 suka atau tidak bisa makan? (contoh: ayam, Choige
ikan, daging, udang, dll) Tidak ada
Apakah ada protein nabati yang kamu tidak Multiole Ada, yaitu
23 suka atau tidak bisa makan? (contoh: tahu, Choige
tempe, dll) Tidak ada
Selalu
. Sering
24 Apakah kamu suka makan sayur? Multl_ple
Choice
Jarang
Tidak Pernah
. . Short
?
25 Jenis sayur seperti apa yang kamu suka Answer
26 Jenis sayur seperti apa yang kamu tidak suka? Short
y P payang ' Answer
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KUESIONER

Pertanyaan
Selalu
. Sering
27 Apakah kamu suka makan buah? Multl_ple
Choice
Jarang
Tidak Pernah
. . Short
?
28 Jenis buah seperti apa yang kamu suka? Answer
29 Jenis buah seperti apa yang kamu tidak suka? Short
' Answer
30 Di rumah, bagaimana biasanya kamu makan Multiple Makan sendiri
P -
(sarapan / makan malam)? Choice Makan bersama keluarga
31 Menurutmu, apakah makanan yang sudah di Multiple va
piring kita harus dihabiskan? Choice -
Tidak
32 Jika tidak, mengapa menurutmu makanan tidak Short
perlu dihabiskan? Answer
Selalu
. . sering
33 Di rumah, apakah makanan yang kamu makan Multiple
biasanya habis? Choice
Jarang
Tidak pernah
34 Di rumah, apakah orang tua mu menasehati Multiple va
kamu untuk menghabiskan makanan? Choice -
Tidak
35 Di sekolah, apakah guru mu menasehati kamu Multiple va
untuk menghabiskan makanan? Choice -
Tidak
Selalu
36 Seberapa sering kamu menyisakan makanan Multiple Sering
dari program Makan Bergizi Gratis? Choice
Jarang
Tidak pernah
Masih kenyang/belum lapar
Rasa makanan kurang enak
Jika kamu menyisakan makanan, biasanya apa
37 penyebabnya? Checkboxes [ Porsi makanan terlalu banyak
(Pilih maksimal 3)
Kualitas makanannya kurang baik
Tidak suka jenis makanannya
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KUESIONER

Pertanyaan
Alergi terhadap makanan tertentu
Lainnya:
Diberikan kepada teman
Dibawa pulang dengan kotak bekal
. . . Dibiarkan di kotak Makan Bergizi
Jika kamu menyisakan makanan, biasanya
38 dikemanakan? Checkboxes
' Dibuang ke tempat sampah sekolah
Dibuang ke tong kompos sekolah
Lainnya:
Nasi
Protein hewani: Ayam, Ikan, Daging, dll
. L. . Multiple - -
39 Biasanya jenis makanan apa yang tersisa? Choice Protein nabati: Tahu, Tempe, dll
Sayur-sayuran
Buah
. . Ya, ke
40 Apakah kamu tahu kemana sisa makananmu Multiple
yang tidak habis di sekolah? Choice -
Tidak
Apakah kamu pernah belajar tentang . Ya
: - - . Multiple
41 bagaimana sisa pangan dari sisa konsumsi Choice
dapat diolah dan dimanfaatkan? Tidak
Orang tua
Sekolah
42 Jika ya, darimana kamu belajar tentang hal Multl_ple Buku/literatur
tersebut? Choice
Social media
Lainnya:
43 Jika ya, apa yang kamu tahu tentang proses Short
pengolahan sisa pangan? Answer
Ya, dalam bentuk
Apakah sekolahmu memiliki fasilitas/alat Multiple
44 . -
pengolah sisa pangan? Choice
Tidak
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Lampiran 2. Daftar Peserta Diseminasi

Daftar Peserta Diseminasi pada 13 Agustus 2025

Institusi

Aan Arsy Andalusia Badan Gizi Nasional
2 | Abdu Rohman Nurfahmi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY
3 | Afif Al Muharrom SMK Dr. Soetomo Kabupaten Cilacap
4 | Akmal Alfarizi De Heus Indonesia
5 | Alfie Sekar N. Direktorat PP Kementerian PPN/Bappenas
6 | Alis Swarni Direktorat KP Kementerian PPN/Bappenas
7 | Anisa Fadhillah W. DLH Kota Bogor
8 | Anto Hurrohman SDN Sidakaya 01 Kabupaten Cilacap
9 | Asri Hadiyanti Giastuti Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas
10 | Austin Alfred Hill Direktorat PP Kementerian PPN/Bappenas
11 | Balan Aji PELNI
12 | Danar Panji Wicaksono Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas
13 | Demas Nauvarian Finland Embassy
14 | Devi Fajar Agustin SPPG BGN Kabupaten Cilacap
15 | Dyah Sudihastuti Direktorat KP Kementerian PPN/Bappenas
16 | Ega Noveria P.H. Badan Pangan Nasional
17 | Endarwati Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI)
18 | Enny Indart Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi Wilayah 111
Badan Gizi Nasional
19 | Ewit Yuan Putri Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas
20 | Farid W. Taradita Kementerian PPN/Bappenas
21 | Febrina Cholida Badan Pangan Nasional
22 | Fierra Setyawan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD)
23 | Firman L. Sahwan Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN
24 | Firsyal Amal M. Badan Gizi Nasional
25 | Haris Prasetyo Badan Gizi Nasional
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Daftar Peserta Diseminasi pada 13 Agustus 2025

Hendro Asmon

Institusi

PPGLH Kementerian Lingkungan Hidup

27 | Imam Bachtiar Badan Gizi Nasional

28 | Ira Savira Perhimpunan Pengusaha Jasa Boga Indonesia (PPJI)

29 | Kariyanti SDN Kedung Badak 1 Kota Bogor

30 | Kevin Gani Garda Pangan

31 | Laily Asfaniy SMAN 2 Kota Malang

32 | MaknaF. Kementerian Koordinator Pangan

33 | Maruli Tua Sihombing Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas
34 | Mawarti TK PGRI Munggarana Kota Bogor

35 | Muhammad Ali Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas
36 | Muji Rahayu Kementerian Lingkungan Hidup

37 | Nada Kriscahyani Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR

38 | NadiaF. Azhara Denmark Embassy

39 | Nita Yulianis Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional
40 | Nizhar Marizi Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas
41 | Nursifah Fajriyah Direktorat Manajemen Risiko Badan Gizi Nasional

42 | Putri Ghassani Ramadhina Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas
43 | Reba Anindyajati Pratama Badan Riset dan Inovasi Nasional

44 | Regina Dea Badan Riset dan Inovasi Nasional

45 | Ricky Kementerian PPN/Bappenas

46 | Rika RezivaR. Badan Riset dan Inovasi Nasional

47 | Salsabilah Khairon F. PPGLH Kementerian Lingkungan Hidup

48 | Samuel Fery Purba Badan Riset dan Inovasi Nasional

49 | Sekar Tantri Nuswantari TK Kartika 111-26 Kabupaten Cilacap

50 | Sri PPGLH Kementerian Lingkungan Hidup

51 | Sri Wahyono Badan Riset dan Inovasi Nasional

52 | Teemu Laakkomen Finland Embassy
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Teguh Ayunanto

Daftar Peserta Diseminasi pada 13 Agustus 2025

Institusi

DLH Kabupaten Cilacap

54 | Tiara Lukitasari SDN Kedung Badak 1 Kota Bogor

55 | Thres Santyeka Deutsche Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
56 | Wahyu Exano PPM Nusantara

57 | Widya Sutiyo Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

58 | Yuga Putri Pramesti Direktorat KGM Kementerian PPN/Bappenas

59 | Yusmanetti Sari Food and Agriculture Organization (FAO) Indonesia
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Lampiran 3. Dokumentasi

Pengukuran Ssa Pangan

Wawancara Mendalam

Kunjungan Benchmarking Dapur Profesional

Diseminasi Hasil Kajian
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